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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2027

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan

dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan
akuntabel @ untuk  meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program

kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan
daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;



Mengingat

-2-

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima)
tahun.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

S. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta.

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.



(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 2
RPJMD tahun 2022 - 2027 disusun berdasarkan
visi, misi dan program pembangunan Gubernur.
RPJMD tahun 2022 - 2027 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
RPJMD tahun 2022 - 2027 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-
PD;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
dan
c. Bupati/Walikota di Daerah dalam menyusun
rencana pembangunan jangka menengah

daerah.

BAB II
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2022 - 2027

Pasal 3
RPJMD tahun 2022 - 2027 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu

Strategis Daerah;
BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah;
BAB VII : Kerangka Pendanaan
Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan
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BAB IX : Penutup.

(2) Dokumen RPJMD tahun 2022 - 2027 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2022 - 2027

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
tahun 2022 - 2027 meliputi:

a. pelaksanaan RPJMD tahun 2022-2027; dan
b. Renstra PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
tahun 2022 - 2027 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan yang  mengatur mengenai rencana
pembangunan Daerah dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.



Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7-86/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006




I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2027

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud, disusun secara Dberjenjang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
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Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dalam Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum
dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. @ Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 -
2027 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima
tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk
memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2022 - 2027 yang harus
dilaksanakan secara  terpadu, sinergis, harmonis, dan
berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah untuk jangka waktu S (lima) tahun yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan
masyarakat. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional;
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dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan
masing- masing;

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah; dan

dilaksanakan Dberdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan
daerah dan nasional.

RPJMD Tahun 2022 - 2027 disusun dengan tujuan sebagai

berikut:

a.

sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap
kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi
pembangunan daerah;

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;

sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
penyusunan rencana strategis, termasuk dalam menentukan
program-program prioritas;

sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah
dan terukur;

menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah
dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah
kebijakan yang ditetapkan;

sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan
memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan

operasional tahunan; dan



-11-

h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah bersama para
pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-
masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2022 - 2027 yang merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah
kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi
dan potensi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

semangat keistimewaan di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027
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BAB1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode
Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY berikutnya adalah tahun 2022-2027,
dimulai sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah DIY berkewajiban menyusun dan menetapkan
dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur
dan Wakil Gubernur dilantik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun
2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan
terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024.
Namun demikian, pada satu sisi yang lain, DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memiliki keistimewaan pada tata cara pengisian
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan
merupakan hasil Pemilu melainkan melalui mekanisme penetapan.

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 telah dilantik pada tanggal
10 Oktober 2022, sehingga sesuai dengan perundangan yang berlaku perlu disusun
dokumen RPJMD periode 2022-2027. Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027
merupakan tahapan terakhir untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan
jangka panjang DIY, yaitu mewujudkan” Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025
sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara
dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sebagai bagian dari
pelaksanaan irisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun
2005-2025 yakni pada tahap ke-4, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 merupakan rangkaian
yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga
tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode
sebelumnya. RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga harus memperhatikan keselarasan
program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan
regulasi yang berlaku, agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program
pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya
berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih
besar kepada masyarakat.
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Perencanaan pembangunan DIY memiliki kekhususan dibanding daerah lainnya yaitu
dengan adanya Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012). Pada
bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan tersebut
mengamanatkan Pemerintah Daerah DIY untuk menyampaikan rencana kebutuhan yang
dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan
(menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan. Amanat ini dipertegas
kembali di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, secara substansi memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah DIY
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039. Setiap
kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana
pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Kemudian, substansi
dokumen RPJMD ini juga mengintegrasikan substansi peraturan lainnya terkait Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK),
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Penanganan Kemiskinan.

Atas dasar hal tersebut, di dalam perencanaan jangka menengah Tahun 2022-2027 perlu
dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang mampu
mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah DIY, terutama dengan
mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat. Hal ini tentu juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan
sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah
satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat
keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan
manunggaling kawula gusti. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen
perencanaan menengah, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga memuat arah kebijakan serta
program yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun
2022-2027. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPJMD tersebut akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana
pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam program dan
kegiatan, dan sub kegiatan.
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1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun
2022-2027 adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11

(12)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013
tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



(25) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 merupakan
bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar
waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
pembangunan daerah.

RPIMN RTRW dan RPIMD
2020-2024 broui an 1k
rovinsi sekitar
RPJIPD DIY PEDOMAN DIPERHATIKAN ‘
2005-2025 '
RPIMDDIY  |* oremiamican | P8
2022-2027
’W. < DIPERHATIKAN SPM
RTRW DIY PEDOMAN DIJABARKAN
> RKPD
Renstra PD .
DIJABARKAN RenJa PD

Gambar I-1 Hubungan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Dokumen
Perencanaan Lain

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional
Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode
tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan penekanan prioritas pada
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga berpedoman pada RPJPD DIY Tahun 2005-2025
dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD DIY. Pencapaian visi RPJPD tersebut
dijabarkan ke dalam 4 Pilar yaitu: 1) Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara; 2)
Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara; 3) Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia
Tenggara; dan 4) Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Keterkaitan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 terhadap RPJMD daerah lain, dilakukan
dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah
sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan DIY. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah
2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ‘Mboten Korupsi,
Tetep Mboten Ngapusi’ ”. Berdasarkan pada visi tersebut dapat ditarik beberapa kata
kunci utama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, tercukupi segala
kebutuhan dasarnya, serta perekonomian masyarakat yang berdikari yang didukung oleh
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pemerintahan yang bersih dan profesional (good governance) dengan nilai utama mboten
korupsi mboten ngapusi.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan jangka menengah, RPJMD DIY
Tahun 2022-2027 juga mempedomani dokumen RTRW DIY dalam rangka melaksanakan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan
struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program. Selain itu, dokumen RPJMD DIY
Tahun 2022-2027 mensinkronkan kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan,
perencanaan pembangunan rendah karbon, standar pelayanan minimal, dan penanganan
kemiskinan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dalam penyusunan perencanaan pembangunan di DIY.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD DIY Periode 2022-2027 adalah menjabarkan visi misi
Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana telah dihantarkan pada Pidato
Pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur DIY Masa Jabatan 2022-2027 di depan Sidang
Paripurna DPRD DIY pada tanggal 8 Agustus 2022. RPJMD ini selanjutnya digunakan
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh
pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk
mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2022-2027. Selain itu, RPJMD DIY Tahun
2022-2027 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk
mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, sebagai berikut:

(1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah
serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah;

(2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

(3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
setiap Perangkat;

(4) Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana
strategis, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;

(5) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur;

(6) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;

(7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY dalam
mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

(8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
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1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai

berikut:

BAB I

BAB Il

BAB III

BAB IV

BABV

PENDAHULUAN

[.1. Latar Belakang

[.2. Dasar Hukum Penyusunan

[.3. Hubungan Antar Dokumen

[.4. Maksud dan Tujuan

[.5. Sistematika Dokumen

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

I1.1. Aspek Geografi dan Demografi

[1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

I1.3. Aspek Pelayanan Umum

[1.4. Aspek Daya Saing

I1.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

[1I.1.Kinerja Keuangan Masa Lalu

I11.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
I11.3.Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2027
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
IV.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039
IV.2. Telaah RPJPD

IV.3. Telaah RPJMN

IV.4. Telaah RPJMD Daerah Lain

IV.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

IV.6. Telaah Rencana Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
IV.7. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

IV.8. Telaah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
IV.9. Telaah Standar Pelayanan Minimal

[V.10. Permasalahan Pembangunan

IV.11. Analisis Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V.1. Visi

V.2. Misi

V.3. Tujuan dan Sasaran
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BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

V.4. Keselarasan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan RPJMN Tahun 2020-
2024

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VI.1. Strategi

VI.2. Arah Kebijakan

VL.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

VI.4. Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan

VL.5. Program Pembangunan Daerah

VI.6. Program Prioritas Pembangunan

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
VIIL.1. Indikator Kinerja Utama

VIIL.2. Indikator Kinerja Daerah

PENUTUP
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BABII GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan
Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012 DIY memasuki sejarah pemerintahan yang
baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
DIY (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan
Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan
dari pemerintahan nagari Kasultanan dan Kadipaten dan sekaligus mengalami
perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan
perubahan (continuity and change) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya
sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam
proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas
pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan yang
dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik,
ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran
Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan
praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan
mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik
di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran
huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten
Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya
suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan
kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka-Tunggal-lka-an, dan melembagakan
peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi,
ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan
pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis,
sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan
pemerintahan provinsi. Kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan,
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kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan
pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Secara geografis, wilayah DIY terletak ditengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan,
dengan bentuk wilayah yang mendekati bentuk bangun segitiga. Puncak segitiga wilayah
DIY terletak pada Puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian
2.911 m di atas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api
paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga
merupakan sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia
memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 113 km. Wilayah DIY secara
umum tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian,
dengan potensi alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah
dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan Pegunungan Selatan, Satuan
Gunung Berapi Merapi, Dataran Rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan
Kulon Progo, dan Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Satuan
fisiografis Pegunungan Selatan meliputi wilayah Gunungkidul yang luasnya hampir
separuh dari luas total wilayah DIY. Gunungkidul bagian utara merupakan bentuklahan
struktural dengan beberapa singkapan formasi geologi dan bagian selatannya hingga
kawasan pesisir adalah bentuklahan solusional Pegunungan Seribu yang didominasi
perbukitan batu kapur dan karst yang kurang potensial untuk pertanian semusim.
Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul bagian utara
merupakan satuan fisiografi vulkanik Gunung Merapi. Bentuklahan ini tersusun dari
material vulkan muda yang kaya unsur hara dan sangat subur. Kabupaten Bantul bagian
selatan adalah dataran aluvial pantai yang merupakan Dataran rendah antara
Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Kawasan ini juga potensial untuk
budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Bagian barat DIY merupakan
wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan fisiografi perbukitan denudasional di sisi utara
dan dataran aluvial pantai pada sisi selatan, seperti juga yang ada di Kabupaten Bantul
bagian selatan.

Sungai yang melintas di DIY merupakan salah satu pembentuk karakteristik lahan yang
berpotensi mendukung pengembangan wilayah, serta perkembangan penggunaan lahan
di DIY. Beberapa sungai besar yang melintas dan bermuara di wilayah pesisir DIY antara
lain Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Beberapa sungai kecil
lainnya adalah Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Serang.
Semua sungai tersebut bermuara di kawasan pesisir Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.
Karakteristik kawasan karst di Gunungkidul yang bersifat solusional menyebabkan
sungai sungai yang melintas disana menghilang dari permukaan menjadi aliran bawah
permukaan (sungai bawah tanah). Beberapa subsistem aliran bawah tanah yang
dominan antara lain subsistem Ngobaran, subsistem Baron, dan subsistem Bribin.

Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY
yang mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk berdasarkan kelompok
umur yang akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan Sensus
Penduduk Tahun 2020 (SP2020) jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020
sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
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Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 sebesar 3.173,87 Km?, maka
kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.155,91 orang per Km2. Selama 2010-2020, rata-rata
laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58%. Jumlah penduduk menurut
kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak
ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit
ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek
Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

I1.1.1 Aspek Geografi

IL.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7.33’- 8.12’ Lintang Selatan dan
110.00’-110 .50’ Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa,
tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah
administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten
Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian
timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten
Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.

PETA ADMINISTRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kantor Ibukota Jaringan Jalan

@bupaten wilayah DIY-Jateng
tan wilayah DIY

?|| BALAIPENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN STATISTIK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

E o = e

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan
Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan dilakukan
penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan
nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b
dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk
Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk Kecamatan di wilayah Kota
Yogyakarta. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri
Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk di
wilayah Kota Yogyakarta.
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Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5
kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Sedangkan
jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

Tabel I1I-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota
Ibukota Kalurahan
Kabupaten/ Kabupaten/ Kapanewon/ / Dusun | RW RT
Kota Kemantren
Kota Kelurahan
Kulon Progo Wates 12 88 930 | 1.884 | 4.462
Bantul Bantul 17 75 934 - 5.681
Gunungkidul Wonosari 18 144 1432 | 1.671 6.864
Sleman Sleman 17 86 1.212 | 2.933 7.364
Yogyakarta Yogyakarta 14 45 - 614 2.525
D.I. Yogyakarta 78 438 | 4.508 | 7.102 | 26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Luas seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun
2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 adalah 3.173,87 Km?2 atau 0,17% dari total luas
Indonesia (1.892.555,47 Km?2). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di
Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah
paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah
sebesar 46,55% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling
kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

Tabel II-2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota
Nama Luas
i 0,
No | Kode Kabupaten,/Kota W;ézzrzah %o Keterangan
Luas Wilayah Definitif sesuai Surat
Badan Informasi Geospasial No. B-
1 |34.01 |Kab.Kulon Progo 577,22| 18,19 8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021
Tanggal 8 Juni 2021
Luas Wilayah Definitif sesuai Surat
Badan Informasi Geospasial No. B-
2 |34.02 |Kab.Bantul 511,71| 16,12 8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6,/2021
Tanggal 8 Juni 2021
Luas Wilayah Definitif sesuai Surat
. Badan Informasi Geospasial No. B-
3 |34.03 |Kab. Gunungkidul | 1.477,39| 46,55 8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6,/2021
Tanggal 8 Juni 2021
Luas Wilayah Definitif sesuai Surat
Badan Informasi Geospasial No. B-
4 |34.04 |Kab.Sleman 574,73| 18,11 8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6,/2021
Tanggal 8 Juni 2021
Luas Wilayah Definitif sesuai Surat
Badan Informasi Geospasial No. B-
5 [34.71 |Kota Yogyakarta 32,82 1,03 8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021
Tanggal 8 Juni 2021
DIY 3.173,87| 100

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

I.1.1.2 Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentuk permukaan lahan dan secara kuantitatif
dinyatakan dalam satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang
lereng dan bentuk lereng. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan
ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1)

2)

3)

Kemiringan lahan

Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022,
kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan
dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km?, lahan dengan kemiringan 2-8 %
seluas 522,73 Km?, lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km?, lahan
dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km?, lahan dengan kemiringan 25-40 %
seluas 332,83 Km2lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 367,03 Kmz2.

Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan
ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84 %, wilayah dengan ketinggian 100-
499 mdpl sebesar 65,65 %, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04
%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47 %.

Unit Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari satuan fisiografis pegunungan selatan karst, fisiografis
gunung api, fisiografis dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul), dan
perbukitan denudasional Kulon Progo berikut dataran aluvial pantai di sisi selatan
wilayah Kulon Progo. Di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan
potensi sumber daya alam. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai
berikut:

a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas + 1.656,25 km?, ketinggian 150-700 m,
terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan
batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada
bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan
bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang
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mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang
relatif jarang;

b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas + 582,81 km?, ketinggian 80 - 2.911 m,
terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung
Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian
Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut
dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan
resapan air.

c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo
seluas + 215,62 km?, ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial
yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY
mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan
dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur.
Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan
aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari
Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai
Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas + 706,25 km?,
ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara
merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang
mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.
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Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

Gambar II-3 Peta Kemiringan Lereng DIY

I1.1.1.3 Klimatologi

Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah baik dari segi potensi sumber daya alam
maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe
iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin
musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6
bulan. Ada dua jenis iklim musiman: monsun barat daya (monsoon barat) dan monsun



timur laut (monsoon timur). Dari Oktober hingga April, angin muson barat bertiup dan
dominan membawa hujan. Muson timur bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan
karakter kering sehingga menjadi musim kemarau.

Sebagai daerah beriklim tropis, kondisi iklim Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim
tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Juga, karena sangat dekat dengan
Samudera Hindia, ada banyak penguapan air laut, kelembaban tinggi dan banyak curah
hujan.

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak
yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap
sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan
DIY untuk tahun 2021:

1) Suhu minimum 21,90 °C dan suhu maksimum 32,00 °C.

2) Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Maret terjadi di Kabupaten Sleman
sebesar 422 mm3 dan terendah di seluruh kabupaten sebesar 0 mm3.

3) Kelembaban Minimum 54,0 dan Kelembaban Maksimum 92

4) Tekanan 988,20 mb hingga 997 mb;

5) Kecepatan angin minimum 1 knot, kecepatan angin maksimum 7 knot.
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Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-4 Peta Curah Hujan DIY

II.L1.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm),
Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi
Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi
Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms),
Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika
(Towm).
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DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan
sinklin terdapat pada singkapan Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi
Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun
dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah
timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan
lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini
mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik
untuk permukiman dan pertanian.

Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava,
dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini.
Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah
Kaliurang.

Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif
sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng.
Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta
andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih
muda.

Formasi Kepek (Tmpk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan
terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping
berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen
Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan.
Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan
batulanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti
terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi
"Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik
hidrogeologi dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah
yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan
di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memilki
karakteristik soluble dan mudah meloloskan air.

Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen.
Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan
Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan
Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir,
berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo,
Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal
tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah
sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini
tersusun dari batu pasir dan batu lempung.

Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen
Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen,
Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu
pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit,
tufa andesit, serta batu lempung tufaan.

Formasi Kebo Butak (Tomk) Formasi Kebo Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir
sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar
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di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini
tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan
aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu
lempung andesit. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam
sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi
tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya
merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu
pasir dan batulanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda.
Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan
patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.

11) Formasi Andesit Tua (Bemmelen) Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di
atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi volkanik dengan fragmen
andesit, tuf, lapilli tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batu
pasir volkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik
di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk
morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini
kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang
dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen
Atas.
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Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-5 Peta Geologi DIY
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Gambar II-6 Peta Jenis Tanah DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk
ditanami berbagai tanaman pertanian. Jenis tanah yang ada di wilayah DIY dapat
digolongkan dalam beberapa kategori besar sebagai berikut:

1) Unit fisiografi vulkanik muda Gunungapi Merapi, mengandung tanah regosol seluas

2)

3)

521,44 Km? atau sekitar 16,43 %. Tanah Regosol merupakan salah satu sub jenis
tanah Entisol. Yaitu tanah yang berasal dari pelapukan material yang dikeluarkan
oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Jenis tanah ini belum
mengalami perkembangan sempurna dalam hal struktur maupun teksturnya.
Regosol termasuk jenis tanah mineral yang kaya unsur hara sehingga memiliki
tingkat kesuburan yang tinggi namun tidak bisa mengikat air. Regosol tersebar
hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten
Bantul bagian utara.

Jenis tanah berikutnya adalah Kambisol yang tersebar seluas 304,45 Km? atau sekitar
9,59%. Tanah Kambisol (menurut sistem FAO) merupakan tanah yang mempunyai
horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala
hidromorfik. Secara simpel kambisol bisa dikatakan sebagai tahap awal dari jenis
tanah latosol. Dengan origin yang hampir sama maka kambisol pun memiliki tingkat
kesuburan yang setara dengan latosol. Persebaran kambisol berada pada wilayah
Kabupaten Sleman bagian barat dan timur serta hampir keseluruhan wilayah
Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan.

Jenis tanah aluvial di wilayah DIY tersebar seluas 120,95 Km? atau sekitar 3,81%.
Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang
terbawa aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir, dan berasosiasi
dengan keberadaan sungai sebagai transport agent nya dari hulu. Tanah ini biasanya
bewarna coklat hingga kelabu. Di wilayah DIY tanah aluvial tersebar dikawasan
selatan Kabupaten Kulon Progo.
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4) Di DIY juga ada tanah jenis grumusol seluas 407,31 Km? atau 12,83%. Tanah
grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan
organic di dalamnya rendah jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan kurang
cocok untuk ditanami komoditas pertanian. Tekstur tanahnya kering dan mudah
pecah terutama saat musim kemarau. Grumusol berwarna hitam dan persebarannya
berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah. Sifat kembang kerutnya
yang tinggi memerlukan treatment khusus dalam bidang konstruksi karena sangat
berisiko mempercepat kerusakan struktur bangunan atau badan jalan.

5) Jenis tanah mediteran adalah yang paling dominan di wilayah DIY yaitu seluas
1139,24 Km? atau 35,90%. Tanah jenis mediteran ini tersebar bagian timur, selatan,
dan barat wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tanah mediteran merupakan hasil
pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara
merah sampai kecoklatan. Yang menjadi masalah utama dari jenis tanah
mediteran adalah ketersediaan air yang  rendah dan tingginya
pH tanah (>7). Tanah yang bersifat alkalis ini akan mengikat fosfat sehingga akan
menjadi kendala bagi tanaman untuk tumbuh.

6) Kategori Jenis tanah yang terakhir distribusi penyebarannya berada di wilayah
Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan Gunungkidul bagian utara. Jenis tanah ini
adalah latosol, dengan luas penyebaran sekitar 680,11 Km? atau 21,43%. Tanah ini
memiliki lapisan solum yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 30 cm sampai 5
meter bahkan lebih. Memiliki batas horizon yang tidak jelas. Latosol meliputi tanah
hasil pelapukan yang intensif dan perkembangan tanah yang lebih lanjut. Keadaan ini
meyebabkan pelindian unsur basa, bahan organic, dan silica dengan menyisakan
sesquoksida berwarna merah. Umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai
sedang. Tekstur tanah liat, struktur remah dan konsisitensi gembur. Fitur menarik
dari jenis tanah latosol adalah adanya akumulasi sesquioxides besi atau aluminium
yang disebut laterit dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, karena
karakternya yang menjadi sangat keras pada kondisi udara sangat kering.

I.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi
berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
DAS menerima, dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya kemudian
mengalirkannya melalui alur alur sungai menuju ke muara (laut ataupun danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di
Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo,
DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga
beberapa DAS mikro yang bersifat sub surface DAS yang kawasannya berada di wilayah
Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga
merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Peta kawasan DAS di DIY
sebagaimana mengacu pada data layer tematik penyusunan RTRW DIY 2019-2039 dapat
dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.
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Gambar II-7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten
Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten
Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten
Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa
Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang
berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan
air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-
masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo
dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di
Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di
wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi
4 (empat) aquifer, yaitu :

1) Mayor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar,
dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku).
Termasuk daerah mayor aquifer adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan
Sleman.

2) Minor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup,
dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk
daerah minor aquifer adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.

3) Poor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan
hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah poor aquifer adalah
Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambi pitu dan Oyo, dan Andesit tua.

4) Non Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat
kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah non aquifer adalah Formasi
Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan
air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:
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Tabel II-3

Potensi Ketersediaan Air (juta m3) Tahun 2018-2022

Tahun
NAMA DAS Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
DAS Serang 129,60 141,72 207,00 234,00 209,03 * | Jutam3
DAS Progo 3.807,25 6.423,39 6.178,00 5.652,00 227,71 * | Jutam3
DAS Opak 1.900,89 1.103,39 1.446,00 858,00 667,28 * | Jutam3
DAS Oyo 1.530,10 756,70 1.090,00 529,00 529,00 * | Jutam3

Keterangan: *) Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 *) Sementara

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m3, DAS Progo
sebesar 622,64 juta m3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta
m3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m3. Sehingga kebutuhan air digunakan untuk
domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan tahun 2021 sebesar 1.605
juta m3.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar
terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air
untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk
irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit
berikut ini.

Tabel I1I-4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2022 (m3/detik)
Tahun
Sub Elemen
2018 2019 2020 2021 2022
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Sungai Progo
(Duwet) 0,02 | 209,79 0,18 | 183,54 0,30 | 561,00 0,20 | 345,41 0,20* | 345,41*
Sungai Bedog
(Guwosari) 0,01 49,84 0,18 33,66 0,05 30,90 1,84 28,90 1,84* 28,90*
Sungai Code
(Kaloran) 0,02 10,95 0,01 38,25 0,01 12,70 0,18 8,55 0,18* 8,55*
Sungai Winongo
(Padokan) 0,03 37,93 0,01 20,06 0,09 25,40 0,01 16,30 0,01* 16,30*
Sungai
Gadjahwong
(Papringan) 0,49 9,93 0,05 6,66 0,27 6,72 0,49 5,68 0,49* 5,68*
Sungai Opak
(Pulo) 0,14 4,06 0,27 4,8 0,06 3,5 0,12 4,91 0,12* 4,91*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) Sementara

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai
bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27
Km?2. Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m3/detik, SBT Ngobaran 0,70 m3/detik dan
SBT Baron debit rerata 0,10 m3/detik.
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Tabel II-5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin 956
Ngobaran 700
Baron 800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air
Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT
Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak
pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah baratdan
Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia.
Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan
kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 Km?, meliputi tiga wilayah
kabupaten /kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di
Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk
memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang
ada, sebagaimana ditunjukan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan
potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m3/detik
sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikain,
kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa
mengimbangi cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS
POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi
kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan
setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Tabel I1-6 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan

Progo - Opak - Serang
Imbangan Air - Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M3
Curah Hujan pada WS 8.769
Hujan 2.119 mm/tahun
Hilang dalam system 3.469
Aliran WS 5.300
Imbangan Air - Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M3
Aliran pada WS 5.300
Konsumsi Bersih 1.060
Irigasi 947
RKI 113
Terbuang ke laut 4.240
Total 5.300

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015
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Gambar II-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-
Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan
(Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta
Ekogeowisata Karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat
pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan
budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Total kebutuhan air per periode pada WS POS dibedakan menjadi Irigasi, Domestik,
Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal
ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian,
disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun
4,849 m3/detik (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan
domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m3/detik (79%), sedangkan
kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m3/detik (45%). Dengan
demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81%
irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi,
29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di
WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut:
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Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar II-9 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

I.L1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau
aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan
perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan
lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan
kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu
pemanfaatan lahan masa kini.

Penggunaan lahan di DIY didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian,
perkebunan dan hutan. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas
90.030,39 Ha atau sebesar 28,294%. Pertanian yang didominasi tegalan/ladang dan
sawah irigasi yaitu 17.319% atau sekitar 55.109,92 Ha untuk tegalan/ladang dan
17,301% atau seluas 55.053,05 Ha untuk sawah irigasi, sedangkan sawah tadah hujan
hanya sekitar 7,998% atau 25.451,23 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas
yaitu sebesar 15,925% atau 50.674,21 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi,
hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 6,379% atau seluas 20.299,08 Ha.
Penggunaan lahan Semak/Belukar seluas 15.334,30 Ha atau 4,819%. Penggunaan lahan
lainnya terdiri dari tanah berbatu, candi, danau/waduk, gedung, pasir darat dan
rumput/tanah kosong.
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Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-10 Peta Penggunaan Lahan DIY

Tabel I1-7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2022

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
Bangunan Bukan Permukiman 1.543,89 0,49%
Waduk dan Danau Buatan 244,55 0,08%
Hutan Tanaman 21.050,31 6,63%
Candi 42,94 0,010%
Bangunan Permukiman 89.483,47 28,20%
Tanaman Semusim Lahan Basah 54.735,94 17,25%
Tanaman Semusim Lahan Kering 77.534,70 24,43%
Semak dan Belukar 13.299,26 4,19%
Sungai 2.766,78 0,87%
Kolam Air Asin 284,40 0,09%
Kolam Air Tawar 137,42 0,04%
Lahan Terbuka 1.135,81 0,36%
Kebun dan Tanaman Campuran 55.090,38 17,36%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

I1.1.1.7 Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, adalah daerah peralihan
antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah
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peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan
laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12
(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir DIY meliputi wilayah pesisir
di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terdiri dari 13 Kapanewon Pesisir
yaitu; Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Purwosari di Gunungkidul;
Kretek, Sanden, dan Srandakan di Bantul; Galur, Panjatan, Wates, dan Temon di Kulon
Progo. Luas wilayah pesisir DIY pada matra darat adalah identik dengan luas wilayah
kapanewon pesisir yaitu 736,2 Km2atau sekitar 23,1% dari total luas wilayah darat DIY.
Ditambah matra lautnya yang sepanjang garis pantai 113 km x 12 mil laut = 2508,6 Km?
maka luas total wilayah pesisir DIY adalah 3.244,8 Km? atau setara dengan luas total
seluruh daratan DIY 3.185,8 Km2. Wilayah pesisir DIY berupa matra darat dan matra laut
tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1) Perikanan tangkap laut (matra laut)

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar
320.000 ton/tahun. Sumber daya perikanan tangkap yang potensial di DIY meliputi
berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis
ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Ikan jenis
pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Jenis ikan demersal yang nilai
produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan
karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisangpisang dan ikan
kerapu karang. Beberapa jenis komoditi lain yang nilai produksinya tinggi dan
potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.
Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding
dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih
sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi underfishing karena pemanfaatannya masih jauh
berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumber daya perikanan di selatan
DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa
Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang open
access, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan
pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang lebih luas pula.

2) Ekosistem terumbu karang
Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya
terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut
terdapat di Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai
Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua
lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih
baik.

3) Ekosistem Mangrove
Ekosistem mangrove merupakan habitat berisi komunitas tumbuhan air yang berada
di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau di muara sungai. Ekosistem
mangrove sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut
dan merupakan suatu ekosistem transisi antara darat dan laut. Di dalam hutan
mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan
biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 seluas 8 ha di Pantai
Baros Kabupaten Bantul dan seluas 9 Ha di kawasan Pasirmendit, Jangkaran, Temon,
Kulon Progo. Kawasan hutan mangrove Baros telah ditetapkan dengan SK Bupati
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4)

5)

6)

Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman
Pesisir Di Kabupaten Bantul seluas 132 Ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan
membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil.
Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12
spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (Avicennia marina,
Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris dan
Nypa fruticans) dan 6 komponen mangrove asosiasi (Acanthus ilicifolius, Hibiscus
tiliaceus, Ipomoea pes- caprae, Pandanus tectorius, Sesuvium postulacastrumdan
Terminalia cattapa)

Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang
dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan
merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir
terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil
letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan
tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir
menyimpan cadangan air lengas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara
alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus,
bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya
tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh
berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam jejak aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk
pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan
salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi
lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk
pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki
keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian
besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri
dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai
Kabupaten Kulon Progo vyang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau
wisatawan macanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY
Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir,
yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan
sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-
Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY
antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga
air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi
intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum
terjadi pada pukul 10.00 WIB - 14.30 WIB hampir diseluruh wilayah untuk
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pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta
mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 - 4 m/s. Bahkan di Sundak,
Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100
MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di
Kapanewon Saptosari.

I1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 (Perda DIY
No 5 Tahun 2019), untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada
pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5
Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang
yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi,
kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan
peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan
keamananan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan
wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis
provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,
kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas
kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis
provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta,
Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai
Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir
Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang
mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat
materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan
Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon - Wates dan Kawasan
Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan
bandar udara baru dan kota bandara (dirport City) serta Aerotropolis di kapanewon
Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian
bandar udara baru Yogyakarta di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan
laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Regional.
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Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 - 2039

Gambar II-11 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 - 2039 terdiri atas Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan,
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam dan sumber daya buatan. Adapun kawasan lindung di DIY sesuai pasal 28
Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi lindung sebagai berikut:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan konservasi;

Kawasan lindung geologi;

Kawasan ruang terbuka hijau;

Kawasan rawan bencana alam; dan

Kawasan cagar budaya.

© e a0 o

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai kawasan Budidaya
sesuai pasal 57 Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi budidaya
sebagai berikut :

Kawasan peruntukan hutan produksi;
Kawasan peruntukan hutan rakyat;
Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan pariwisata;
Kawasan peruntukan permukiman;
Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
j. Kawasan peruntukan lainnya.

S e a0 o
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Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel I1-8 Peruntukan lahan di DIY Sesuai Perda No 5 Tahun 2019 tentang
RTRW DIY
Peruntukan lahan Sub Kawasan Luas (Ha)
Kawasan Lindung di DIY
Kawasan yang Hutan Lindung 2.312,80
memberikan perlindungan
terhadap kawasan Kawasan Resapan Air 49.850,90
bawahannya
Sempadan Pantai 1.311,10
Kawasan perlindungan Sempadan Sungai 5.454,79
setempat
Kawasan Sekitar Waduk 72,2
Cagar Alam 11,88
Suaka Margasatwa 619,59
Taman. Nasional  Gunung 2.047,62
Kawasan Konservasi Merapi
Taman Hutan Raya 634,1
Taman Wisata Alam 1,03
Hutan Penelitian 101,91
Cagar Alam Geologi 751,46
Kawasan lindung geologi Kawasan  perlindungan  air 80.238,68
tanah
Kawasan sekitar mata air Undefined
Kawasan Perkotaan
Kawasan RTH Yogyakarta, Sleman, Bantul, 7.998,39
Gunungkidul, dan Kulon Progo
Rawan Bencana Geologi 3.355,86
Rawan tanah longsor 42.132,00
Rawan Tsunami 7.317,00
;(li‘:;asan rawan bencana Rawan Gelombang Pasang 119.781,00
Rawan Banjir 138.546,00
Rawan Gempa Bumi 323.071,00
Rawan Kekeringan 323.522,00
Cagar Budaya Prambanan,
Cagar Budaya Kraton, Cagar
Budaya Pakualaman, Cagar
Budaya  Kotagede, Cagar .
Kawasan Cagar Budaya Budaya Kota Baru, Cagar Undefined
Budaya Imogiri, Cagar Budaya
Kerto - Pleret, Kawasan Cagar
Budaya Lainnya
Kawasan Budidaya di DIY
Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Hutan 13.411.70
Hutan Produksi Produksi ’ ’
Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Hutan 19.140.78

Hutan Rakyat

Rakyat
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Peruntukan lahan Sub Kawasan Luas (Ha)

Kawasan budidaya tanaman
pangan

Accumulated

Kawasan lahan pangan

L 50.827,52
beririgasi

Kawasan lahan pangan tidak
Kawasan Peruntukan beririgasi pang 100.408,43

pertanian

Kawasan pertanian pangan

berkelanjutan 137.401,73

Kawasan budi daya

perkebunan 21.467,08

Kawasan perikanan tangkap 0-12 mil laut

Kawasan perikanan budi daya
(Kawasan minapolitan di 4 uncalculated
kabupaten)

Kawasan Peruntukan
perikanan

Pertambangan mineral logam 4.308,86

Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral bkn

Pertambangan logam dan batuan 4.073,88

Pertambangan rakyat 2.084,06

Kawasan peruntukan industri 5.589,79

Kawasan Peruntukan Sentra industri kecil dan

Industri menengah 5.589,79

Wisata Alam, Wisata
Pendidikan,

Wisata Petualangan, Wisata
Purbakala,

Wisata Budaya, Wisata
Pedesaan,

uncalculated

Wisata Belanja, Kampung
Wisata, Wisata Kuliner, Sentra
Kerajinan, Wisata Minat
Khusus,

Wisata Dirgantara, Agro -
Ekowisata,

Wisata Karst, Hutan Wisata,
Desa Wisata,

Wisata Religi, Wisata Tirta

Kawasan Peruntukan permukiman di seluruh Kota

pariwisata Yogyakarta 3.207,02

permukiman di Kabupaten

Sleman 24.352,53

permukiman di Kabupaten

Bantul 19.479,58

Kawasan Peruntukan

Permukiman permukiman di Kabupaten

Gunungkidul 22.971,02

permukiman di Kabupaten

Kulon Progo 17.217,64

kawasan instalasi militer

Pertahanan dan keamanan | kawasan instalasi kepolisian

Kaws peruntukan riset dan
pendidikan tinggi
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Peruntukan lahan

Sub Kawasan

Luas (Ha)

Kawasan Peruntukan
lainnya.

Kaws peruntukan pesisir dan
pulau-pulau kecil

Kaws peruntukan
pemanfaatan ruang dlm bumi

ruang dalam bumi dangkal

ruang dalam bumi dalam

Kawasan pelabuhan 23,07

Kawasan bandar udara 893,39

Sumber: Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY; Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut:

nnnnnnnnnnnnnn

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-12 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 - 2039

[1.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY
Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039, meliputi:

a.

Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api
yang terdapat di Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon
Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima
puluh lima koma delapan enam) ha.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon
Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo,
Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi
Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen,
Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon
Patuk, Kapanewon Playen,
Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon
Tepus, dan Kapanewon Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon
Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Prambanan,

Kapanewon Piyungan,

Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari,
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dan Kapanewon Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo,
Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon
Samigaluh, dan Kapanewon Temon.

Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon
Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur;
Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan
Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Girisubo,
Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon
Tanjungsari, dan Kapanewon Tepus.

Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi
Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon
Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan
Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari,
Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan
Kapanewon Girisubo.

Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota
Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon
Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah,
Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon
Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates;
Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon
Gamping, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan,
Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel; Kabupaten Bantul meliputi
Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan,
Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek,
Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon
Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan
Kapanewon Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon
Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang,
Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari.

Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon
Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri,
Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan,
Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon
Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, di
Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon
Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo;
dan Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon
Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman, di Kabupaten Sleman.

Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni
Kapanewon Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Pengasih,
Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon
Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon
Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan,
Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon
Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Panggang, Kapanewon
Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus,
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Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon
Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen.

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN STATISTIK DAERAH

[ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

0

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-13 Peta Rawan Bencana DIY

Tabel I1-9 Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022

No Jenis Kawasan Rawan Luas KRB (Ha) pada Tahun
Bencana (KRB) 2018 | 2019 2020 2021 2022%)
1 KRB Banjir n/a n/a 138.546,00 | 154.155,32 | 154.155,32
2 KRB Banjir Bandang n/a n/a 2.347,00 0,00 0,00
3 | KRB Gelombang Ekstrim n/a | n/a | 119.781,00 | 217019 | 2.170,19
dan Abrasi
4 KRB Kekeringan n/a n/a 323.522,00 | 313.314,97 | 313.314,97
5 | KRB Letusan Gunungapi n/a n/a 9.302,00 9.370,56 9.370,56
6 | KRB Dampak Cuaca Ekstrim n/a n/a 2.155,00 128.300,57 | 128.300,57
7 | KRB Tanah Longsor n/a n/a 42.132,00 4243454 | 42.434,54
8 gﬁiferdampak Gempa n/a | n/a | 323.071,00 | 182.115,00 | 182.115,00
9 KRB Terdampak Tsunami n/a n/a 7.317,00 7.246,46 7.246,46
KRB Bahaya Epidemi dan
10 Wabah Penyakit n/a n/a 36,00 36,00 36,00
11 KRB Terd.ampak Kegagalan n/a n/a 161,00 146,63 146,63
Teknologi
12 ff}?arlfebakaran Hutan dan n/a | n/a | 323.363,00 | 220.853,54 | 220.853,54

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, *) data sementara

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana dianalisis melibatkan variabel
Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, dan Tingkat Kapasitas yang ada pada suatu daerah.
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Tingkat Bahaya (hazard) diperoleh diantaranya dengan menghitung parameter fisik
suatu kawasan seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, ketebalan tanah, jenis
batuan dasar, penutup lahan, dan parameter lain yang terkait dengan suatu jenis bahaya
tertentu. Penilaian Tingkat bahaya juga memperhatikan catatan sejarah kejadian
bencana masa lalu pada daerah tersebut. Rincian Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan,
Tingkat Kapasitas, dan Tingkat Risiko Bencana di DIY, seperti tercantum pada tabel
berikut.

Tabel II-10 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022

i i Tingkat Kerentanan i .
Jenis Tingkat Tingkat Tingkat
No. Penduduk . Kerusakan . ..
Bencana Bahaya Kerugian . Kapasitas | Risiko
Terpapar Lingkungan
1. | Tanah RENDAH | TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG RENDAH
Longsor
2. | Tsunami RENDAH | TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG RENDAH
3. Gelombang RENDAH | SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG RENDAH
Pasang dan
Abrasi
4, Banjir RENDAH | TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG
5. Gempa Bumi | SEDANG | TINGGI TINGGI - SEDANG TINGGI
6. Kekeringan SEDANG | TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI
7. Erupsi RENDAH | TINGGI SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH
Gunung Api
8. Banjir RENDAH | TINGGI SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH
Bandang
9. Cuaca SEDANG | TINGGI TINGGI - SEDANG SEDANG
Ekstrim
10. | Kegagalan RENDAH | RENDAH RENDAH | RENDAH SEDANG RENDAH
Teknologi
11. | Epidemi dan | SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG
Wabah
Penyakit
12. | Pandemi SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG
Covid-19
13. | Liquifaksi RENDAH | TINGGI TINGGI - SEDANG RENDAH
14. | Kebakaran RENDAH | TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG RENDAH
Hutan dan
Lahan
15. | Kebaran RENDAH | TINGGI TINGGI - SEDANG RENDAH
Gedung dan
Permukiman
16. | Konflik Sosial | SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG RENDAH

Sumber: IRBI DIY, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di DIY berada terdistribusi pada
rentang kelas rendah dan sedang. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu
Tanah Longsor, Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Erupsi Gunung Api, Banjir Bandang,
kegagalan teknologi, likuifaksi, dan kebakaran. Bencana yang memiliki tingkat bahaya
sedang yaitu gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran gedung. Penentuan
tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu
juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah
DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik
antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang
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disebabkan oleh faktor nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit,
dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan
kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama
ini masih relatif kecil.

TabelII-11 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2022

Indikator 2018 | 2019 | 2020 2021 2022
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
DIY 142,24 | 14092 | 125,15 | 124,15 | 119,56 *
Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, BNPB;IRBI 2020, BNPB; B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023

Selama tahun 2018-2022, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor,
banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2018 sebanyak 216 kejadian longsor
terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang
sering terjadi masing-masing angin ribut 147 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada
tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan korban meninggal akibat bencana karena
terjadinya pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 menunjukkan korban meninggal 0 dan

luka luka 10 orang.

Tabel II-12  Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun

No Jenis Bencana Satuan Sumber
Alam 2018 2019 2020 2021 2022 Data
1 Longsor 216 506 475 351 617 kali/tahun | BPBD
2 | Banjir 12 12 15 16 70 kali/tahun | BPBD
3 | Angin Ribut 147 168 167 156 165 kali/tahun | BPBD
4 Kebakaran Rumah 270 542 255 187 106 kali/tahun | BPBD
dan Pemukiman
5 Gempa Bumi 124 122 135 245 756 kali/tahun | BPBD
6 | Gunung Meletus 12 4 9 2 2 kali/tahun | BPBD
7 Tsunami n/a n/a n/a n/a n/a kali/tahun | BPBD
8 Badai n/a n/a n/a n/a n/a kali/tahun | BPBD
9 Kebakaran Hutan 0 0 0 0 1 kali/tahun | BPBD
10 | Kekeringan 1 1 1 0 0 kali/tahun | BPBD
Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022
Tabel II-13 Korban Bencana DIY Tahun 2018 - 2022
Jumlah Korban Bencana 2018 2019 2020 2021 2022
Meninggal 36 13 260 5.269 0%)
Luka-Luka 109 50 12.156 | 156.987 10%)
Hilang n/a 0 0 0 0
Menderita n/a 0 0 0 310
Mengungsi n/a 29 235 118 593

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022 *) angka sementara
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I1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 sebanyak 3.802.872 jiwa. Selama beberapa tahun
terakhir, sex ratio penduduk DIY selalu pada kisaran 97 - 98, yang berarti bahwa
proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka sex ratio penduduk DIY tahun 2018
hingga tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-14 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2018
-2022
Rincian 2018 2019 2020 2021 2022
Total 3.802.872,00 | 3.842.932,00 | 3.668.719,00 | 3.712.896,00* | 4.021.816,00*
Laki-Laki 1.881.478,00 | 1.901.735,00 | 1.817.927,00 1.838.821,00 1.984.154,00
Perempuan | 1.921.394,00 | 1.941.197,00 | 1.850.792,00 1.874.075,00 2.037.662,00
Sex Ratio 97,92 97,97 98,22 98,12 97,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, dalam Aplikasi Jogjadataku 2022 *) angka sementara

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah
wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.136.474 jiwa atau 30,61% dari total
penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling banyak
kedua yaitu sebanyak 998.647 jiwa atau sekitar 26,90%. Sementara itu, wilayah yang
berpenduduk tersedikit adalah Kota Yogyakarta sebanyak 376.324 jiwa (10,14%).

Yogyakarta;
10,14%

Kulonprogo;
11,94%

Sleman; 30,61%
Bantul; 26,90%

Gunungkidul;
[v)
= Bantu%oAZA’

= Yogyakarta

= Kulonprogo
= Sleman

Gunungkidul

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (Data Diolah)

Gambar II-14 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun
2022

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai
usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar
8,20% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,57%. Dengan kondisi
sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia
yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia
yang produktif bagi pembangunan di DIY.
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Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida
penduduk berikut.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-15 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukan
tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini
dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi
oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah
pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan
penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan
pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk
(imgrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2021), tercatat
bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020 sebesar 1,61%, dengan laju
pertumbuhan terkecil di Kota Yogyakarta sebesar 0,98% dan tertinggi di Kabupaten
Kulon Progo sebesar 2,11%.

Tabel II-15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 -

2021
Laju Pertumbuhan Tahun
Penduduk 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kabupaten Kulon Progo | 1,09% 1,11% 1,06% 1,05% 0,99%* 2,11%*

Kabupaten Bantul 1,24% 1,19% 1,15% 1,16% 1,149%* 1,75%*
g:iﬁ:tﬁul 101% | 095% | 094% |089% | 088%* | 197%*
Kabupaten Sleman 1,11% 1,10% 1,11% 1,07% 1,06%* 1,27%*
Kota Yogyakarta 1,22% 1,19% 1,13% 1,04% 0,93%* 0,98%*
DI Yogyakarta 1,13% 1,11% 1,08% 1,15% 1,02%* 1,61%*
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Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: *) Angka Proyeksi

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2021 mencapai 1.165 jiwa per Km2.
Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan
tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut : (DIY Dalam Angka 2022)

1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.579 jiwa per Km?,
2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.977 jiwa per Km?,
3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1970 jiwa per Km?,
4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 756 jiwa per

Km?, dan

5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 510 jiwa per

Km?.

PETA KEPADATAN PENDUDUK

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

.......

9|| BALAIPENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN STATISTIK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
. 3021
o 2 kb, Srpatmajn, Oxnrsion, Sogpebo

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-16 Peta Kepadatan Penduduk DIY

Tabel II-16 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022
Wilayah 2018 2019 2020 2021 2022
DIY 1.193,69 1.206,27 1.151,58 | 1.165,00* 1.262,42
Kulon Progo 726,21 733,83 744,00 756,00 * 764,36
Bantul 1.986,17 2.009,28 1.940,00 | 1.970,00* 2.099,80
Gunungkidul 495,64 500,03 522,00 510,00 * 52291
Sleman 2.099,29 2.121,78 1.959,00 1.977,00 2.231,66
Yogyakarta 13.153,78 | 13.290,43 | 11.495,00 | 11.579,00 | 13.842,77
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I1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam
keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan penduduk suatu
wilayah dari aspek ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan
dan pendapatan per kapita. Tingkat kemiskinan datanya diperoleh dari survei SUSENAS
menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan
di bawah garis kemiskinan. Sementara, indikator pendapatan per kapita yang diperoleh
dari data PDRB wilayah menunjukan besarnya rata- rata pendapatan tiap penduduk
suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian
yang utuh, diperlukan ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan
suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar
penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang
ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

[1.2.1.1 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan DIY per September 2022 sebesar 11,49% menurun 0,42%
dibandingkan September 2021, namun naik 0,15% dibandingkan Maret 2022. Jumlah
penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 88,7 ribu
orang terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk
miskin September 2022 turun 51,51 ribu orang dan angka ini masih berada di atas angka
nasional kemiskinan Indonesia per September 2022 sebesar 9,57%.

— T
\‘\.\,//‘_‘\o\._‘

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep
2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

=@ |ndonesia 10,64 10,12 9,82 9,66 9,41 9,22 9,78 10,19 10,14 9,71 9,4 9,57
=@=D|Y 13,02 12,36 12,13 11,81 11,7 11,44 12,28 12,8 12,8 11,91 11,34 11,49

e e el
O B N W b

o O

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017-September
2022

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten
Gunungkidul di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan
pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.
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Tabel II-17

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2022 (%)

2018 2019 2020 2021 2022
Nama Wilayah
(Maret) (Maret) (Maret) (Maret) (Maret)

DIY 12,13 11,7 12,8 12,8 11,34
Kulon Progo 18,30 17,39 18,01 18,39 18
Bantul 13,43 12,92 13,5 13,5 10,56
Gunungkidul 17,12 16,61 17,07 17,69 17,69
Sleman 7,65 7,41 8,12 8,12 7,74
Kota Yogyakarta 6,98 6,84 7,27 7,27 6,62

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus
menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun
2022 mengalami peningkatan di mana tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih
tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut
konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul yang masih didominasi wilayah
pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu jadi
perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai
karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses
pembangunan, memberikan memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin
dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga
memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness, keempat memberikan ruang
partisipasi masyarakat serta memberikan semangat. Pemerintah perlu memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dari pengambilan keputusan
pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan potensi, sumber
daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Selain hal tersebut,
Pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM,
pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan
infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

19,29

16,63
o 16.27 16,11 1586

15,12
41471
1389 1367 1431 1857 1444 1399 1365 1400

1343 1373 1381 4335 1343

1,93 1179 1168 11,72 1153 1217 1223

1,00 11,03 4073 1089 1062 0 1056 10,64

Mar13 Sep'13 Mari4 Sept14 Mar15 Sep't5 Mar16 Sep'16 Mar17 Sep7 Mari8 Sep'i8 Mar19 Sep'19 Mar20 Sep20 Mar21 Sep21 Mar22 Sep'22
Perkotaan -#-Perdesaan

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal
di DIY Maret 2013 - September 2022

[1-33



Pada September 2022 persentase penduduk miskin di pedesaan lebih banyak
dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan sebesar 3,36
persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2022 - September 2022 di
perkotaan naik sebanyak 0,08 persen poin dan di pedesaan naik sebanyak 0,35 persen
poin.

50.000
40.000
30.000
20.000
o
Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota DI. Yogyakarta
Yogyakarta
= 2021 15.184 27.731 39.242 19.411 2.301 103.869
= 2022 14.783 27.514 33.262 18.181 3.007 96.727
= 2023 7.392 13.757 16.631 5.081 1504 48.364
2024 7.392 13.757 16.631 5.081 1504 48 364

2021 =2022 m=2023 2024
Sumber: Sebermas Bappeda DIY 2022

Gambar II-19 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah
kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil
pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran
(RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah
divalidasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh otoritas kependudukan dan
catatan sipil (DUKCAPIL) serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE untuk
melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi
pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat
program, yaitu yang exclusion error, demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang
belum mendapat program bantuan.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan
sosial. DTKS diperoleh dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau
kepala desa atau nama lain; d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau e.
pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain (Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi
secara berjenjang. Pendaftaran fakir miskin kedalam DTKS tidak otomatis menjadikan
nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial
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mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara
program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota
yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan
tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya
penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

Tabel II-18 Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY

Kabupaten | Kapanewon Intervensi Program Kegiatan

- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi
dengan edukasi

- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi
berbasis potensi lokal
Playen - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama

lansia yang diiringi dengan edukasi

- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih, sanitasi dan listrik

Gunungkidul | Saptosari

- Pemenuhan gizi berbasis potensi local

- Sosialisasi Generasi Berencana

Gedangsari |- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia yang diiringi dengan edukasi

- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih, sanitasi dan listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi local

- Sosialisasi Generasi Berencana

Nglipar - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan
edukasi

- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- AKkses air bersih, sanitasi dan listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi local

- Sosialisasi Generasi Berencana

Ponjong - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama

lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan
edukasi

- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih
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Kabupaten | Kapanewon Intervensi Program Kegiatan
Pemenuhan gizi berbasis potensi local
Sosialisasi Generasi Berencana
Tepus Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi

dengan edukasi

Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Stimulasi RTLH

Akses air bersih

Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal

Karangmojo

Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi
dengan edukasi

Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Akses air bersih

Pengembangan wisata berbasis potensi lokal

Kulon Progo

Sentolo

Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi
dengan edukasi

Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Stimulasi RTLH

Akses air bersih, sanitasi dan listrik

Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal

Kokap

Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi
dengan edukasi

Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Stimulasi RTLH

Pemenuhan gizi berbasis potensi local

Mitigasi bencana

Pengasih

Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia yang diiringi dengan edukasi
Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Akses air bersih

Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan
optimalisasi lahan pekarangan

Samigaluh

Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia  yang  diiringi dengan  edukasi
Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

Akses air bersih

Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan
pemanfaatan lahan pekarangan

Mitigasi bencana dan konservasi alam

Bantul

Imogiri

Hibah bansos tunai dan non tunai terutama
lansia  yang  diiringi dengan  edukasi
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Kabupaten | Kapanewon Intervensi Program Kegiatan

Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Akses listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi

- Mitigasi bencana dan konservasi alam

Sleman Tempel - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih, sanitasi dan listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan
optimalisasi lahan pekarangan

Seyegan - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih, sanitasi dan listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi local

- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal

Prambanan |- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan
masyarakat

- Stimulasi RTLH

- Akses air bersih, sanitasi dan listrik

- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat
kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan
sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis
Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis
Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk
mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan,
pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh
peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan
peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk
miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya
pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok. September 2022 tercatat
sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis
kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15%) dan garis kemiskinan bukan
makanan sebesar Rp138.422 (25,85%).

Tabel II-19  Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 - 2022

Garis Kemiskinan (Rp)
Periode
Perkotaan Pedesaan
September 2017 413.631 352.861
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Periode Garis Kemiskinan (Rp)
Perkotaan Pedesaan
Maret 2018 426.580 366.256
September 2018 432.018 369.606
Maret 2019 452.628 378.873
September 2019 472.666 392.748
Maret 2020 487.173 403.173
September 2020 488.461 404.035
Maret 2021 507.007 414.240
September 2021 358.285 438.412
Maret 2022 543.821 455.583
September 2022 573,915 480,767

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat
kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan
sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis
Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis
Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk
mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan,
pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh
peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan
peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk
miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya
pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel II-20 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis
Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerabh,
September 2022 (%)

Jenis Komoditi Perkotaan Jenis Komoditi Pedesaan

Makanan

Beras 19,95 Beras 23,56
Rokok kretek filter 5,99 Telur ayam ras 3,76
Daging ayam ras 5,76 Daging ayam ras 3,24
Telur ayam ras 4,66 Cabe rawit 2,76
Tempe 2,41 Kue basah 2,69
Non Makanan

Perumahan 8,52 Perumahan 7,27
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Jenis Komoditi Perkotaan Jenis Komoditi Pedesaan
Bensin 6,10 Bensin 5,69
Pendidikan 1,99 Kesehatan 1,69
Listrik 1,82 Kayu bakar 1,54
Perlengkapan mandi 1,41 Listrik 1,35

Lima Komoditas Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa
Yogyakarta, September 2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Indikator kemiskinan yang lain dan harus diperhatikan adalah Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang
mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah
pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara
rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai
P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk
mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk
miskin itu sendiri.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks
keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY
berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada September 2021,
indeks P1 tercatat sebesar 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali
mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, indeks P1 kembali
mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan sinyal yang
baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-
rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila
dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman
kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan
menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk dari
pada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks
P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama.
Pada September 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,532. Satu semester kemudian, pada
Maret 2022, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,508. Selanjutnya pada
September 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,28. Penurunan ini memberikan
sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran
bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang Indeks
Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi.
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Pada Maret 2020, indeks P1 tercatat sebesar 1,939 Pada September 2020, nilai indeks P1
naik menjadi 2,079. Pada Maret 2021 indeks P1 kembali meningkat menjadi 2,42
danmulai menurun pada September 2021 menjadi 2,062. Kemudian, pada Maret 2022,
indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022,
penurunan indeks P1 kembali terjadi menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan
sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis
kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin
yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara
rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan
bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan
peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan
perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih
menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di pedesaan mulai
memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di
pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan
indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.
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2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

=e—P1 2,191 2,091 2,065 1,65 1,741 1,545 1,939 2,079 2,42 2,062 2,014 1,526
=e—P2 0,549 0,462 0,504 0,349 0,384 0,301 0,456 0,499 0,649 0,532 0,508 0,282

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-20 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun
2017-2022

I1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat
tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di
daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2022 menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan
pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan
masing-masing sebesar Rp10,980 triliun dan Rp16,321 triliun dengan nilai PDRBnya
sebesar 149.369 triliun dan Rp165.690 triliun. Kinerja perekonmian DIY pada tahun
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2022 ini didukung oleh semua lapangan usaha yang tumbuh positif bahkan tiga
diantaranya mencapai dua digit. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan
mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar
15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40%. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar

8,33%.

Tabel II-21 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-
2022 (Juta Rp)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

Pertanian,

Kehutanan, dan 11.933.401 | 13.237.380| 14.095.797 | 14.521.691| 16.517.991

Perikanan

Pertambangan 615.943 713.919 677.483 668.454 713.773

dan Penggalian

Industri 15.636.603 | 18.086.378| 17755279 | 18.458.784| 19.759.709

Pengolahan

Pengadaan Listrik 173.689 202.276 198.151 203.054 223.577

dan Gas

Pengadaan Air,

Pengolahan 121.272 139.653 141.444 153.139 162.572

Sampah, Limbah

dan Daur Ulang

Konstruksi 11.303.630 | 11.303.630| 13.325.553 | 15.147.860 | 16.440.153

Perdagangan

Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil 10.241.621| 11.958.914 | 11.639.485| 12.169.431| 13.683.701

dan Sepeda

Motor

Transportasi dan 6.783.681| 7.960.610| 6.327.777| 6.609.464| 8.477.527

Pergudangan

Penyediaan

Akomodasi dan 12.304.099 | 14.631.663 | 12.234.070| 13.689.597 | 16.379.788

Makan Minum

Informasi dan 9.789.586 | 11.262.725| 13.455.358| 16.015.667 | 17.073.157

Komunikasi

Jasa Keuangan 4640944 | 5645948| 5582173| 5954918 6.830313

dan Asuransi

Real Estate 8.382.668| 9.871.072| 10.220.305| 10.489.736| 11.179.576

Jasa Perusahaan 1.207.970 | 1.437.497| 1.248376| 1.379.630| 1.548.813

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan 10.213.350 | 11.556.325| 11.679.911| 12.056.096 | 12.932.982

Jaminan Sosial

Waijib

Jasa Pendidikan 9.711.308 | 11.472.125| 12.276.381| 13.234.223| 13.913.749

Jasa Kesehatan & 3.004.112| 3.518720| 4.396362| 4.729.131| 5.131.071

KegiatanSosial

Jasa Lainnya 3.109.029 | 3.655.439| 3.134.839| 3.888.295| 4.721.757

PDRB 129.818.357 |141.068.183 |138.388.752 |149.369.169 |165.690.210

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023
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PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi
antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita
diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi
di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena
itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan
output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus
dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB
bertambah rata-rata sebesar 7,49 %. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665
juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB
per kapita turun menjadi Rp35,646 juta dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

Tabel II-22  Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 - 2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

PDRB Atas Dasar Harga

, . 119.128.718 129.818.358 | 141.068.183 | 138.388.752 149.369.169
Berlaku (juta rupiah)

Penduduk pertengahan

3.762.167 3.802.872 3.842.932 3.882.288 3.675.662
tahun (orang)
PDRB per kapita ADH
) . 31,665 34,137 36,708 35,646 38,808
Berlaku (juta rupiah)
Pertumbuhan PDRB per 714 781 753 2,89 553

kapita ADH Berlaku (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga
konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-
rata sebesar 4,378 %. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646
juta di tahun 2020. PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan
besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas
perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel [I-23  Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018 - 2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*

PDRB ADH konstan
98.300.243 [104.487.543 |101.679.600 [107.308.555 | 41.511.524
2010 (juta rupiah)

Penduduk
pertengahan tahun 3.802.872 3.842.932 3.882.288 3.675.662 4.020.806

(orang)

PDRB per kapita ADH
konstan 2010 (juta 25,849 27,190 26.191 27,462 28.029
rupiah)

Pertumbuhan  PDRB
per kapita ADH 5,36 5,18 -3,67 4,85 5,82
konstan (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023
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Tabel II-24 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2022

Tahun
Sektor Dominan di DIY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PDRB ADHK (Juta Rp)
Pertanian,
Kehutanan dan 7.930.315 8.101.233 8.184.189 8.532.140 8.584.395 9.076.682
Perikanan
Industri Pengolahan 11.878.962 | 12.486.855 13.200.727 | 12.624.114 | 12.670.357 | 12.893.390
Penyediaan
Akomodasi dan 8.788.711 9.383.603 10.217.177 8.489.706 9.130.595 | 10.263.112
Makan Minum
Laju Pertumbuhan per
Sektor (%)
Pertanian,
Kehutanan dan 1,93 2,16 1,02 4,25 0,61 5,73
Perikanan
Industri Pengolahan 5,74 512 5,72 -4,37 0,37 1,76
Penyediaan
Akomodasi dan 6,21 6,77 8,88 -16,91 7,55 12,40
Makan Minum
Kontribusi per Sektor
(%)
Pertanian,
Kehutanan dan 8,59 8,26 7,83 8,39 8,00 8,04
Perikanan
Industri Pengolahan 12,87 12,74 12,63 12,42 11,81 11,42
Penyediaan
Akomodasi dan 9,52 9,57 9,78 8,35 8,51 9,09
Makan Minum
Kontribusi Tiga Sektor 30,98 30,58 30,25 29,16 28,32 28,55
Dominan (%)
Pertumbuhan Tiga
Sektor Dominan (%) 4,80 4,80 5,44 6,19 2,49 6,08

Sumber: BPS, 2023 diolah

Dari sisi Lapangan Usaha dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan tiga
sektor utama terhadap perekonomian DIY. Kegita sektor tersebut selama 2017-2022
berkontribusi rata-rata sebesar 29,64% terhadap keseluruhan PDRB DIY. Pada tahun
2022, kontribusi ketiga sektor tersebut sebesar 28,55% terhadap PDRB. Pertumbuhan
ketiga sektor tersebut relatif cenderung meningkat, meskipun mengalami kontraksi yang
cukup signifikan pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021,
pertumbuhan ketiga sektor tersebut mulai membaik, dan mencapai 6,08% pada tahun

2022.
4,80 4,80 >44
[ P
2017 2018 2019

Sumber: BPS, 2023 diolah
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Gambar II-21 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2017-2022
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I1.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Gambar di bawah menunjukkan perkembangan Rasio Gini di DIY dibandingkan dengan
kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 - Maret 2022 terlihat bahwa angka Rasio
Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu
September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-
turut dan kondisinya berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan
penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.
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Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022

Gambar II-22 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Maret 2017 - Maret 2022

Indeks Williamson pada periode 2017-2022, pada Gambar di bawah, menunjukkan
kecenderungan menurun yaitu dari 0,465 di tahun 2017 menjadi 0,4504 di tahun 2022.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah
(kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per
kapita antar wilayah semakin mengecil.

0,4655
0,4595
0,4540
I 0,45 0,4504 0,4504
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022

Keterangan: Tahun 2022 hanya sampai bulan Maret 2022

Gambar II-23 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 - 2022
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Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui
bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama
perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan
luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya
menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini
juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian
Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel II-25 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021
(juta Rupiah)

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021
Kulon Progo 9.060.465 | 10.312.524 | 11.995.771 11.654.320 12.443.064
Bantul 22.611.707 | 24.443.274 | 26.345.477 26.161.313 28.090.839
Gunungkidul 16.199.842 | 17.527.716 | 18.844.736 18.972.196 20.418.147
Sleman 40.063.434 | 43.803.585 | 47.580.784 45.833.487 49.500.004
Kota Yogyakarta 31.309.045 | 33.787.580 | 36.492.640 35.757.539 38.416.518
DIY 119.128.71 129.818.35 | 141.047.68 138.306.83 | 149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Ketimpangan pembangunan antara wilayah di DIY disebabkan oleh terkonsentrasinya
aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi
penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan
tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan
kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal
antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB
ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total
PDRB DIY, sementara kontribusi tiga daerah lainnya secara rata-rata masih di bawah
40% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan
Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang
sekitar 21,4% dari keseluruhan output DIY selama periode 2018 - 2022.

Tabel II-26  Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun
2017-2021

Kabupaten dan Kota 2017 2018 2019 2020 2021
Kulonprogo 7,56 7,88 8,40 8,27 8,21
Bantul 18,65 18,51 18,33 18,53 18,49
Gunungkidul 13,31 13,17 13,02 13,29 13,29
Sleman 33,75 33,79 33,77 33,34 33,47
Yogyakarta 26,84 26,64 26,50 26,57 26,55
Total 3 Wilayah (Kulon 39,51 39,56 39,75 40,09 39,99
Progo, Gunungkidul dan
Bantul

Sumber: BPS Provinsi DIY tahun 2023

2.1.1.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang
dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi
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memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang
kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai
pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel II-27  Laju Inflasi DIY Tahun 2018-2022

Tahun

Bulan
2018 2019 2020 2021 2022
Januari 0,55 0,42 0,27 0,54 0,59
Februari -0,05 -0,08 0,40 0,14 0,05
Maret 0,15 0,26 0,07 0,08 0,77
April 0,10 0,46 -0,24 0,01 1,14
Mei 0,08 0,42 0,22 0,07 0,75
Juni 0,46 0,25 0,08 0,05 0,52
Juli 0,56 0,05 -0,08 0,11 0,47
Agustus -0,26 0,07 -0,04 0,05 -0.12
September -0,11 -0,07 0,03 -0,17 1,05
Oktober 0,13 0,18 0,08 0,24 0.11
November 0,46 0,31 0,13 0,45 6,54
Desember 0,57 0,46 0,48 0,71 6,57
Inflasi 2,66 2,77 1,40 2,29 6,49

Tahunan

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) di mana terjadi
peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya
diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19
yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh
aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk
mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap
perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi
sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori
usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun
2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi
peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka
tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71% yang disebabkan naiknya indeks
harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38%; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21%; kelompok
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di
Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya
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ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak
menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang
produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu
pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021
mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada
penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 di
wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor
ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.

6,49
6
4
2
1,68 1,87
0
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=@=Yogyakarta =#=Indonesia
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional
Tahun 2017 - 2022

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan
lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan
angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki
kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang
inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan
kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang
tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang
berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang
merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel II-28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut
Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019

Tahun
No Kelompok Pengeluaran
2017 2018 2019

1 Bahan Makanan 2,71 3,15 3,76
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 2,79 2,63 2,67
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 5,63 5,63 2,43
4 Sandang 3,84 3,04 3,84
5 Kesehatan 2,76 1,19 5,40
6 Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga 2,81 3,34 3,92
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Tahun
No Kelompok Pengeluaran
2017 2018 2019
7 Transportasi & komunikasi 6,72 2,46 0,37
Inflasi Kota Yogyakarta 4,20 2,66 2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel II-29 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut
Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022

Tahun
No Kelompok Pengeluaran
2020 2021 2022*
1 Makanan, Minuman dan Tembakau -0,10 101 -0,53
2 Pakaian dan Alas Kaki -0,04 0,02 0,29
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 0,15 0,11 0,25
Rumah Tangga
4 Perlengkapan, Peralatan, dan 0,16 0,15 0,17
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
5 Kesehatan 0,11 0,13 -0,03
6 Transportasi 1,36 0,17 -0,58
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa 0 0,02 -0,10
Keuangan
8 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0 0,40 0,26
9 Pendidikan 0 1,92 2,38
Penyediaan Makanan dan 0 2,40 0,54
10 .
Minuman/Restoran
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 013 0,65 0,45
Inflasi Kota Yogyakarta 1,40 2,29 011

*Data hingga Oktober Tahun 2022
Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar
adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Kota Yogyakarta pada bulan
Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,59% yang disebabkan naiknya indeks harga
konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,16%; kelompok
pakaian dan alas kaki sebesar 0,34%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar
rumah tangga sebesar 0,97%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin
rumah tangga sebesar 1,03%; kelompok kesehatan sebesar 0,20%; kelompok rekreasi,
olahraga dan budaya sebesar 0,05%; kelompok pendidikan sebesar 0,03%; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08%; dan kelompok perawatan
pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,15%. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu
kelompok transportasi sebesar 0,03%; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa
keuangan sebesar 0,10%.

Pada bulan Februari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,05% yang disebabkan naiknya
indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29%; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02%; kelompok
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin. Bulan Maret 2022 mengalami inflasi
sebesar 0,77% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan
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sebesar 1,39%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,35%; kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37%; kelompok perlengkapan,
peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,75%; kelompok kesehatan
sebesar 0,01%; kelompok transportasi sebesar 0,96%; kelompok informasi, komunikasi
dan jasa keuangan sebesar 0,02%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar
0,07%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87%;
dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,49%.

Pada bulan April 2022 mengalami inflasi sebesar 1,14% yang disebabkan naiknya indeks
harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,26%; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,55%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
0,95%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
0,74%; kelompok transportasi sebesar 3,24%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
sebesar 1,02%; kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran sebesar 0,60%);
dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,32%. Sementara kelompok
pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok kesehatan sebesar
0,21% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11%.

Pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,75% yang disebabkan naiknya indeks
harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,81%; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,20%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
0,12%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
0,39%; kelompok kesehatan sebesar 0,03%; kelompok transportasi sebesar 1,69%;
kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,43%; kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 0,24%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya sebesar 0,18%. Sementara kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan
jasa keuangan, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juni 2022 mengalami inflasi sebesar 0,52% yang disebabkan naiknya indeks
harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,74%; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,13%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
0,44%; kelompok kesehatan sebesar 0,31%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan sebesar 0,03%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,10%;
kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,57%; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,84%. Sementara kelompok transportasi
mengalami deflasi sebesar 0,52%, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,47% yang disebabkan naiknya indeks
harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,25%; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,19%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
0,31%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%; kelompok transportasi sebesar 0,31%;
kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%; kelompok rekreasi,
olahraga dan budaya sebesar 0,02%; kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran sebesar 0,37%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
sebesar 0,51%.

Pada bulan Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,12% yang disebabkan turunnya
indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,63% dan kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Sementara kelompok yang mengalami
kenaikan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%; kelompok
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perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11%; kelompok
kesehatan sebesar 0,29%; kelompok transportasi sebesar 0,67%; kelompok rekreasi,
olahraga dan budaya sebesar 0,16%; kelompok pendidikan sebesar 1,08%; dan
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%. Sementara kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil.

Pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm) setelah pada bulan
sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari
peningkatan harga kelompok administered prices (AP), di tengah penurunan inflasi inti
dan deflasi pada kelompok volatile foods (VF). Penurunan inflasi inti terutama
dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga
emas global, di tengah dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang
tetap terjaga pada September 2022. Sementara itu, VF mengalami deflasi terutama
dipengarubhi oleh deflasi bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng sejalan dengan
peningkatan pasokan seiring panen raya di daerah sentra produksi dan pasokan pangan
lainnya yang terjaga. Kelompok AP mengalami peningkatan inflasi terutama dipengaruhi
oleh first round effect dari penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Pada bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11 persen yang disebabkan
naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen;
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin sebesar 0,17%; kelompok
rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,26%; kelompok pendidikan sebesar 2,38%;
kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54%; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45%. Sementara kelompok yang
mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan sebesar -0,53%; kelompok
kesehatan sebesar -0,03%; kelompok transportasi sebesar -0,58%; dan kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,10%.

Pada November 2022 mengalami inflasi sebesar 6,54 persen. Andil terbesar yang memicu
terjadinya meroketnya inflasi tersebut adalah bensin dan bahan bakar rumah tangga.
Pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51 persen yang disebabkan
bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan, IHK Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
dengan inflasi pada bulan, pada Bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11%
Tingkat inflasi kalender (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 5,45%.

I1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam
pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi
masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan
sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteran
sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai
bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial
dan perlindungan sosial. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap
beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan
menemukan permasalahan yang ada.
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I1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat
capaian I[PM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan
melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang
pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. [IPM menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk
melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH),
Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per
kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia
dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.
Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi
79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19. Namun angka [PM
meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu
mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2022 mencapai 80,64 (kategori sangat
tinggi), tumbuh 0,52% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai [PM terjadi pada
semua komponen penghitungan IPM.
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Gambar II-25 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2018 - 2022
selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2018 menunjukkan IPM nasional 71,39
sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,53. Sedangkan pada tahun 2022, IPM Nasional
menunjukkan angka 72,91 dan untuk DIY mencapai 80,64. Hal ini menunjukkan bahwa
capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-
rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki
capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi
sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan
masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini
menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan
akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.
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Gambar II-26 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa capaian sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan
antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan
diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY
dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo
dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul
tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM
Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada
kategori “tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun
2022 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena
kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota
Yogyakarta mencapai 87,69 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY,
bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan
Bantul masing-masing sebesar 84,31 dan 80,69. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam
kategori “Sangat Tinggi” (IPM=80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat
masing-masing sebesar 75,46 dan 70,96. Masih adanya perbedaan nilai (gap) antara IPM
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar, yakni 16,73 poin,
menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia
di DIY. Kendati demikian, ketimpangan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun
2021 sebesar 17,02 poin.

I1.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber
daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara
langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu
wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun
ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami
atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai
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salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah
wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai
sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu
AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang
merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini
disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya
dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam
indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2018
hingga 2021 sebesar 0,39%. Pada tahun 2018 AMH tercatat sebesar 94,93% dan terus
mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 95,22%. Namun pada tahun 2022
AMH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2021, dari angka
95,22% menjadi 95,15%.

I1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh
setiap anak. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan
akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk
penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2022, HLS DIY meningkat 0,01 tahun
menjadi 15,65 tahun (tumbuh 0,06%). Pertumbuhan HLS tahun 2022 ini melambat jika
dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,32%.
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Gambar II-27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan
Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Pada indikator Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul
pada tahun 2022 sebesar 13,33 tahun, Kulon progo sebesar 14,38 tahun, dan Bantul
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sebesar 15,48 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi.
HLS Sleman (16,76 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,61 tahun) sudah di atas rata-rata
provinsi sekaligus tertinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa HLS di Sleman dan Kota
Yogyakarta berada di atas HLS DIY sedangkan HLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul
berada di bawah HLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan HLS
kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian HLS Gunungkidul
terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan HLS Kabupaten
Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang
signifikan. Selain itu capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan gap yang
signifikan dibandingkan dengan capaian HLS di kabupaten/ kota di DIY. Hal ini
menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu digali dan prioritas untuk
diselesaikan di Kabupaten Gunungkidul.

I1.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.
RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh
pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat
pendidikan terakhir. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan
pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor
dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan
komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal
keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan
pendidikan. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan
kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2022.
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Gambar II-28 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/
Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)
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Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2022 terjadi tren
peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,32 di tahun 2018 menjadi 9,75 tahun di tahun
2022. RLS DIY tahun 2022 mengalami percepatan dengan bertambah 0,11 tahun menjadi
9,75 tahun (tumbuh 1,14%) dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,94%. Capaian RLS
kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta
sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2022, RLS
tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai 11,89 tahun. Sedangkan RLS terendah
sebesar 7,31 tahun berada di Gunungkidul begitu juga Kulon Progo beserta Bantul juga
tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan terdapat
ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya
menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-
rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas
juga ditunjukkan adanya ketimpangan (disapritas) capaian RLS yang cukup tinggi antar
kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam
peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

I1.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih
akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu
tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat
kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. AHH
merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada
khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,
kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
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Gambar II-29 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2022
(Tahun)

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat
terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 201 8-
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2022 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,82 tahun pada tahun 2018
meningkat menjadi 75,08 tahun pada tahun 2022. Dibanding tahun 2021 yang tumbuh
0,07%, capaian tahun 2022 ini mengalami perlambatan karena hanya bertambah 0,04
tahun (atau 0,48 bulan = 14,4 hari) atau tumbuh 0,05%. Meski demikian, AHH saat lahir
di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir
juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, AHH di Kabupaten Kulon Progo
mencapai 75,28 tahun, lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH pada
tahun 2022 terendah di Kabupaten Bantul yang mencapai 73,90. AHH Kabupaten Kulon
Progo lebih tinggi dari AHH DIY, sedangkan empat kabupaten/ kota lainnya berada di
bawah AHH DIY.

75,24 75,27 75,28

74,12 — A
73,90
2017 2018 2019 2020 2021 2022

=== Kab. Bantul === Kab. Sleman e=de==Kab. Gunungkidul

e=é== Kab. Kulon Progo === Kota Yogyakarta ==@==DIY

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-30 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-
2022 (Tahun)

AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan
pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator
AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat,
penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di
DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh
kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin
menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi
di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada
peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.
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I1.2.2.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein
(KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan
kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama
penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental
dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan
membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung
fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi 7,94% dan Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,35%.
Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019, dari 8,35% menjadi
8,30%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20%
dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022
menunjukkan penurunan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 8,36%. Pada tahun 2019,
jumlah balita gizi kurang sebesar 13.532 balita. Pada tahun 2020 menurun menjadi
11.499 balita, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13.553 balita.
Pada tahun 2022, data sementara menunjukkan jumlah balita gizi kurang sebesar 8.265
balita.

8,50
8,35 8.36*
8,30
] I I
; : : : : ‘
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Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-31 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kurang Energi
Protein (KEP) di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

Angka prevalensi balita gizi kurang selama empat tahun terakhir masih berkisar pada
angka 7-8 yang menunjukan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan
prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal. Pada tahun 2021,
prevalensi balita gizi kurang paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon
Progo sebesar 10,50% dan terendah di Sleman sebesar 7,00%.
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Gambar II-32 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein
(KEP) di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021
(Persen)

I.2.2.7 Balita Gizi Buruk

Pada saat ini, DIY mengalami permasalahan ganda terkait gizi pada balita. Di satu sisi,
masih banyak ditemukan balita menderita gizi kurang dan gizi buruk, namun di sisi lain,
balita dengan kasus gizi lebih juga ditemukan di DIY. Jumlah balita gizi buruk di DIY
cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah
balita gizi buruk sebanyak 209 balita. Hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan
menjadi 373 balita. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 242 balita.
Sedangkan pada tahun 2022, data sementara menunjukkan peningkatan menjadi
357balita.

373

357*

H2018 m2019 m2020 W2021 m2022

*Data sementara
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-33 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2022
(Balita)
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I1.2.2.8 Persentase Balita Stunting

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau
dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar
14% di tahun 2024. Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian
khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting
ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat
(tumbuh pendek). Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang
seorang anak karena kondisi Kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. Stunting
sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan
gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. Stunting merupakan masalah kesehatan
masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan
kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental.
Anak-anak stunting menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi
orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan
terhadap penyakit menular. Prevalensi balita stunting di DIY pada tahun 2018 sebesar
12,37% dan angka ini turun menjadi 10,69% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020
naik menjadi 11,08%. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun
2021 prevalensi balita stunting di DIY sebesar 17,3%, sedangkan berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita stunting di DIY tahun 2021 sebesar 9,83%. Data
sementara pada tahun 2022 menunjukkan persentase balita stunting di DIY turun
menjadi 7,34%. Prevalensi balita stunting pada tahun 2021 terbesar di Kabupaten
Gunungkidul (15,75%) dan terendah Kabupaten Sleman (6,92%). Dari angka ini terlihat
bahwa prevalensi balita sangat pendek di DIY lebih rendah jika dibandingkan dengan
Riskesdas tahun 2018 (21,4%).

2018 2019 2020 2021

H Kulon Progo 14,31 12,69 11,30 10,35
M Bantul 9,75 7,73 9,70 8,36
Gunungkidul 18,47 17,94 17,40 15,75
M Sleman 11,00 8,38 7,20 6,92
M Kota Yogyakarta 12,82 11,30 14,30 12,88
DIY 12,37 10,69 11,08 9,83

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar II-34 Perkembangan Balita Stunting di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2018-2021 (Persen)

I1.2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut World Health Organization (WHO), kematian ibu atau maternal death menurut
adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah
berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan
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dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya.
Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut
BPS, AKI merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42
hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab
lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian
global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati
dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan
kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus
kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus,
tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi
131 kasus.

131
43
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022,

Gambar II-35 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2018-2022
(Orang)

Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2022
mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah kematian ibu tercatat 36 kasus,
kemudian meningkat menjadi 40 kasus pada tahun 2020. Peningkatan sangat tajam
tercatat pada tahun 2021 menjadi 131 kasus kematian ibu. Peningkatan tersebut
disebabkan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari
131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Pada tahun 2022 kasus kematian
ibu menurun menjadi 43 kasus. Pada tahun 2022 paling banyak kasus kematian ibu di
Kabupaten Bantul sebanyak 16 kasus.
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Gambar II-36 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2022 (Kasus)

I1.2.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate merupakan indikator yang penting untuk
mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena dapat
menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Hal ini juga disebabkan karena bayi
yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi
tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Menurut BPS,
angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1
tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.
Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit
penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian
bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari
semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Menurut SDKI tahun 2012, angka kematian bayi di DIY mencapai 25 per 1000 kelahiran
hidup. Target SDG’s pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita
yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian
Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup). Perkembangan AKB di
DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2018-
2022 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut:
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Gambar II-37 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2022
(Anak)

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami angka yang fluktuatif
tapi cenderung menurun. Angka kematian bayi mengalami kenaikan dari angka 318 pada
tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 angka
kematian bayi di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi
sebanyak 282 anak, turun 84 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021
turun 12 kasus menjadi 270 anak dibandingkan tahun 2020. Kasus kematian bayi tahun
2021 tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (74 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta
(30 kasus). Pada tahun 2022, kasus kematian bayi meningkat menjadi 300 kasus
dibandingkan tahun 2021. Kasus kematian bayi tahun 2022 tertinggi di Kabupaten
Bantul (90 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (26 kasus). Penyebab umum
kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan
kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi
yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

I1.2.2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan wujud masyarakat yang telah memiliki kesiapan potensi untuk
mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan terjadi di
wilayahnya secara mandiri. Desa siaga adalah salah satu strategi dalam akselerasi
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan
yang ada di masyarakat antara lain: masih tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya
masalah gizi buruk dan angka stunting, belum teratasi masalah penyakit menular dan
meningkatnya penyakit tidak menular serta penyakit yang resiko terjadinya kejadian
luar biasa (KLB), bencana alam dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk
ditanggulangi. Melalui penggerakan pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang
tepat untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan secara dini oleh masyarakat.
Untuk mengatasi masalah tersebut perlu suatu penggerakan pemberdayaan masyarakat
melalui kader dan tokoh masyarakat sebagai penggeraknya. Desa siaga sudah menjadi
indikator dalam standart pelayanan minimal Kabupaten/Kota. Data di DIY 100% (438
desa/ kelurahan) telah terbentuk Desa Siaga Aktif.
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I1.2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalahpersentase antara jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK
mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di
suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/ pasokan
tenaga Kkerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah
penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Selama kurun waktu tahun
2017 - 2022, TPAK DIY terlihat fluktuatif namun mempunyai pola kecenderungan yang
meningkat. TPAK DIY pada Bulan Agustus 2017 tercatat sebesar 71,52%, kemudian pada
Bulan Agustus 2018 mengalami kenaikan menjadi 73,37 %. Pada Bulan Agustus 2019 dan
2020 terus mengalami penurunan. Pada Bulan Agustus 2019 TPT DIY tercatat sebesar
72,72%, sedangkan Bulan Agustus 2020 tercatat 71,12%. Pada Bulan Agustus 2021
mengalami peningkatan dibandingkan Bulan Agustus 2020 yaitu tercatat 73,52%. TPAK
DIY pada Agustus 2022 sebesar 72,60 persen, mengalami penurunan 0,92 persen poin
dibandingkan Agustus 2021.

73,52
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018-2022
(Persen)

I1.2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta
mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian
dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah
penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT
mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam
pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja
yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di DIY tahun 2018 -
2022.
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Gambar II-39 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan data Bulan Agustus 2018, TPT di DIY tercatat sebesar 3,35%.Pada Bulan
Agustus 2019 TPT DIY mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
3,18%. Namun pada Bulan Agustus 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,57% dan
hampir stagnan pada Bulan Agustus 2021 di angka 4,56%. Munculnya pandemi Covid-19
pada tahun 2020 berimbas pada peningkatan TPT selama tahun 2020 hingga 2021. Pada
Bulan Agustus 2022, TPT DIY menunjukkan penurunan dibandingkan Bulan Agustus
2021, dari 4,56% menjadi 4,06%.

I1.2.2.14 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan
hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau
menggambarkan permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio atau
persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang
fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio penduduk
yang bekerja sebesar 96,65%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019
menjadi 96,82%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 95,43% dan
kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 95,44%. Pada tahun 2022 rasio penduduk
bekerja juga meningkat menjadi 95,94% dibandingkan tahun 2021.
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Gambar II-40 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018 - 2022 (Persen)
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I1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

I1.2.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan
mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan,
norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
Sedangkan mengacu pada Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan
Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar
di masyarakat DIY. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan
meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi
luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan
mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan
budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang juga dipercayai
sebagai kearifan lokal (local wisdom) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga
dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur
dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang
memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber
daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis
(greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan
mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh). Tata Nilai Budaya
Yogyakarta meliputi religio-spiritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata
nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata
nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata
nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai
kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai
semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana
bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan
pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat
beragam, misalnya pranata mangsa, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan
rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, pawukon, senjata, alat
musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi,
sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresilisan antara lain: sejarah
lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah
dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan Kkitab.
Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan
alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian),
keselarasan alam (merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran,
Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan
budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari
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jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi profane atau yang semula hanya dapat
dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati
masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat
karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak
pernah ada. Perkembangan kesenian di DIY tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya,
galeri, art shop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa
wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti
SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel II-30 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY
Tahun 2017-2021

Tahun
Organisasi Budaya

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Organisasi Seni Rupa 17 15 25 25 29
Organisasi Sinematografi 42 42 44 44 44
Organisasi Seni Pertunjukan 5808 | 6.420 | 8.757 | 8.757 | 8.757
Tokoh seniman/ budayawan 496 507 504 968 968
Kerajinan Properti Budaya 244 244 276 276 276
Perusahaan Bioskop 3 3 3 3 3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film 38 38 38 38 38

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan
dan penjualan film tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir.
Perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti
budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, namun stagnan
dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan jumlah tokoh seniman/budayawan
mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun
pada tahun 2019. Produksi film-film pendek produksi Pemerintah Daerah tumbuh
berkembang sangat pesat dan beberapa film menjadi viral seperti Film berjudul Tilik,
Pemean, ke Jogja dan lainnya. Sedangkan perkembangan organisasi seni rupa mengalami
tren meningkat selama lima tahun terakhir.

Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupaun sarana
prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati
pada tabel berikut ini:

Tabel II-31 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-

2021
Tahun
Organisasi Budaya
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Lembaga Budaya 181 78 186 186 186
Lembaga Pendidikan Budaya 49 49 66 66 66
Prasarana Budaya 107 107 107 107 107
Galeri Seni Rupa 29 63 70 70 70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022
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Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan prasarana budaya tidak ada
penambahan jumlah selama lima tahun terakhir. Sedangkan lembaga budaya, lembaga
pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun
2017 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2021.

Sampai tahun 2021 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang
tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota,
misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat
dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan
tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa mitoni, tetakan, pitung dinanan,
slametan, nyatus, nyewu dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya,
keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain merti dusun,
ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan
desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020 DIY memiliki 56 desa budaya, dan
berkembang pada tahun 2021 menjadi 76 desa budaya. Peraturan Gubernur DIY No. 36
Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan
dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub
DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan
adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud
Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat,
berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai
keistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan
yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta
ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an.
Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari
program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan
Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun
2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa
mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya.

TabelII-32 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data 2017 2018 2019 2020 2021
Upacara adat 475 478 482 717 717
Upacara tradisi 35 35 35 35 35
Makanan tradisional 180 208 223 276 276
Jenis permaianan tradisional 58 58 58 69 69
Jenis busana tradisional 35 38 38 38 38
Sanggar rias tradisional 405 405 406 536 536
Cerita rakyat 33 37 80 63 63
Naskah kuno 509 509 509 714 714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional
dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi
festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali
kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional
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yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY
juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar
budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-33  Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021
Jenis Data 2017 2018 2019 2020 2021
Bangunan cagar budaya 1.042 1.041 1.077 1.599 1.599
Kawasan cagar budaya 17 20 17 17 17
Benda cagar budaya 807 808 834 1.685 1.687
Situs 339 343 343 343 343
Museum 43 44 47 48 48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus
arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang
diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana
pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut
diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival
Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa
Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu,
Festival Dhaksinaga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban
di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman,
Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam
penanganan budaya Kklasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini
merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah
hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu
- Kraton - Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan
sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentative list Warisan Budaya Dunia
UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota
Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi
kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY
berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu
Filosofi antara Tugu - Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak
internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

[1.2.3.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan
dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan
kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting
dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi
ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda.
Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui
kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat
meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan
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olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana,
serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas
fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah
internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya
merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga
terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki
tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara
universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama,
persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental,
kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran
dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem
keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu,
dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang
dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana
dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk
ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk
pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center,
Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti
Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion
Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion
Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas
penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prsarasana pendukung
kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan
olahraga di DIY.

Tabel II-34 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan
Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021

Tahun
Jenis Data
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah klub olahraga 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

Jumlah lapangan/gedung olahraga 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280

Jumlah kegiatan olahraga 19 13 12 2 4
Jumlah organisasi pemuda 50 74 74 74 56
Jumlah kegiatan kepemudaan 12 11 11 4 6

Jumlah gelanggang/balai remaja
(selain milik swasta) 10 10 10 10 10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah klub olahraga, jumlah lapangan/gedung olahraga
dan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) tidak ada perubahan pada lima
tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan dari 50 pada tahun
2017 menjadi 74 pada tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun
2021 menjadi 56. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan kepemudaan
mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir.
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I1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

I1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar

I.3.1.1 Urusan Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina
keselamatan dunia terangkum dalam “Hamemayu Hayuning Bawana”. Filosofi itu
merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan
masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal
utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui
pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat
DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar
budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan
pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya
peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’ (jalmd kang utdma),
yang berasaskan ‘rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Basis
pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaisance di
DIY.

1.) Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA
sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk
SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat),
berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap
jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur
daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian
APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut:

APK Jenjang SD, SMP, dan SMA di DIY Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-41 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang
Pendidikan Tahun 2017-2021
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Dari periode 2017-2021, capaian APK SD/sederajat menunjukkan capaian di atas
100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di
SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Sementara
itu capaian APK SLTP DIY/sederajat belum 100% yang menujukkan partisipasi
penduduk pada jenjang tersebut masih belum optimal. Sementara APK SLTA
cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak
melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang
SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak
usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/sederajat.

2.) Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah
tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM
menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa
atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

APM Jenjang SD, SMP, dan SMA di DIY
Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-42 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang
Pendidikan Tahun 2017-2021

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir
terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan
meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah
untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY
untuk jenjang pendidikan SD dan SMP berkecenderungan mengalami penurunan
dari tahun 2019 - 2021. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA senderung
mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2019.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD pada
tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 99,61% sedangkan yang
terendah Kota Yogyakarta sebesar 98,93%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta
lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang
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masuk SD dengan usia di bawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian
APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar II-43 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD
Tahun 2017-2021 di tiap kabupaten/kota DIY

3.) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui
seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas
pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin
banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi
menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan
secara umum.
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Sumber: BPS, diolah.

Gambar II-44 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Semua Jenjang di
DIY tahun 2017-2021
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Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan
APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukan capaian mendekati
100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat
menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir
menunjukkan trend stagnan di kisarana 51%. dari hal tersebut maka perlu
mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

4.) Angka Putus Sekolah
Proporsi anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang
pendidikan tertentu diukur melalui angka putus sekolah. Berikut di bawah adalah
gambaran angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di

DIY pada tahun 2022.
Tabel II-35 Angka Putus Sekolah di DIY Tahun 2022
No Satuan Pendidikan Angka Putus Sekolah (%)
1 |SD/MI 0,08
2 |SMP/MTs 0,15
3 |SMA/MA /SMK 0,73

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Angka putus sekolah di DIY pada jenjang pendidikan menengah lebih tinggi
daripada jenjang pendidikan dasar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek
seperti permasalahan sosial, ekonomi keluarga, maupun psikologis siswa yang
menghambat penuntasan pendidikan siswa.

Guna menekan bertambah besarnya angka putus sekolah, Pemda DIY berupaya
memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu
sehingga dapat mengurangi hambatan ekonomi siswa dalam menuntaskan
pendidikan. Selain itu Pemda DIY juga mendorong pihak sekolah untuk selalu
melakukan pendekatan terhadap siswa yang rawan putus sekolah, baik melalui
konseling khusus dan kunjungan rumah, sebagai upaya mendorong siswa
menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah menengah.

5.) Rapor Pendidikan

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sistem pendidikan pemerintah
mengembangkan platform Rapor Pendidikan. Melalui platform ini dapat
ditunjukkan posisi dan kualitas satuan pendidikan meliputi mutu hasil belajar,
keamanan dan inklusivitas, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta
pengelolaan sekolah. Hasil Rapor Pendidikan DIY secara ringkas meliputi
kemampuan Literasi, Numerasi, Karakter, serta Penyerapan Lulusan SMK
disajikan pada tabel berikut ini:

TabelII-36 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan
Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2022
Nama Indikator Nilai Capaian Nama Nilai Capaian
Provinsi Indikator Provinsi
Kemampuan 2.08 Mencapai Kemampuan 1.96 Mencapai
literasi kompetensi literasi kompetensi
mininum mininum
Kemampuan 1.92 Mencapai Kemampuan 1.8 Di bawah
numerasi kompetensi numerasi kompetensi
mininum minimum
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Nama Indikator Nilai Capaian Nama Nilai Capaian
Provinsi Indikator Provinsi
Penyerapan 36.42% Tinggi
lulusan SMK
Kuliah 20.25% Baik
Bekerja 47.37% Sedang
Wirausaha 26.67% Perlu
Peningkatan
Kepuasan dunia | 76.9% Memadai
kerja pada
budaya kerja
lulusan

Sumber : Rapor Pendidikan DIY Tahun 2022, diolah

Dari data di atas Kemampuan Literasi jenjang SMA dan SMK telah mencapai
kemampuan minimal. Pada indikator Kemampuan Numerasi jenjang SMA sudah
mencapai kemampuan minimal tetapi untuk jenjang SMK masih berada di bawah
kompetensi minimal. Untuk indikator Penyerapan Lulusan SMK pada kategori
tinggi, namun lulusan SMK yang berwirusaha pada kategori Perlu Peningkatan.
untuk Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan pada kategori Memadai.

6.) Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur penting bagi
penyelenggaraan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan
suatu kesatuan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang baik.
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Sumber: dinas pendidikan pemuda dan olahraga DIY, 2023

Gambar II-45 Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan
Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2022

Pada tahun 2022 jumlah keseluruhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
mencapai 13.117 orang. Sebanyak 95,52% PTK memiliki latar belakang
pendidikan D-4/S-1, yang menunjukkan bahwa jumlah PTK jenjang pendidikan
menengah yang memiliki kualifikasi mengajar yang memadai. Sedangkan 4,48%
PTK lainnya memiliki pendidikan setingkat Diploma I sampai dengan Diploma III,
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SMA atau lebih rendah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan
kompetensi melalui pendidikan lebih lanjut. Secara umum PTK yang memiliki
latar belakang Diploma I sampai dengan Diploma III serta SMA/lebih rendah
berusia di atas 50 tahun dan sudah bekerja dalam waktu yang lama atau
mendekati pensiun. Jika dilihat dari status kepegawaiannya (ASN, GTT, GTY,
Honor Daerah) maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

)

B SMA (4.433 org) ® SMK (6.633 org) = MA (2.051 org)

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, 2023

Gambar II-46 Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan
Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan status kepegawaian Tahun
2022

Data ini mencakup semua guru yang mengajar di sekolah negeri dan swasta.
Peran PTK selain oleh pegawai dengan ASN, juga didukung oleh Guru Tidak Tetap
(GTT), Guru Tetap Yayasan (GTY) dan juga honor daerah. Dari data tersebut
peran GTT dan GTY mempunyai proporsi yang hampir sebanding dengan PTK
dengan status ASN. Untuk mendukung peran GTT dan GTY dalam pendidikan
pemerintah daerah memberikan dana insentif melalui APBD.

Salah satu aspek keberhasilan pendidikan adalah keberadaan pendidik yang
tersertifikasi. Serifikasi guru proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru
yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam
Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Dari data 2019-2022 jumlah guru
tersertifikasi adalah sebagai berikut:
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Sumber: Dataku (bappeda.jogjaprov.go.id/dataku)

Gambar II-47 Jumlah Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2019-2022
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Dari data di atas tampak bahwa jumlah guru tersertifikasi dalam empat tahun
terakhir cukup fluktuatif meskipun terjadi trend penurunan setelah tahun 2020.
Penurunan jumlah guru tersertifikasi terjadi karena jumlah guru yang pensiun
relatif lebih banyak dibandingkan penerimaan pegawai formasi guru.

AKkreditasi sekolah

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan
penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tingkatan akreditasi terdiri dari A (Amat
Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Untuk mengetahui gambaran mutu pendidikan
sekolah SMA/SMK di DIY bisa dilihat dari sekolah dengan nilai akreditasi A.
Persentase SMA/SMK Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY tahun
2018-2021 disajikan pada grafik di bawah ini.

83,55
81,89

80,1

76,7

2018 2019 2020 2021

Sumber: Disdikpora DIY, diolah.

Gambar I1-48 Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY Tahun 2018-2021
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Dari grafik di atas capaian sekolah SMA/SMK dengan akreditasi A di DIY sudah mencapai
81,89%. Namun dilihat secara trend selama 5 tahun terakhir capaiannya cukup fluktuatif
dimana pada tahun 2019 mencapai persentase tertinggi sebesar 83,55%. Dari gambaran
ini perlu meningkatkan dukungan kepada sekolah yang belum mencapai Akreditasi A,
dan di sisi lain memberi dukungan agar sekolah dengan Akreditasi A dapat
mempertahankan capaiannya.

[1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini
selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal.

1.) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Menurut Kategori

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat
memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan
gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat
berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi
(AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi,
pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY secara umum
mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2021.

Perkembangan Jumlah Posyandu
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5724 5724 5722

5700

5650

5602
5600

5550
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Sumber : Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-49 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2022

I1.3.1.2.1 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana
teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan,
pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu
dan terkoordinasi.
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Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2022 sebanyak 422 unit
dengan rasio sebesar 10,49 per 100.000 penduduk. Angka ini menurun dibanding tahun
2021 dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tercatat sebanyak 426
unit dengan rasio sebesar 11,5 per 100.000 penduduk.

Menurut standar nasional berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang jumlah puskesmas
yang harus tersedia dalam suatu wilayah, setiap 120.000 penduduk harus terdapat
minimal satu puskesmas. Sementara itu, jumlah penduduk DIY tahun 2022 berdasarkan
proyeksi BPS adalah 4.021.816 jiwa. Dengan demikian kebutuhan puskesmas minimal
yang harus dipenuhi sebanyak 34 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2022
adalah 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu,
pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah
saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Standar nasional untuk penyediaan Puskesmas Pembantu (Pustu), berdasarkan SNI 03-
1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, menyatakan
bahwa minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu untuk setiap 30.000 penduduk
di suatu wilayah. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak
4.021.816 jiwa sehingga kebutuhan Pustu minimal sebanyak 134 unit. Namun demikian
jumlahPustu yang ada di DIY sampai tahun 2022 sebanyak 300 unit yang berarti bahwa
DIY saat ini telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan
Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.

I1.3.1.2.2 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit
Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penurunan jumlah
rumah sakit di DIY dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari sebanyak 93 rumah sakit pada
tahun 2020, menjadi 84 rumah sakit pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk DIY
sebanyak 3.970.220 jiwa di tahun 2021, rasio rumah sakit di DIY tahun 2021 adalah
sebesar 2,12 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani
47.265 jiwa.

Tabel II-37 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY Tahun

2020-2021

Rumah Sakit Umum Rumabh Sakit Rumah S:elkit

Kabupaten/Kota Khusus Bersalin
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Kulon Progo 9 9 - - - -
Bantul 10 10 10 7 - 1
Gunungkidul 7 8 2 - - -
Sleman 21 22 8 6 - -
Yogyakarta 11 12 15 8 - 1
D.I. Yogyakarta 58 61 35 21 - 2

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR
berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa
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jauhmasyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan
efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah
sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih
tergolongrendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur
sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di
DIY).

Tabel II-38 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan
Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
Kab/
Kota JM| RS |TTRS| gor |IM| RS |TTRS| gor |IM| RS |TTRS| gor [IM| RS |TTRS JM| RS |TTRS| gor
L |MELA|MELA L |MELA|MELA L |MELA|MELA L |MELA|MELA| BOR | L |MELA|MELA

RS

POR

POR

(%)

RS | POR

POR

(%) | RS

POR | POR

(%)

RS

POR | POR

(%) | RS

POR

POR

(%)

Kulon Progo

8

8| 496

50,75

8

507

49,60

548

51

573

25,01

15

15,63

Bantul

16

15| 1107

44,6

15 15

1107

49,26] 16

16| 1205

38,6

16

16| 1220

33,48 17

16

74

291

GunungKkidul

1

1| 177

78,5

5

338

69,04

345

71,56

525

56,99

17

Sleman

28

27| 2857

44,6

27 26

3032

42,11\ 27

26| 2983

48,71

27

26| 2914

37,251 30

20

102

28,3

Kota
Yogyakarta

21

18| 1853

34,7

21 14

1624

35,67| 20

15| 1701

1,9

20

10| 1471

27,411 20

11

70

21,74

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam
Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap
240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk
DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit.
Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2021 adalah 84 unit, jumlah tersebut
lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

I1.3.1.2.3 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah
ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga
kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan
memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Padatahun 2021, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 4.287 orang yang terdiri dari
2.350 dokter umum, 710 dokter gigi, dan 1.227 dokter spesialis. Rasio dokter per satuan
penduduk pada tahun tersebut tercatat 0,10. Pada tahun 2022, jumlah tenaga medis di
DIY meningkat menjadi 5.646 orang yang terdiri dari 3.354 dokter umum, 987 dokter
gigi, dan 1.305 dokter spesialis. Sedangkan rasio dokter per satuan penduduk pada tahun
2022 tercatat tidak mengalami kenaikan yaitu 0,10. Hal ini karena seiring bertambahnya
jumlah tenaga kesehatan, jumlah penduduk di DIY juga makin bertambabh.

Tabel [I-39 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun
2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Dokter umum 1.090 1.446 1.937 2.350 3.354
Dokter spesialis 1.838 1.062 1.397 1.227 1.305
Dokter gigi 1.776 555 487 710 987
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Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio  dokter  per 0,07 0,08 0,10 0,10 0,10
penduduk

Perawat 7794 8.269 9.507 10.757 10355
Bidan 2.019 2.046 2.356 2.281 2.849

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatanini
adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu,
anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meksipun pemenuhan akses dan
layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar
mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang
ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

I1.3.1.2.4 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah perawat di DIY tercatat sebanyak 10.355 sedangkan jumlah
bidan sebanyak 2.849. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak
4.021.816 jiwa. Dengan demikian rasio perawat di DIY tahun 2022 sebesar 257 per
100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per
100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2022 sebesar 71 per 100.000
penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000
penduduk.

I1.3.1.2.5 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021
menunjukkan tren penurunan, dari 97,37% di tahun 2017 menurun menjadi 87,35% di
tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi
penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan
adalah angka proyeksiibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan
diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan
komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami
penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta
penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel [I-40 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
bumil | bumil bumil | bumil bumil | bumil bumil | bumil bumil Bumil
Wilayah
Yy risti/ | risti/ risti/ risti/ risti/ risti/ risti/ | risti/ risti/ risti/
komp | komp kompli- | komp kompli- | komp komp | komp kompli- | kompli-
li-kasi | li-kasi (%) kasi li- (%) kasi li- (%) li- li-kasi (%) kasi kasi (%)
dita- kasi kasi kasi | dita- dita-
ngani dita- dita- ngani ngani
ngani ngani
Kab.
1.329| 1.329| 100,0 1.457 | 1.457 100 1.267 | 1.267 87| 1.073 | 1.073 100,0 1.175 1.144 | 97,36
Kulon Progo
Kab.
2.854| 2715 95,1 3.031| 3.031 100 3.143 | 3.143 103 | 2.954 | 2.954 100,0 2914 2.802 | 96,15
Bantul
Kab. . 3.693| 3693| 100,0 1.789 | 1.473 82 1.783 | 1.405 79| 1.738 | 1.237 71,00 1.723 1.217 | 70,63
Gunungkidul
Kab. 3.110( 2934 94,3 3.084 | 2.661 86,3 3.041 | 2.435 100 | 2.909 | 2.137 73,46 2.815 2.269 | 80,60
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Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
bumil | bumil bumil | bumil bumil | bumil bumil | bumil bumil Bumil
Wilayah
Yy risti/ | risti/ risti/ risti/ risti/ risti/ risti/ | risti/ risti/ risti/
komp | komp kompli- | komp kompli- | komp komp | komp kompli- | kompli-
li-kasi | li-kasi (%) kasi li- (%) kasi li- (%) li- li-kasi (%) kasi kasi (%)
dita- kasi kasi kasi | dita- dita-
ngani dita- dita- ngani ngani
ngani ngani
Sleman
Kota
1.009| 1.009( 100,0 1169 | 1169 100 1.067 | 1.067 100 962 962 100 827 827 | 100%
Yogyakarta
DIY 11.995| 11680| 97,37| 10.530| 9.791 92,98 10.301 | 9.317 90,44 | 9.636 | 8.363 86,78 9.454 8.259 | 87,35

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

I1.3.1.2.6 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2021 mencapai 87,99% di atas
rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh
tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi
kebidanan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017,
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan sebesar 100,00% menurun pada tahun 2019 menjadi 99,9% dan menjadi
87,99 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua persalinan di DIY ditolong
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

TabelII-41 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompentensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2017-2021
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Ibu Cakupan | Jumlah Ibu Cakupan | Jumlah Ibu Cakupan | Jumlah Ibu Cakupan | Jumlah Ibu Cakupan
ibu bersalin | Persalina ibu bersalin | Persalina ibu bersalin | Persalina ibu bersalin | Persalina ibu bersalin | Persalina
WILAYAH bersalin | ditolong | noleh | bersalin | ditolong | noleh | bersalin | ditolong | noleh | bersalin | ditolong | noleh | bersalin | ditolong | noleh
tenaga | tenaga tenaga | tenaga tenaga | tenaga tenaga | tenaga tenaga | tenaga
kesehata | kesehata kesehata | kesehata kesehata | kesehata kesehata | kesehata kesehata | kesehata
n n n n n n n n n n
berkom- berkomp berkomp berkomp berkomp
petensi etensi etensi etensi etensi
kebidana kebidana kebidana kebidana kebidana
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
Kab. 4995 4993 100 5.086 5.085 99,94 4.865 4.862 99,94 4.738 4.733 99,94 5622 4476 99,94
Kulon Progo
Kab. 12375 | 12373 100 | 12.931| 12.928 99,98| 13088 13087 99,98 12708| 12705 99,99 13932| 11777 84,53
Bantul
Kab. 7340 7332 99.9 7.540 7.528 99,84 7.723 7.712 99,86 7.640 7.630 99,87 7513 7149 95,16
Gunungkidul
Kab. 14015 | 14014 100 | 13869 | 13869 100| 13474| 13.468 100| 12948| 12839 99,98| 13431| 12381 92,18
Sleman
Kota 3617 3617 100 3.587 3.587 100 3.346 3.344 99,91 3.127 3.127 100 3.304 2760 83,54
Yogyakarta
DIY 42342 | 42329 100 | 43.005| 43.005 100| 42.496| 42.473 99,9] 41.161| 41.034 99,69| 43.802| 38543 87,99

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY
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I1.3.1.2.7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap
pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat
dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio,
4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak
sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data
menunjukan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100%.Hal ini
berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan
cakupan desa/kelurahan UCI.

Tabel II-42 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021%)
Wilayah

Jml Desa % Desa % Desa % Desa % Desa %

desa | UCI UcCl UCl ucCl ucClI
Kulon Progo 88 86| 97,7 88 88 100 88 88 100 88 88 100 88 4 4,5
Bantul 75 75 100 75 75 100 75 75 100 75 75 100 75 75 100
Gunungkidul 144 142 | 98,61 144 144 100 144 144 100 144 144 100 144 140 | 97,2
Sleman 86 86 100 86 86 100 86 86 100 86 86 100 86 42| 488
Kota Yogyakarta 45 45 100 45 45 100 45 45 100 45 45 100 45 45 100
DIY 438 434 438 438 100 438 | 438 100 438 | 438 100 438 306 | 69,86

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

I11.3.1.2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi
penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi buruk
di DIY adalah 0,136%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4
kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2017-2021
dapat dilihat dari gambar berikut ini:

0,3 0,275801
0,25

0,2

0,136099
0,15 0,129378 0,133831

0,1

0,05

2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar II-50 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021
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Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai
100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB),
semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi
buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah
pemulihan gizidan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

11.3.1.2.9 Pola Penyakit

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker
melebihi angka nasional. Gangguan kesehatan jiwa sebagai bagian dari penyakit tidak
menular di DIY menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding nasional. Menurut Data
RisetKesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar
2,7 permil. Angka ini, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1,7 permil.
Artinya 3 orang dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat.
Kulon Progo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4,67, disusul Bantul 4,0, Kota
Yogyakarta 2,14, Gunungkidul 2,05 dan Sleman sebesar 1,52. Sedangkan prevalensi
penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TBC) paru berdasarkan Riskesdas tahun
2013, sebesar 0,3% (nasional 0,4%). Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan hasil
Riskesdas 2007 sebesar 0,36%. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya kenaikan
jumlah penderita TBC kebal obat (Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug
Resistance/XDR). Prevalensi penyakit saluranpernafasan lainya yaitu asma dan penyakit
paru obstuktif kronis (PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 merupakan 3 besar
tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT.Tercatat untuk asma sebesar 6,9%
(nasional 4,5%) dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa
penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TBC dan asma di wilayah DIY
harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyakit menular masih
menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa
penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita,
DBD, TBC paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular
banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain
pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan
menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa
dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi
perubahan yang sangat cepat di masyarakat.
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Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-51 Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada
Penduduk Umur = 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018
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Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-52 Prevalensi Stroke* (Per mil) Berdasarkan Diagnosis Pada
Penduduk Umur =15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018
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+ 2013 :wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter (belum ada provinsi Kalimantan Utara)
+ 2018 : wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter

Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-53 Prevalensi Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Menurut Provinsi
(Per mil), 2013-2018
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Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-54 Prevalensi Penyakit Jantung (Diagnosis Dokter) Pada Penduduk
Semua Umur Menurut Provinsi, 2018

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya: HIV AIDS,
Tuberkolosis (TBC), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya
(anthrax, flu burung, pes, leptosfirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2021
sebanyak 5.954 kasus dengan 1.919 kasus telah memasuki fase AIDS.
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Tabel II-43  Jumlah Kasus HIV 2017-2021

Tahun g:(l)‘;)l Bantul Gunungkidul Sleman Yogl;:lt; rta DIY
2021 335 1.403 516 1.486 1.454 5.954
2020 319 1.294 502 1.360 1.392 5.627
2019 294 1.191 445 1.247 1.335 5.264
2018 265 1.064 369 1.119 1.212 4.781
2017 204 880 293 907 976 4.212

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Tabel II-44  Jumlah Kasus AIDS 2017-2021

Kulon Kota

Tahun Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta DIY
2021 105 446 289 440 296 1919
2020 105 422 251 425 291 1820
2019 95 384 234 402 285 1726
2018 86 362 230 369 274 1642
2017 75 324 158 354 246 1485

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Sedangkan untuk Demam Berdarah Dengeu (DBD), tahun 2021 terjadi penuruan kasus
yang sangat signifikan, kasus dari tahun 2020 sebesar 3.623 kasus menurun di tahun
2021 menjadi 1.187 kasus atau sebesar 205,2% . Penyakit menular lainnya yang menjadi
perhatian di DIY adalah TBC dan Malaria. Penyakit TBC juga mengalami peningkatan
kasus, dari tahun 2020 sebesar 2.228 kasus meningkat di tahun 2021 menjadi 2.258
kasus atau sebesar 1,34%. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan
status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Penyakit Malaria di tahun 2021
mengalami peningkatan kasus, ditahun 2020 penyakit malaria sebanyak 9 kasus dan
ditahun 2021 meningkat menjadi 27 kasus atau meningkat sebesar 200%.

I1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan
wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan
penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub
Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum,
Persampahan, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya),
Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang.

I1.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Daerahirigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2015 terbagi dalam tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kriteria
pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
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didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi
terdiri dari:

a. Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan
pemerintah pusat, di DIY meliputi DI Kalibawang (7.152 Ha), DI Karangtalun (5.159
Ha), dan DI lintas yaitu DI Tuk Kuning (Kabupaten Klaten 115 Ha, Kabupaten
Sleman 149 Ha).

b. Daerah Irigasi yang luasnya 1000 - 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan
pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Pemda DIY, mempunyai kewenangan
seluas 13.987 Ha meliputi 6 DI (9.078 Ha) dan 35 DI lintas kabupaten/Kota (4.909
Ha).

C. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. DI ini merupakan kewenangan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi 100 DI kewenangan Kabupaten
Bantul (8.633 Ha), 182 DI kewenangan Kabupaten Gunungkidul (5.818 Ha), 90 DI
kewenangan Kabupaten Kulon Progo (1.533 Ha), 853 DI kewenangan Kabupaten
Sleman (21.953 Ha), dan 10 DI kewenangan Kota Yogyakarta (49 Ha).

Pada tahun 2022 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru
12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987
ha atau setara dengan 86,77%. Luas layanan irigasi di DIY sebesar 13.987 ha dengan luas
irigasi dalam kondisi baik 5.789,45 ha dan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi
baik 132.401,39 meter. Luas lahan pertanian terlihat menurun karena adanya alih fungsi
lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi,
peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel II-45 Prasarana Irigasi Tahun 2018-2022

No Elemen 2018 2019 2020 2021 2022
1 Luas Layanan | 12.1158,11 13.987,00 13.987,00 13.987,00 13.987,00
Irigasi (ha)
2 Panjang Jaringan 93.096,04 | 119.826,87 | 133.068,78 | 100.480,21 | 132.401,39
Sarana Irigasi
Dalam Kondisi
Baik
3 Luas Layanan 4.348,98 5.466,75 6.040,97 4.387,94 5.789,45
Irigasi Dalam
Kondisi Baik

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan
air pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) dan 1 (satu) daerah tangkapan air (DTA)
yang ada di wilayah DIY yaitu DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m3 dan di
tahun 2022 sebesar 209,03 juta m3, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m3 dan di
tahun 2022 sebesar 227,71 juta m3, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m3 dan pada
tahun 2022 sebesar 667,28 juta m3, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m3 dan
pada tahun 2022 sebesar 529 juta m3, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m3.
Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m3, DAS Progo
sebesar 622,64 juta m3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta
m3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik,
perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai Tahun 2020
pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung
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yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9
Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air pemenuhan air baku melalui sumur
air tanah dalam. Sesuai dengan capaian akhir tahun 2022, penambahan layanan
penyediaan air dari sumur bor sejumlah 18 titik dari pekerjaan pembangunan sumur bor
di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten
Bantul. Penambahan pembangunan sumur bor tersebut memberikan kontribusi
akumulasi jumlah dusun di daerah sulit air pada prioritas utama yang dapat mengakses
air bersih dari air tanah yaitu tercapai 130 dusun, yang diperoleh dari 112 dusun sampai
dengan tahun 2021 ditambah 18 Dusun di tahun 2022.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah
Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu
poin penting dalam pengelolaan sungai adalah penanganan drainase. Berdasarkan data,
terdapat total genangan sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, dan sudah ditangani
seluas 5,44 ha setara 34 titik sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut
masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

11.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakaryaan

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi
masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan
salah satu penentu peningkatan Kkesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan
ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana
dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi
wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase
penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air
minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan
total penduduk DIY.

Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 3.811.438 jiwa dari
jumlah penduduk DIY sebesar 4.021.816 jiwa sehingga penduduk berakses air minum
sebesar 94,77%. Persentase jumlah penduduk berakses air minum tersebut terdiri dari
persentase jumlah penduduk berakses air minum yang dilayani melalui jaringan
perpipaan sebesar 41,42% dan jaringan non perpipaan sebesar 53,35%, dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel [I-46 Data Akses Air Minum Tahun 2022

Akses Layak Tanpa Akses
Perpipaan BJP
(Bukan Jaringan
PDAM SPAMDES Perpipaan)
27,34% 14,08% 53,35% 5,23%
94,77%

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan
penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum
perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan
pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air
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mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan
mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga
tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY
untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah
fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri
maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis
leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sanitasilayak di DIY mencapai 96,45%, dimana 21,36% nya memiliki akses aman. Berikut
data detail pencapaian akses sanitasi di DIY pada tahun 2022.

Tabel II-47 AKkses Sanitasi di DIY Tahun 2022

BABS Akses Belum Akses Akses Layak
Layak Dasar
Individu Bersama Akses Aman
0% 3,55% 0,74% 67,86% 6,49% 21,36%
Akses Sanitasi 96,45%

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan
dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan
melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta,Sleman dan Bantul),
TPA Kulon Progo dan TPA Gunungkidul.

Tabel II-48 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY Tahun 2018-

2022
Elemen 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 | satuan
Jumlah TPS 287 287 565 565 647 | Unit
Daya Tampung TPS 600 600 660 720 780 Ton
Jumlah Depo Sampah 106 103 101 92 92 Unit
Jumlah TPA 3 3 3 3 3| Unit
Jumlah TPST 61 61 57 69 69 Unit

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

TPA Regional Piyungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam
kondisi penuh. Mulai bulan November 2022 layanan sampah dilakukan dengan
menggunakan zona transisi dengan luas sekitar +2,1 ha. Kondisi tersebut memerlukan
perhatian khusus dari seluruh pihak terutama ketiga pemerintah Kota/Kabupaten di
Wilayah Kartamantul dalam mengurangi sampah seoptimal mungkin dari sumbernya.
Pemda DIY juga telah berupaya untuk menyiapkan lahan dengan luas sekitar 5,8 ha
melalui skema KPBU untuk penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk
pengolahan sampah yang lebih efektif dalam memproses sampah dan memperpanjang
umur lahan di TPA.
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Peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA akan terus naik setiap tahunnya seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan
sampah (reduksi) di sumber sampah. Peningkatan volume sampah tersebut berlanjut
kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewadahan
sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS serta
penanganan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang
layak serta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan
lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan
penanganan permasalahan sampah di daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila
diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan
sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbulan, komposisi
sampah serta penanganan sampah di sumber sampah itu sendiri.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul dapat dilihat dari
timbulan sampah per kapita dan jumlah populasi. Pada tahun 2021, Wilayah Kartamantul
memiliki jumlah populasi sebesar 2.460.131 jiwa, sehingga potensi timbulan sampah
yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul adalah sebesar 1.308 ton per hari. Tabel di
bawah mengilustrasikan potensi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing
Kota/Kabupaten pada tahun 2021:

Tabel II-49 Potensi Timbulan Sampah Wilayah Kartamantul Tahun 2021

Menurut Masterplan
Timbulan
Sampah per . Timbulan
No. Wilayah Kapita (kg per Popu-l-aSl 2021 Sampah
(jiwa) .
orang per (ton per hari)
hari)
1 Kota Yogyakarta 0,80 415.509 332
2 Kabupaten Sleman 0,65 1.088.109 707
3 Kabupaten Bantul 0,28 956.513 268
4 Wilayah Kartamantul 0,53 2.460.131 1.308

Sumber: Masterplan DLH Kota Yogyakarta (2021), Masterplan DLH Kab Sleman (2018), Masterplan DLH Kab
Bantul (2021), Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2022), Analisis Konsultan

Pengiriman sampah dari Wilayah Kartamantul ke TPA Piyungan pada tahun 2022
mencapai 728 ton per hari, naik sekitar 45% dibandingkan dengan lima tahun
sebelumnya. Pada tahun 2022, pengiriman sampah terbanyak berasal dari Kabupaten
Sleman yaitu sebanyak 283 ton per hari atau sekitar 39% dari total pengiriman sampah
harian, disusul Kota Yogyakarta sebanyak 261 ton per hari atau sekitar 36%. Hal ini
berbeda dengan lima tahun sebelumnya, di mana Kota Yogyakarta mendominasi
pengiriman sampah ke TPA Piyungan (sekitar 48% dari total pengiriman sampah harian
di tahun 2017). Secara total, sampah yang terkelola di Wilayah Kartamantul sekitar + 880
tph terdiri dari aktivitas pengurangan dan penanganan sampah di sumber hingga
kawasan (hulu) sebesar + 147 tph dan aktivitas penanganan di TPA Piyungan (hilir)
sebesar + 732 tph.

Kegiatan pengurangan dan penanganan di hulu dilakukan melalui aktivitas pembatasan
timbulan (contoh: kebijakan pembatasan plastik sekali pakai), kegiatan daur ulang di
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Bank Sampah, TPS 3R, Sarana Daur Ulang (SDU), TPST, rumah kompos, dan aktivitas
Pengepul. Kontribusi aktivitas di hulu ini telah mengurangi timbulan sampah yang
diangkut ke TPA Piyungan sekitar 11,3% dari total timbulan sampah yang dihasilkan
Wilayah Kartamantul. Sementara itu sebagian besar sampah (56%) masih bergantung
terhadap penanganan sampah di TPA Piyungan. Berikut data timbulan sampah yang
masuk di TPA Piyungan pada tahun 2022.

Tabel II-50 Data Timbulan Sampah Tahun 2022

No Bulan Rata-Ra(t'?(Ylf/l[l-l]:ﬁ)sampah
1 | Januari 751
2 | Februari 770
3 | Maret 773
4 | April 785
5 | Mei 657
6 Juni 747
7 | Juli 666
8 | Agustus 707
9 | September 705
10 | Oktober 669
11 | November 834
12 | Desember 824

Sumber: DLHK DIY, 2022

Peningkatan pengurangan dan penanganan sampah di hulu Wilayah Kartamantul
diperlukan dalam rangka mengurangi ketergantungan dan memperpanjang umur TPA
Piyungan. Dengan demikian, analisis pengembangan sistem hulu dapat membantu untuk
melihat ada atau tidaknya risiko kecukupan kuantitas sampah yang diperlukan untuk
KPBU TPAS Piyungan. Berikut ini merupakan angka proyeksi timbulan sampah yang
digunakan sebagai basis dalam analisis pengembangan sistem hulu:

Tabel II-51 Angka Timbulan Sampah Terpilih yang Menjadi Acuan Analisis
Pengembangan Hulu Tahun 2022
it Sampah | mimbutan Sampa | Froseke imbutan
No. Kota/Kabupaten p Tahun 2022 P P
2022 (ton/hari) Tahun 2027
(kg/orang/hari) (ton/hari)
1 Kota Yogyakarta 0,8 332 343
2 Kab. Sleman 0,65 707 747
3 Kab. Bantul 0,28 268 293
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Timbulan Sampah . Proyeksi Timbulan
Per Kapita Tahun Timbulan Sampah Sampah Masterplan
No. Kota/Kabupaten p Tahun 2022 P P
2022 (ton /hari) Tahun 2027
(kg/orang/hari) (ton/hari)
Total Wilayah 0,53 1.308 1.383
Kartamantul

Sumber: Masterplan Persampahan dan Analisis Konsultan, FBC, 2022

Hingga saat ini, telah selesai dilakukan penataan sampah di Zona A dan Zona B dengan
metode terasering. Penataan Zona A telah dilakukan hingga elevasi 140 mdpl sedangkan
Zona B hingga elevasi 124 mdpl, sehingga masih dapat digunakan untuk menampung
sampah ketika Zona Transisi 1 telah penuh. Saat ini, untuk layanan persampahan di TPA
Regional Piyungan sampah yang masuk ditampung di Zona Transisi 1 yang telah
beroperasi sejak 31 Oktober 2022 dengan kapasitas tampung sebesar 155.515,99 m=2
Dengan asumsi volume sampah masuk sebesar 1.400 m3/hari, berat sampah 700
ton/hari, faktor kompaksi 1,7 kg/m3, maka Zona Transisi 1 dapat dipergunakan
maksimal selama 157 hari dan diperkirakan penuh pada Bulan Maret 2023. Untuk
menyikapi kondisi Zona A, Zona B dan Zona Transisi 1 penuh, maka pada tahun 2022
telah dilakukan penyusunan DED di Zona Transisi Il seluas 2 Ha, dengan kapasitas
tampung sebanyak 83.742,64 m3, yang konstruksinya akan dilakukan pada tahun 2023
untuk selanjutnya digunakan untuk menampung sampah yang masuk.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang
didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1) Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan

2)  Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan

3)  Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan

4)  Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan
jalan di TPA Piyungan: 450 Meter

Selain itu, dengan dana APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY
di tahun 2020-2021 telah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan
yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA
Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA
Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunungkidul
dan Pakem Sleman.

11.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Pemerintah pusat telah menetapkan fungsi dan status jalan Nasional melalui Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang
Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M /2022 tentang Penetapan
Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer
dan Jalan Kolektor Primer-1. Pemda DIY menindaklanjuti Kepmen PUPR tersebut dengan
menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022
tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan
Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY
Nomor 328/KEP/2022 panjang ruas jalan Kolektor 2 adalah 104,143 Km dan jalan
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kolektor 3 adalah 307,587 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor
327/KEP/2022 panjang jalan strategis Provinsi adalah 262,655 Km.

Terkait dengan SK Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi saat ini sedang berproses,
sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016
tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi masih berlaku. Berikut peta ruas jalan
Provinsi sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 118/KEP/2016.

LEGENDA

Sumber: lampiran SK Gub. DIY No. 118/KEP/2016
Gambar II-55 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir
masa RPJMD tahun 2017 - 2022. Kondisi kemantapan jalan yang menurun tersebut
diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan. Berikut data
kondisi jalan Provinsi di DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel II-52 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2018-2022
Tahun
No Sub Elemen
2018 2019 2020 2021 2022

1 Jalan Baik (Km) 333,21 357,37 366,52 341,84 | 301,205
2 Jalan Sedang (Km) 221,33 201,45 177,66 194,45 | 232,480
3 Jalan Rusak Ringan (Km) 140,37 143,99 155,05 156,94 | 171,615
4 Jalan Rusak Berat (Km) 65,55 57,65 61,23 67,22 55,150

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022
Berdasarkan data tersebut, jalan provinsi dalam kondisi mantap yang terdiri dari kondisi
jalan baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 533,685 Km atau setara 70,18%.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah di DIY pada tahun 2018 - 2022
terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 44,4 km.
Penambahan panjang jalan nasional diperoleh dari pembangunan Jalur Jalan Lintas
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Selatan (JJLS) yang dimaksudkan untuk pengembangan wilayah bagian selatan. Dalam
pembangunan jalan JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing,
sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan
keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan
tanah, tanam tumbuh/karang kitri maupun bangunan.

b. Pemerintah pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban
membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkapnya pada lokasi
yang tanahnya telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu
sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2022 antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 115,37 Km (99,40%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 79,38 km (68,39%)
3. Konstruksijalan yang telah terbangun sepanjang 94,96 Km (81,81%)

Pembangunan jaringan jalan JJLS masih menyisakan pembangunan jembatan Srandakan
3 dan ruas Kretek-Girijati.

Penambahan panjang jalan provinsi diperoleh dari pengembangan ruas jalan Prambanan
- Gading merupakan jalan alternatif untuk aksesibilitas dari Yogyakarta menuju
Gunungkidul. Selain itu, ruas jalan ini akan menghubungkan antar KSPN Prambanan,
Kawasan Gunung Api Purba dan KSPN Karst Gunungkidul, KSPN Pantai Selatan
Yogyakarta, serta membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten
Gunungkidul yang diharapkan dapat membangkitkan ekonomi pada area yang dilalui.
Panjang jalan total ruas Prambanan - Gading adalah 27,68 Km, dengan 6,1 Km
menggunakan trase eksisting yang sudah ada dan 21,58 Km merupakan trase baru.
Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 15,67 kilometer atau 56,61%, sehingga
masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan-Gayambharjo sepanjang
9,18 kilometer dan Ngoro-Oro (Tawang)-Ngalang sepanjang 2,83 kilometer.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Jalan Tol di wilayah D.I. Yogyakarta
terdiri dari 2 ruas yaitu Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo dan Jalan Tol
Yogyakarta - Bawen. Panjang total trase jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo adalah
96,58 km yang dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 35,65 km (Kartasura
sampai dengan Batas Provinsi Jateng — DIY), seksi 2 sepanjang 22,36 km (Batas Provinsi
Jateng - DIY sampai dengan Junction Sleman) dan seksi 3 sepanjang 38,57 km (Junction
Sleman sampai dengan Kulon Progo, Batas Provinsi Jateng - DIY). Target operasional
keseluruhan jalan tol ini direncanakan dapat digunakan pada tahun 2026. Jalan tol
Yogyakarta - Bawen direncanakan memiliki panjang 75,82 km, segmen yang berada di
wilayah Yogyakarta yaitu pada seksi 1 sepanjang 8,8 km (konstruksi elevated 4,9 km dan
sisanya konstruksi at grade).

11.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi
dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan

[1-93



pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi
penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula
kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan
yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan
material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan
gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan
peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun
komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;

2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat
melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi
sistem informasi ke-PU-an; dan

3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi
para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur
berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa
Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi
Bidang Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2022 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan
sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 944 dokumen LHU (terdiri dari 926 LHU
Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 18 LHU uji Aspiratif). Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta
sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat
ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga
konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan
oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu
pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Pada tahun 2022 terdapat
jumlah permintaan Tenaga Ahli sebanyak 12.008 orang, sedangkan yang tersedia
sebanyak 4.433 orang.

Fenomena di atas tersebut, memberikan gambaran bahwa adanya gap kebutuhan pasar
tenaga ahli konstruksi di DIY. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat
karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif
tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan
yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang
tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami
penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang
hanya sejumlah 30 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan Covid-19
pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit.
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Tabel II-53  Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2022

Data Satuan Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Tenaga Ahli Konstruksi orang 300 297 30 92 100
(tersertifikasi)

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Hingga November tahun 2022 telah dilakukan sertifikasi terhadap 100 orang Tenaga ahli
Konstruksi. Pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/202 menyatakan bahwa,
biaya sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan
kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat
(LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara
Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim
Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Des
2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut di atas, mengakibatkan dampak lain yaitu
Asosiasi Profesi sebagai mitra rekruitmen peserta mengaku kesulitan dalam
mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi
LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum.

I1.3.1.3.5 Sub Urusan Penataan Ruang

Ruang Wilayah DIY yang terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’
Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 Km?, meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan
Daerah DIY untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata
ruang wilayah provinsi.

Penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi
daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna,
dan berhasil guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Penyelenggaraan penataan ruang di DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5
tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019 - 2039, dimana pada tahun 2022
RTRW DIY sedang proses revisi menyesuaikan PP No. 21 Tahun 2021 dan direncanakan
akan ditetapkan pada tahun 2023.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan
tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan,
penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah,
penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi
kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen
RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan
kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,39%. Peningkatan paling pesat terjadi pada
tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,09%. Di bawah ini data
kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
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Tabel II-54 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 | 2021 | 2022
Target
Kesesuaian 76,50 78,50 79,50 | 81,00 82,5
(%)
Realisasi

Kesesuaian Pemanfaatan | Kesesuaian 77,05 78,85 78,95 | 81,04 | 82,62
Ruang (%) (%)

Belum
Terwujud 13,57 15,34 15,24 | 13,26 | 12,18
(%)

Tidak
Sesuai (%)

09,38 | 05,81 05,81 | 05,72 521

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2022 telah
melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 82,62% dari target sebesar 82,5%
atau tercapai sebesar 100,14%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan total luas
kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas
total kawasan lindung dan budidaya. meskipun target pada tahun 2022 tercapai, masih
terdapat perwujudan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya
pada kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan
sempadan sungai sebesar 23,51%, kawasan sempadan pantai sebesar 18,87% dan
kawasan cagar alam geologi sebesar 16,04%. Sedangkan pada kawasan budidaya
perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan peruntukan industri sebesar
34,56%, kawasan peruntukkan riset dan pendidikan tinggi sebesar 14,47% dan kawasan
peruntukan perkebunan sebesar 11,68%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terkait juga dengan capaian dukungan program
pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. capaian Persentase dukungan
program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang pada tahun 2022
sebesar 80,26% dari target sebesar 78,70% atau tercapai sebesar 101,98%. Hasil
penilaian keterpaduan program RTRW DIY tahun 2022 sebesar 80,26% dengan
klasifikasi berkualitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi aktual
program/kegiatan OPD/Instansi di DIY pada tahun 2022 sudah selaras dan mengacu
pada program RTRW DIY. Penilaian keterpaduan program RTRW DIY terdiri dari
perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan Kawasan strategis.
Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada perwujudan struktur ruang yang
bernilai 64,13% dengan klasifikasi kurang berkualitas. Sedangkan untuk perwujudan
pola ruang dan perwujudan kawasan strategis menunjukkan hasil klasifikasi berkualitas
dengan nilai 90,70% dan 100%. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa beberapa
program pada indikasi program struktur ruang RTRW DIY masih banyak yang belum
terlaksana pada tahun 2022. Selain perwujudan struktur ruang, hasil penilaian
keterpaduan program pola ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup
baik untuk mendukung perwujudan pola ruang dan kawasan strategis sesuai dengan
RTRW.
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Terkait RDTR yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (terintegrasi dengan 0SS) sudah ada empat Peraturan Kepala Daerah dari rencana
25 RDTR, antara lain:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman
Timur;

2. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR
Siung Wediombo;

3. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman
Barat

Sedangkan RTRW yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 yaitu dua Perda dari rencana
lima Perda Kabupaten/Kota dan satu Perda DIY sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Yogyakarta; dan
2. Perda Kab Sleman Nomor 13 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman

Sementara itu, capaian penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan
tahun 2022 yaitu sebesar 55,29% dari target sebesar 54,44% atau tercapai sebesar
101,56%. Capaian ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan ruang SRS yaitu
telah tersusun sebanyak 18 rencana rinci dari 18 SRS yang ditindaklanjuti dengan
penyusunan Rapergub Strategi Pengembangan Wilayah SRS Kasultanan dan Kadipaten,
telah tersusun 7 rencana induk dari 18 SRS dan telah tersusun 16 RTBL di 18 SRS. Dari
sisi pemanfaatan telah tersusun sebanyak 20 DED di kawasan SRS, telah dilaksanakan 23
pembangunan konstruksi di kawasan SRS dan telah dilaksanakan pengendalian terhadap
14 SRS dari 18 SRS.

Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan Rencana Induk (RI)
SRS di klasterisasi menjadi 9 klaster sebagai berikut

1. Tahun 2023 terdapat 4 klaster, yaitu :
a. RI SRS Karst Gunungsewu dan RI SRS Sokoliman (Harmonisasi dan Evaluasi
Rapergub)
b. RI SRS Pantai Selatan Gunungkidul, RI SRS Pantai Samas-Parangtritis, RI SRS
Pantai Selatan Kulon Progo (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
c. RI SRS Merapi (Evaluasi Rapergub)
d. RI Prambanan-Candi Ijo (Evaluasi Rapergub)

2. Tahun 2024 terdapat 2 Klaster,

a. RISRSKerto Pleret dan RI SRS Makam Raja Raja Mataram di Imogiri dan RI SRS
Masjid dan Makam Raja Raja Mataram di Kotagede (Penyusunan, Harmonisasi
dan Evaluasi Rapergub);

b. 2.RI SRS Sumbu Filosofi, RI SRS Keraton, RI SRS Pura Pakualaman, dan RI SRS
Kotabaru (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)

3. Tahun 2025 terdapat 2 klaster
a. RI SRS Masjid Pathok Negoro (Babadan, Dongkelan, Mlangi, Plosokuning)
(Penyusunan, Evaluasi);
b. RI SRS Makam Girigondo dan RI SRS Pusat Kota Wates (Penyusunan,
Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
4. Tahun 2026 terdapat 1 klaster yaitu RI SRS Perbukitan Menoreh (Reviu dan

Evaluasi)
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Tabel II-55 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022

No | Kesesuaian Sesuai Belum Terwujud Tidak Sesuai Total

Pemanfaatan Luas Persen Luas Persen Luas Persen
Ruang (ha) tase (ha) tase (ha) tase

1 SRS Kraton 260,81 97,11 6,55 2,44 1,22 0,45 268,58

2 SRS Imogiri 1.984,84 96,6 69,89 3,4 0 0 2054,73

3 SRS  Sumbu 934,72 94,02 44,59 4,48 14,87 1,5 994,18
Filosofi
SRS Kotagede 229,62 90,91 18,09 7,16 4,85 1,92 252,57

5 SRS  Masjid 213,81 70,83 76,98 25,5 11,08 3,67 301,87
Pathok
Negoro

6 SRS Merapi 4.593,26 87,78 420,85 8,04 218,37 4,17 5232,48

7 SRS Pantai | 2.450,51 81 383,53 12,68 191,28 6,32 3025,32
Samas-
Parangtritis

8 SRS Kerto | 2.460,20 96,17 98,06 3,83 0 0 2558,26
Pleret

9 SRS Kotabaru 142,97 79,57 25,43 14,15 11,27 6,27 179,67

10 | SRS 6.572,12 81,46 | 1.137,7 14,1 358,03 4,44 8067,92
Prambanan- 7
Candi Jjo

11 | SRS 7.413,21 72,06 | 2.672,7 25,98 201,18 1,96 | 10287,16
Sokoliman 7

12 | SRS 14.833,1 58,86 | 7.198,7 28,57 | 3.168,61 12,57 | 25200,49
Perbukitan 1 7
Menoreh

13 | SRS Kars | 47.126,4 78,02 | 13.211, 21,87 66,49 0,11 | 60404,18
Gunungsewu 7 22

14 | SRS Pantai | 37.361,4 95,83 | 1.526,1 3,91 100,39 0,26 | 38.987,96
Selatan 6 0
Gunungkidul

15 | SRS Puro 83,62 95,75 2,71 3,11 0,99 1,14 87,32
Pakualaman

16 | SRS Makam 69,15 63,71 38,81 35,75 0,57 0,53 108,54
Girigondo

17 | SRS Pusat | 2.096,95 64,22 926,35 28,37 241,86 7,41 3.265,15
Kota Wates

18 | SRS Pantai | 5.408,45 84,89 602,71 9,46 360,3 5,65 6371,46
Selatan Kulon
Progo
Total 134.235, 82,71 | 28.461, 14,05 | 4.951,37 3,24 | 167.647,8

28 19 4

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang SRS keistimewaan
pada tahun 2022 sebesar 82,71%, belum terwujud sebesar 14,05% dan tidak sesuai
sebesar 3,24%. Nilai kesesuaian paling rendah terdapat pada SRS Perbukitan Menoreh
yaitu sebesar 58,86%, belum terwujud paling tinggi pada SRS Makam Girigondo sebesar
35,76% dan tidak sesuai paling tinggi pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar
12,57%.

[1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam
kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor
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dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga
negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung
jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan
mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan
multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (adequate shelter for
all), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada
masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah
diakses dan terjangkau berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

Hingga tahun 2022, berdasarkan jumlah baseline sebesar 65.578 RTLH, penanganan
RTLH di DIY telah mencapai 65,5%, dimana hingga tahun 2021 telah tertangani sebesar
56,12% dan tahun 2022 sebesar 9,38% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY atau
setara dengan 42.953 unit dari baseline RLTH 65.578 unit. Apabila dilihat dari tahun
2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah RTLH mengalami peningkatan secara pesat
terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019.
Penanganan RTLH yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan
peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari
anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi).

Tabel II-56 Penanganan RTLH 2018-2022

Tertangani
. Data

Lokasi

Base 2018 | 2019 2020 2021 2022
Kota 2.797 488 1.267 1.612 2.267 2.537
Yogyakarta
Kabupaten 14.891 | 2.005 6.511 7.604 8.031 9.381
Kulon Progo
Kabupaten 5.703 | 1.848 6.310 8.032 9.447 10.397
Bantul
Kabupaten 16.347 | 1.447 5.440 6.976 7.897 9.435
Sleman
Kabupaten 25.840 | 1.934 5.958 7.819 9.159 11.203
Gunungkidul
Jumlah 65.578 | 7.722 | 25.486 32.043 36.801 42953

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Mulai pada tahun 2022 Pemda DIY juga melakukan Penanganan rumah tidak layak huni
(RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang mengedepankan
bentuk rumah tradisional Jawa, yang dilakukan melalui bantuan stimulan untuk
masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang
memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m2 per jiwa, atau terdapat
lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan pembangunan baru
tersebut baru sebanyak 40 unit dengan rincian di Kabupaten Gunungkidul 20 unit, di
Kabupaten Bantul 10 unit dan di Kabupaten Kulon Progo 10 unit.
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Sebagai dukungan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman, jumlah
penyediaan PSU layak di kawasan permukiman DIY telah mencapai 424 titik hingga
tahun 2022. Jika dilihat capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah
capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020
kegiatan penanganan PSU tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk
penanganan Covid-19 (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini).

Tabel II-57 Penanganan PSU Tahun 2018-2022

Lokasi 2018 2019 2020 2021 2022
Kota Yogyakarta - - - 2 15
Kab. Kulon Progo 25 35 - 28 26
Kab. Bantul 35 47 - 65 100
Kab. Sleman 65 126 - 102 136
Kab. Gunungkidul 119 61 - 81 148
Jumlah 244 269 - 278 424

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan SK
Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang menjadi baseline RPJMD 2018-2022 Pemda DIY
mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang
tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres
penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100%
(seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

Tabel II-58 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK
Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan
Kabupaten | Kapanewon/ | Kelurahan/ Luas Lokasi Tahun Status
/Kota Kemantren Desa (Ha) Penanganan | Penanganan
Yogyakarta | Gondomanan Ngupasan 12.91 RW 2017 Selesai 100%
1,2,4,5,6,7,89
Prawirodirjan RW 2017 Selesai 100%
1,2,3,5,6,8,10,11
,12,14,15,16,17,
18
Wirobrajan Pakuncen 10.17 RW 8,10,11 2018 Selesai 100%
Patangpuluan RW5,6,7,10 2018 Selesai 100%
Wirobrajan RW 6,7,9 2018 Selesai 100%
Ngampilan Ngampilan 13.51 RW1,2,9,11,12 2019 Selesai 100%
Notoprajan RW1,2,3,4 2019 Selesai 100%
JUMLAH 1 36.59
Bantul Sewon Pendowoharjo 11.71 Cepit RTO5 2018 Selesai 100%
JUMLAH 2 11.71
Sleman Depok Condong Catur 11.39 Padukuhan 2018 Selesai 100%
Ngropoh, Dusun
Ngropoh RT02/
RW23
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Kabupaten | Kapanewon/ | Kelurahan/ Luas Lokasi Tahun Status
/Kota Kemantren Desa (Ha) Penanganan | Penanganan
Ngaglik Sardonoharjo 11.68 Padukuhan 2018 Selesai 100%
Turen, Dusun
Tegalrejo RT05/
RTO02
JUMLAH 3 23.07
Kulon Progo Galur Brosot 14.16 Pedukuhan III 2018 Selesai 100%
Pulo
(RTOZ/RWO1 &
RWO05, RW06)
12.93 Padukuhan 2018 Selesai 100%
Bantengan Lor
Pengasih Pengasih 9.52 Padukuhan 2019 Selesai 100%
Dayakan
(RT16,17/RW
241 06) 2019 Selesai 100%
JUMLAH 4 39.02
JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI | 110.39

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Pada Tahun 2020/2021 telah diterbitkan kembali

SK Kawasan Kumuh dari

Kabupaten/kota terbaru , dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang
menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha dengan rincian

sebagai berikut:
Tabel II-59 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)
No. Kab;([));ten/ Kapanewon Kel/Kal RW/Dusun t‘;i; Prioritas
Yogyakarta Kotagede Prenggan 3,6,7 12,29
Purbayan 8,11,13
Rejowinangun | 3
Wirobrajan Pakuncen 1,5,6 13,75
Patangpuluhan | 1,2,5,7,10
Wirobrajan 1,10,12
Gondokusuman | Baciro 18,20 10,64
Klitren 5
Terban 1,10,11
Total Kota Yogyakarta (Ha) 36,68
4 Bantul Banguntapan Jambidan Pamotan RT 1, 3,4, 5 10,92
5 Potorono SalakanRT 1, 3,4, 5,6 10,29
6 Bantul Trirenggo Bogoran RT 1, 3 12,64
7 Sewon Panggungharjo | JarananRT1,2,3,4,5, 12,44
8 Pajangan Guwosari Dukuh RT 1, 2,3,6 10,53
9 Pajangan Sendangsari Benyo RT 4,7,8,9 13,52
Total Kabupaten Bantul (Ha) 70,34
10 | Sleman Ngaglik Sariharjo Jongkang 14,22
Total Kabupaten Sleman (Ha) 14,22
11 | Kulon Progo Sentolo Banguncipto RT 012-RW006 13,11 1
Padukuhan Ploso
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Kabupaten/ Luas _—
Kota Kapanewon Kel/Kal RW/Dusun (Ha) Prioritas

Sentolo RT 013-RT 014 RW
007, RT 015 RW 008,
Padukuhan Sentolo
Lor

RT 019 - RT 020 RW
010 Padukuhan
Sentolo Kidul

Total Kabupaten Kulon Progo (Ha) 13,11

12 | Gunungkidul | Playen Logandeng Padukuhan  Siyono 14,55 2
Wetan (RT58, 59, 61,
62, 63,65/ RW 10)
Padukuhan Siyono
Kidul (RT 42, 43/ RW
08)

13 Wonosari Wonosari Padukuhan 11,15 3
Gadungsari (RT 1, 2, 3.
RW 10, RT12, RT 9,
11/ RW 13)

Total Kabupaten Gunungkidul (Ha) 25,70

Total DIY 13 Kawasan 160,05

Penanganan perumahan pada kawasan miskin seyogyanya dilakukan secara terintegrasi,
sehingga akan tuntas per kawasan, selain penanganan dalam bentuk pembangunan baru
rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan
pembangunan Prasarana dan Sarana Umum yang juga diintegrasikan dengan
pembangunan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi.

I.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1)
dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-
Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari
segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran
peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, untuk menciptakan suasana
kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan
pembangunan.

DIY merupakan Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan
magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap.
Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur.
Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek
yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di
antaranya :

a. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang
mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan cenderung
meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus
klithih /kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, tahun
2021 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76 kasus.

b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin.
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c. Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat
lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran
Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan
Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan
Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan
Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan
spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga
membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta
reklame.

d. Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan
banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang
kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan
pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah
[stimewa Yogyakarta.

e. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan
gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal
penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman,
ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan
kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk
menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama,
sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan
keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas
(crime total). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak
kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin
tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan
menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang
turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya
rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi
masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu
prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat
sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah
tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana
yang disediakan pemerintahyang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut
menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan
kondisi tertib yang meliputi : Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib
Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib
Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan
besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.
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Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader
Penegak Perda dan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8
Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kader Penegak
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa
kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketentraman
masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdi
di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Desa/Kelurahan.
Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan
dan revitalisasi fungsi Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun
2021 tentang Kelompok Jaga Warga sebagaimana kemudian diubah melalui Peraturan
Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga. Jaga
Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, Kketentraman, ketertiban, dan
kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di
masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di
masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat,
seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok
pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan,
kelompok peduli bencana, dan lain-lain.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan
keterlindungan  warga  masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala
Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas),
Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan
secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi
masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi
penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya
pembinaan keamanan dan Kketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,
ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga
juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam
rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma
sosial, dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam
upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi
Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan
Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI di mana keduanya
merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan
TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan
Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan
masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut. Melalui Jaga Warga, permasalahan-
permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan
dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum
di dalam Pancasila, serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali
memang diperlukan).
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Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang
terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran
untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel [I-60 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2018-2022

Tahun
No. Bidang Urusan Elemen Satuan

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 | Otonomi Daerah, Jumlah 1.397|2.187 | 63 907 | 382 | Unit/Kasus
Pemerintahan Umum, Pelanggaran
Administrasi, Keuangan | Perda/Perkada
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY,
dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan
Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing,
organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi
orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan
Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan
diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan
masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya
melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang
telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan
harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak
namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat
yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi di sekelilingnya dengan menggunakan
kearifan lokal,dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan
memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang
sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas di wilayah DIY selama tahun 2021 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kriminalitas di DIY pada
tahun 2021 meningkat sebanyak 13,4% bila dibanding 2020. Fenomena tersebut dipicu
salah satunya yakni perkembangan wilayah dan kondisi sosial masyarakat. Secara total
tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 5.331 selama 2021 naik
sebanyak 1.251 kasus di banding 2020 yang berada di angka 4.701. Sebanyak 3.471 kasus
selesai, sisanya 1.860 kasus masih dalam proses.
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Kasus-kasus yang paling menonjol di antaranya kasus narkoba, pencurian dengan
pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Kasus narkoba tahun
2020, sebanyak 622 kasus, tahun 2021 menjadi 547 kasus (turun 75 kasus atau 12,06%).
Kasus KDRT dari 81 kasus tahun 2020 menjadi 75 kasus tahun 2021 (turun 6 kasus atau
7,41%) dan kasus curanmor terjadi penurunan, tahun 2020 ada 148 kasus, sedangkan
tahun 2021 ada 106 kasus (turun 28,38%). Kasus curas tahun 2020 ada 63 kasus,
sedangkan tahun 2021 ada 48 kasus (turun 15 kasus atau 23,81%). Khusus untuk kasus
curat terjadi penurunan. Kasus curat tahun 2020 ada 335 laporan, tahun 2021 ada 370
laporan (naik 35 kasus atau 10,45%). (Sumber: Polda DIY, 2022)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan
DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat” serta
mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan
berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai
permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma
sosial, dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga
dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman
dan tentram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung
dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik, dan status
kelas ekonominya.

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi
kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi
di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikatorkomposit
yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya
diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu
Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga- Lembaga
Demokrasi (Institution of Democracy).

Aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi
ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada
tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar
126,43. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, Skor IRBI 126,43
menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY kategori sedang.

Tabel II-61 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-

2021
Tahun Angka Indeks
2018 142,24
2019 140,92
2020 140,92
2021 126,43

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022
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Tabel II-62 Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional

Tahun 2021
Tahun IRBI DIY IRBI Rata-Rata Nasional
2021 126,43 138,93

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka IRBI DIY masih di
bawah rata-rata nasional. Namun demikian, angka IRBI DIY sebesar 126,43 masih
tergolong sedang sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko
bencana.

Terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi.
Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY di bawah merupakan
angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam 1 tahun terakhir di DIY . Pada
tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan di DIY adalah sebesar 2,18%. Angka ini
sempat turun menjadi 1,77% pada tahun 2017. Namun demikian pada tahun 2019 angka
prevalensi tercatat meningkat sebesar 0,53% menjadi 2,30%. Kenaikan angka prevalensi
penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan
mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal
tersebut masih bersifat insidental di mana tingkat keberlangsungan program rendah dan
efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya New
Psychoactive Substances atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

Tabel II-63  Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY Tahun 2014-

2019
Tahun 2014 Tahun 2017 Tahun 2019
2,18% 1,77% 2,30%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Tabel II-64 Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional

Tahun 2019
Peringkat Provinsi Angka Prevalensi Tahun 2019
(%)
1 Sumatera Utara 6,5%
2 Sumatera Selatan 5,0%
3 DKI Jakarta 3,3%
4 Sulawesi Tengah 2,8%
5 Daerah Istimewa Yogyakarta 2,3%
Rata-Rata Nasional 1,8%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi
Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional
dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-
rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan prevalensi
penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut.
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Dalam hal kondisi politik, stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu
kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum
diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif
dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian,
beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih
adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik
sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, black campaign dan praktik
menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY.

Tabel II-65 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun

Pileg Pilpres Pilkada
2004
Wilayah
2005/ | 2010/ | 2015/
2004 | 2009 | 2014 2009 | 2014 | 2019 2020
Putaran | Putaran 2006 2011 2017
I II
Kota 75,04 | 66,64 | 75,88 79,08 75,61 69,21 | 77,76 | 84,81 | 53,32 | 64,46 70,8 -
Yogyakarta
Kabupaten 92,11 | 74,08 | 81,2 85,24 82,63 79,11 | 81,31 | 87,89 | 76,52 73,69 | 75,33 | 80,32
Bantul
Kabupaten 87,04 | 73,37 | 80,64 85,41 82,96 73,46 | 79,32 | 86,5 75,66 69,7 79,32 -
Kulon Progo
Kabupaten 81,3 72,68 | 81,4 78,81 76,04 77,61 | 81,72 | 87,82 | 77,69 | 70,67 | 72,26 | 7599
Sleman
Kabupaten 82,41 | 75,14 | 78,53 79,12 75,26 75,36 | 76,89 | 8296 | 7527 | 71,87 | 70,12 | 80,18
Gunungkidul
DIY 84,13 | 72,94 | 80,02 80,93 77,79 75,97 | 79,84 | 88,68 | 71,69 | 70,08 | 73,57 | 70,83

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

I.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah
dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan
dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan
sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan
mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan advokasi serta sinergi.
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Tabel II-66 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun

2018-2022
. Tahun
Jenis PMKS/PPKS 2018 2019 2020 2021 2022

Penyandang Masalah 660.627 | 637.457 n/a | 102.746 n/a
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)/Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Anak Jalanan 67 72 n/a 47 132
Eks Psikotik 1.654 1.375 n/a 1.819 4.335
Pengemis 134 147 n/a 111 64
Gelandangan 190 197 n/a 123 72
Anak Balita Terlantar 762 620 n/a 441 431
Anak Terlantar 11.009 9.607 n/a 7.902 5.200
Korban Tindak kekerasan 762 697 n/a 560 238
Pemulung 467 465 n/a 412 327
Perempuan Rawan Sosial 12.454 12.365 n/a 12.407 11.526
Ekonomi

Lanjut Usia Terlantar 42.417 37.442 n/a 33.129 26.525
Penyandang Disabilitas 29.025 27.129 n/a 26.866 28.137
Penyandang Tuna Netra 2.015 1.728 n/a 2.192 1.958
Penyandang Tuna Rungu-Wicara 1.996 1.689 n/a 2.415 1.372
(data gabungan tuna

wicara,rungu,rungu-wicara)

Penyandang Tuna Daksa 8.761 6.488 n/a 7.630 9.575
Penyandang Tuna Grahita 7.153 6.099 n/a 8.336 2.019
Penyandang Disabilitas Mental 1.635 1.357 n/a 1.819 4.460
Penyandang Disabilitas Ganda 1.390 1.113 n/a 1.468 1.945
Jumlah penyandang disabilitas 301 185 170 185 555
miskin dan rentan yang menerima

bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar

Tidak diketahui jenis 5.131 7.212 n/a 2.021 1.394
kecacatannya

Tuna Susila 290 259 n/a 361 90
Bekas Warga Binaan Lembaga 247 225 n/a 170 157
Pemasyarakatan (BWBLP)

Korban Penyalahgunaan NAPZA 466 439 n/a 323 242
Keluarga Fakir Miskin 550.868 | 534.994 n/a n/a n/a
Keluarga Bermasalah Sosial 4.960 4979 n/a 4.515 4.165
Psikologis

Korban Bencana Alam 61 8 n/a 7.687 21.908
Korban Bencana Sosial 0 117 n/a 80 59
Pekerja Migran Bermasalah Sosial 303 327 n/a 278 208
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 3.712 4.193 n/a 5.127 5.617

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Data PMKS/PPKS di DIY dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, terlihat pada data
Tabel Perkembangan PMKS/PPKS DIY di atas, dari masing-masing jenisnya terdapat data
yg menunjukkan arah penurunan dan juga arah peningkatan. Pada tahun 2022 terlihat
data menurut jumlah terbesar terdapat pada Penyandang Disabilitas sebanyak 28.137
orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 36.525 orang, dan Korban Bencana Alam sebanyak
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21.908 orang. Pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial
perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk
PMKS/PPKS lainnya.

I1.3.1.6.1 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan
pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/ PPKS. Pembinaan terhadap PSKS
penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel II-67  Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2018-2022

Tahun
Jenis PSKS Satuan
2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Karang Taruna 438 438 438 438 438 | Kelompok
Tenaga Kesejahteraan Sosial 78 78 78 78 Orang
Kecamatan (TKSK) 78
Organisasi Sosial/Lembaga 381 381 387 316 283 | Unit

Kesejahteraan Sosial
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 5.020 5.130 | 5.130 | 5.057 | 3.020 | Orang

Taruna Siaga Bencana (Tagana) 1.030 1.068 736 | 1.091 662 | Orang

Wahana Kesejahteraan Sosial 223 263 263 229 304 | Kelompok
Berbasis Masyarakat (WKSBM)
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/PPKS melalui panti,
Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas
melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang
terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina
Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
(BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan
Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel [I-68 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021

Kapasitas Daya Tampung

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang 185 185 185 185 185
Disabilitas (BRTPD)
2 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 60 60 60 60 70
Sosial Wanita (BPRSW)
3 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan 300 300 300 300 300
Laras (BRSBKL)

No Nama Balai / Panti Sosial

4 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 80 80 80 80 80
Sosial Remaja (BPRSR)

5 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 214 214 224 228 214
(BPSTW)

6 Balai Rehabilitasi Sosial dan 140 140 140 140 125

Pengasuhan Anak (BRSPA)
Sumber: Dinas Sosial DIY 2023
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I1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor
yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena
tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam
menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki
peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada
aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan
ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

11.3.2.1.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (International Labor Organization) membagi
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua
kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari
komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja
dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk,
tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini
menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja
karena ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah
pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY
selama periode 2018-2022, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data BPS DIY, PUK DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 3.044,59 ribu orang
dan pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 3.217,87 ribu orang.

Tabel [I-69 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun

2018-2022

Jenis Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022
Angkatan Kerja 2.226,28 2.246,19 2.228,16 2.334,96 2.336,08
- Bekerja 2.151,25 2.174,71 2.126,32 2.228,52 2.241,13
- Penganggur 75,03 71,48 101,85 106,43 94,94
Bukan Angkatan 818,30 842,64 904,59 840,83 881,80
Kerja

Penduduk Usia 3.044,59 3.088,83 3.132,75 3.175,79 3.217,87
Kerja

TPAK (Persen) 73,37 72,72 71,12 73,52 72,60
TPT (Persen) 3,37 3,18 4,57 4,56 4,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2022 sebanyak 2.336,08 ribu orang
mengalami peningkatan 1,12 ribu orang dari Agustus 2021 sebesar 2.334,96 ribu orang.
Pada Agustus 2020, angkatan kerja di DIY sempat mengalami penurunan 0,8% dari tahun
sebelumnya sebagaimana merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak
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angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah
tangga. Pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja di DIY mulai ada peningkatan kembali
hingga Agustus 2022.

Pada Agustus 2022, sektor perdagangan menjadi sektor tertinggi penyerapan tenaga
kerja yaitu sebanyak 444,74 orang kemudian diikuti sektor pertanian dan industri
masing-masing menyerap sebanyak 402,04 ribu dan 387,21 ribu tenaga kerja. Meski
demikian, sektor perdagangan mengalami penurunan penyerapan tenaga Kkerja
dibanding Agustus 2021 sebesar 2,12%. Sedangkan pada sektor Akomodasi dan
Penyediaan makan dan minum mengalami kenaikan sebesar 1,61% dibanding Agustus
2021. Hal ini dikarenakan mulai normalnya mobilitas penduduk, sehingga pariwisata di
DIY berangsur kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19, kembalinya
pembelajaran tatap muka juga menjadikan maraknya kembali kos-kosan di DIY.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti
dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun
2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik
Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada
Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

I1.3.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antarajumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia
kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang
aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari
persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk
yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Menurut hasil Sakernas BPS, TPAK DIY pada periode Agustus 2018 hingga Agustus 2021
masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Agustus 2018, TPAK DIY adalah sebesar
73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga Agustus 2020 yang mencapai
angka 71,12% dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada Agustus 2021 dengan
angka sebesar 73,52%, namun pada Agustus 2022 TPAK DIY kembali mengalami
penurunan menjadi 72,60%. Angka TPAK sebesar 72,60% mengandung arti bahwa dari
100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 73 orang diantaranya disebut sebagai
angkatan kerja.

I1.3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak
mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi
perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan
kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan
kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah
angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja
tergantung adanya permintaan dan penawaran (supply and demand) tenaga Kkerja.
Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “Gap”
antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan
terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi
angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta
mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar
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penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat
pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum
mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini
perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia
pendidikan. Link & match berbasis market driven dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan perlu segera dilakukan.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan
salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung
mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup
tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata
belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. Supply tenaga
kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum
urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga Kkerja. Akibatnya,
pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di pedesaan.

TPT di DIY masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, namun
demikian jumlah pengangguran dan TPT semakin menurun yang menandakan perbaikan
ekonomi di DIY. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar
4,06%, mengalami penurunan 0,5% poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang
mencapai 4,56%. Sedangkan, apabila dilihat dari perkotaan dan pedesaan, diperoleh hasil
bahwa pada Agustus 2022 TPT di Perkotaan sebesar 4,78% jauh lebih tinggi dibanding
pedesaan yang hanya mencapai 2,06%. Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di
pedesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan
yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung
mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian
pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan.

Pada Agustus 2022 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi di DIY
yaitu mencapai 48,59% meskipun sudah turun dari kondisi Agustus 2021 yang mencapai
53,48%. Sementara itu, penganggur berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) pada
Agustus 2021 menempati posisi kedua yang mencapai 24,55% pada Agustus 2022 justru
menempati posisi penganggur paling sedikit yaitu sebesar 12,74%. Tingginya
penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang
semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk
mencari dan memilih.

Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya
Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi
jam kerja. Pada Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mengalami
penurunan sebanyak 355,31 menjadi 102,74 ribu orang dibanding dengan Agustus 2021
yang mencapai 458,05 ribu orang. Dari 102, 74 ribu orang tersebut terdiri dari
pengangguran (3,34 ribu orang), bukan angkatan kerja (7,54 ribu orang), sementara
tidak bekerja karena Covid-19 (1,88 ribu orang), bekerja dengan pengurangan jam kerja
(89,98 orang).

IL.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek
kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.
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Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak danhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan
adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi
Covid-19 turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain
Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat
lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum
Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan
terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak
dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga
dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi
pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada
bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian
untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks
Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan
dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak,
dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

I1.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara
perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama
dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama
sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan
sumbangan perempuan dalam pendapatan. Berdasarkan data Pembangunan Manusia
Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam
lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia. Sedangkan tren IPG DIY dari tahun
2018 sampai dengan 2021, terus mengalami peningkatan bahkan menjadi yang tertinggi
di Indonesia pada tahun 2021.

Tabel II-70 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi
2018 2019 2020 2021
DIY 94,73 94,77 94,80 94.88

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

11.3.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan
Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatbagi perempuan
dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang
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digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi
partisipasiberpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan
sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang
diukur melalui IDG. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2022, Capaian IDG terus
mengalami tren peningkatan dari 69,64 di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan
posisi berada di angka 76,57. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan
yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama
kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-
program pembangunan.

Tabel II-71 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi
2018 2019 2020 2021
DIY 69,64 73,59 74,73 76,57

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

I1.3.2.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender
adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2021, target dari indikator
prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 adalah sebesar
0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan
demikian maka target pada tahun 2020 belum tercapai. Capaian ini tercatat sama dengan
capaian di tahun 2020. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan
anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan
meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

e Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan
penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang
mencabut Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban
Kekerasan.

o Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentuknya UPT
PPA di kabupaten/kota.

e Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi multiplatform
komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.

e Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan
dan anak melalui Radio, Televisi dan Media Cetak.

e Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak
berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor
67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

e Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan
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Anak Korban Kekerasan semakin efektif.

o Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu
mengembangkan jaringan sampai tingkat Kapanewon dan kalurahan di DIY

e Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

Tabel II-72  Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut
Kelompok Umur dan Lokasi Tahun 2017-2022

Kabupaten/ Jenis Sub Elemen Tahun
Kota Kelamin 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Kelompok Umur
0-17Th 17 16 23 17 13 12
18-25Th 1 0 1 0 0 0
Laki-laki 25Th Keatfas : 2 0 0 0 0 0
Tempat Kejadian
Rumah Tangga 10 7 12 15 10 6
Tempat Kerja 4 3 4 1 1 2
Lainnya 6 6 8 1 2 4
Kulon Progo Kelompok Umur
0-17Th 19 18 46 63 44 42
18-25Th 8 24 27 13 14 9
Perempuan 25 Th Keatas 14 29 28 26 10 12
Tempat Kejadian
Rumah Tangga 30 52 76 79 55 55
Tempat Kerja 2 1 4 1 0 2
Lainnya 9 18 21 22 13 6
Kelompok Umur
0-17Th 24 32 49 33 46 27
8-25Th 4 2 4 6 6 1
Laki-laki 25Th Keattas : 4 5 7 5 7 0
Tempat Kejadian
Rumah Tangga 16 23 31 32 22 12
Tempat Kerja 4 5 13 4 21 6
Bantul Lainnya - 11 16 8 16 10
Kelompok Umur
0-17Th 30 48 98 75 80 44
18-25Th 19 20 59 22 53 20
25 Th Keatas 82 102 157 83 64 67
Perempuan | Tempat Kejadian
Rumah Tangga 90 138 233 127 160 110
Tempat Kerja 7 9 12 7 1 3
Lainnya 34 23 69 46 36 18
Kelompok Umur
0-17Th 10 6 3 2 19 18
18-25Th 2 - 0 0 3 0
Laki-laki 25Th Keat:as : 2 1 2 1 1 0
Tempat Kejadian
Rumah Tangga 10 4 4 2 7 7
Tempat Kerja 3 2 0 0 0 5
. Lainnya 1 1 1 1 16 6
Gunungkidul Kelorri’pok Umur
0-17Th 17 29 15 12 20 20
18-25Th 9 1 10 6 17 12
25 Th Keatas 17 19 20 11 22 33
Perempuan | Tempat Kejadian
Rumah Tangga 27 35 40 20 39 54
Tempat Kerja 6 3 1 0 2 3
Lainnya 10 11 4 9 18 -
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Kabupaten/ Jenis Sub Elemen Tahun

Kota Kelamin 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Kelompok Umur

0-17Th 60 56 69 63 38 29

18-25Th 6 5 1 1 1 2

.+ 1. | 25Th Keatas 14 24 10 2 1 1
Laki-laki Tempat Kejadian

Rumah Tangga 43 70 42 39 26 23

Tempat Kerja 14 8 15 10 2 3

Sleman Lainnya 23 7 23 17 12 6
Kelompok Umur

0-17Th 79 138 108 72 68 81

18-25Th 39 50 124 39 54 95

25 Th Keatas 155 194 291 125 106 148
Perempuan | Tempat Kejadian

Rumah Tangga 211 275 352 172 185 245

Tempat Kerja 17 64 20 8 4 16

Lainnya 45 43 151 56 39 63
Kelompok Umur

0-17Th 20 12 28 24 27 33

18-25Th 2 1 1 7 0 4

Laki-laki 25Th Keat.as ' 6 6 8 9 11 11
Tempat Kejadian

Rumah Tangga 16 10 19 21 29 30

Tempat Kerja 9 6 12 3 2 3

Kota Lainnya 2 3 6 16 7 15
Yogyakarta Kelompok Umur

0-17Th 50 53 55 80 63 81

18-25Th 79 88 73 141 135 149

25 Th Keatas 342 299 152 328 312 331
Perempuan | Tempat Kejadian

Rumah Tangga 275 380 210 438 431 447

Tempat Kerja 15 22 15 14 10 23

Lainnya 43 38 55 97 69 91

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

I1.3.2.2.4 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari
dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Pada tahun 2020,
dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada anak laki-laki
maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki
berkisar 19,16%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat 108%
di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka dispensasi kawin kembali menurun.
Penurunan ini salah satunya didukung oleh penegakan peraturan Mahkamah Agung no 5
tahun 2019 bahwa UPT PPA harus mengawal permohonan dispensasi menikah lewat
pengadilan agama sejak Mei 2021.

Tabel II-73  Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021 Menurut Jenis
Kelamin
Dispensasi Kawin
No PA Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Laki- Perempuan Laki- Perempuan Laki- Perempuan
laki p laki p laki p
1 | PA Wates 30 15 48 71 23 56
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Dispensasi Kawin
No PA Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Laki_- Perempuan Lak?- Perempuan Laki- Perempuan

laki laki laki
2 | PA Bantul 41 82 56 113 58 104
3 | PA Wonosari 49 59 49 188 46 172
4 | PA Sleman 134 120 169 189 114 119
5 | PA Yogyakarta 33 20 20 56 13 51
D.I. Yogyakarta 287 296 342 617 254 502

Keterangan: Data kondisi per 31 Desember 2018, 2020 dan 2021
Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta/Pengadilan Agama

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan,
ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di
PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang
lain meskipun pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ditemui pula alasan seperti
mencegah hal negatif.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan pada tahun 2018 hingga 2021 mengenai
perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman
menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul.
Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah.
Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi
kawin. Dalam kurun waktu 4 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya
meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 menjadi 358 dispensasi
kawin pada tahun 2020 dan 233 dispensasi kawin pada tahun 2021. Lebih lanjut,
mengenai kondisi terkini Pengadilan Agama Sleman mendapatkan bahwa permohonan
dispensasi perkawinan tahun 2022 lebih banyak dari 2021. Pengadilan Agama
Kabupaten Sleman mencatat pada 2022 ada 253 permohonan dispensasi perkawinan
yang terhalang syarat usia. Dari ratusan permohonan itu sebagian besar merupakan
perkawinan anak karena hamil di luar nikah atau kehamilan tidak direncanakan (KTD).

Tabel II-74 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2021 Menurut
Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin

2018 | 2019 2020 2021
No | Kota/Kabupaten
L+P | L+P L | P | L+ L | P [L+P
Dispensasi Perkawinan
1 | Kota Yogyakarta 47 50 9 33 42 8 23 31
2 | Kabupaten Bantul 75 123 56 113 169 56 91 | 147
Kabupaten
3 | Gunungkidul 79 108 151 190 341 169 49 | 218
Kabupaten
4 | Sleman 128 254 169 189 358 94 139 | 233
Kabupaten Kulon
5 | Progo 47 45 48 71 119 0
6 | DIY 376 580 433 | 596 1029 | 327 302 | 629
Anak Menikah di Bawah Umur
1 | Kabupaten Bantul 70 74 101 56 157 65 141 | 206
Kabupaten
2 | Gunungkidul 79 108 151 190 341 169 49 | 218
Kabupaten Kulon
3 | Progo 0 27 60 87
Kabupaten
4 | Sleman 241 149 390 94 19 | 113
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2018 | 2019 2020 2021
No | Kota/Kabupaten
L+P L+P L P L+P L P L+P
5 | Kota Yogyakarta 25 26 4 22 26 4 16 20
6 | DIY 174 208 497 | 417 914 | 359 | 285 | 644
Kasus Perkawinan Anak
1 | Kabupaten Bantul 0 56 120 | 176
Kabupaten
2 | Gunungkidul 79 108 151 190 341 169 49 | 218
Kabupaten Kulon
3 | Progo 0 73
Kabupaten
4 | Sleman 184 149 333 28 28 56
5 | Kota Yogyakarta 48 23 23 46
6 | DIY 79 156 358 | 339 697 | 253 197 | 569

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama DIY, 2021
Kementerian Agama DIY, 2021

I1.3.2.2.5 Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2020-2021 cenderung
menurun. Data memperlihatkan bahwa angka kasus ABH yang ditangani BPRSR Dinas
Sosial DIY pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode
2018-2019. Meskipun demikian, ada kenaikan angka anak yang berhadapan dengan
hukum berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2021 terdapat 1 ABH perempuan di Bantul dan 2 ABH perempuan di Sleman.
Sedangkan ABH laki-laki tersebar di seluruh kabupaten di DIY dengan jumlah terbanyak
di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, jika dilihat
dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan
tahun-tahun sebelumnya di mana kemunculan ABH paling banyak terjadi di kawasan
perkotaan dan sub urban.

Tabel II-75 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2020-

2021
Tahun 2020 Tahun 2021
NO Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Asal L+P L+P
L P L P
1 | Kulon Progo 7 0 7 3 0 3
2 | Bantul 23 0 23 22 1 23
3 | Gunungkidul 6 0 6 3 0 3
4 | Sleman 38 1 39 19 2 21
5 | Yogyakarta 24 1 25 12 0 12
D.I. Yogyakarta 98 2 100 59 3 62

Keterangan: Merupakan ABH yang ditangani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial
DIY. BPRSR dan di BPRSPA/ Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY

I.3.2.3 Urusan Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah
hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan
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pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua
indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Ketahanan pangan dilihat dari
tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga
aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan
cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan
pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

I1.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok
pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan
pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan
pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan
suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk,
yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2021 di DIY sebesar 96,80 jauh
lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 87,2. Tingkat dan kualitas konsumsi
pangan tercermin dari skor PPH. Capaian skor PPH di atas 90 merupakan kategori cukup
ideal yang mendekati angka ideal 100, sehingga kualitas konsumsi pangan di DIY masih
lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian tingkat asupan konsumsi pangan di DIY
masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras, sehingga
perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya
adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi
umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di
bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Hal ini menjadi
tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan
berkesinambungan. Untuk itu, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan
yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha,
perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/kegiatan
penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi,
promosi dan sosialisasi.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang
semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan
perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang
memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus
digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha
pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah
tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi
B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang
semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan
atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah
B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah
maupun impor. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis
dan Jumlah Cadangan Pangan Pemda, jenis pangan pokok untuk cadangan pangan berupa

[1-120



beras ditetapkan sebanyak 322 ton. Pada tahun 2022, terjadi pengeluaran Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bantuan bencana sebesar 11,658 ton, sehingga
sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah cadangan pangan sebesar 280,884 ton. CPPD
tersebut dititipkan di BULOG sebesar 31,875 ton dan di Taru Martani sebesar 249,009
ton. Dari jumlah CPPD yang ditetapkan, masih kekurangan sebesar 41,116 ton.
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Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-56 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2022

I1.3.2.3.2 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase
pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding
dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2022 sebesar
Rp628.845 (42,48%) sedikit lebih besar daripada tahun 2021 Rp594.622 (41,94%).
Capaian tahun 2021 telah melebihi target akhir RPJMD 38,65%. Kondisi pandemi selama
tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak
pada turunnya pendapatan masyarakat. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase
pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Tabel II-76 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2018-2022 (Rupiah)

Jenis 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran
Non Makanan 773.649 793.281 832.693 823.248 851.530
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Jenis 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran
Makanan 529.012 546.445 579.279 594.622 628.845
Total 1302.661 | 1339726 | 1411972 | 1417870 | 1.480374

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai
indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah
tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut
semakin rawan pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021, ada peningkatan
persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar 0,54% poin.
Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur
dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian,
ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya
pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan
tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan
indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan urusan pangan. Rokok yang juga
merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan
dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau,
tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. Sesuai teori
yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat
meningkat di suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.

Hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kalurahan yang ada di seluruh DIY
tahun 2022 melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan
(data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak
adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. Terdapat 1
kapanewon, yaitu Kapanewon Pajangan dan 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari,
Wirokerten, dan Jambidan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam kategori waspada
pangan (kuning).

Jumlah kalurahan rawan pangan di DIY menurun dari 7 kalurahan pada 2018 menjadi 4
kalurahanpada tahun 2020 dan menjadi 0 kalurahan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini
dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta
aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk
menurunkan jumlah kalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan
peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di
kalurahan tersebut.
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Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-57 Kalurahan Rawan Pangan 2018-2022
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Peta komposit Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022 ini menunjukkan
adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan (Prioritas
1, 2 dan 3). Perbandingan hasil komposit FSVA Tahun 2021 dan 2022 tersaji pada tabel
berikut:

Tabel II-77 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 - 2022

Jumlah Kapanewon Persentase
Prioritas 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Prioritas 1 0 0 0 0% 0% 0%
Prioritas 2 0 1 1 0% 1,3% 1,3%
Prioritas 3 1 4 3 1,3% 5,1% 3,8%
Prioritas 4 17 16 5 21,8% 20,5% 6,4%
Prioritas 5 35 40 30 44,9% 51,3% 38,5%
Prioritas 6 25 17 39 32% 21,8% 50%

FSVA DIY Tahun 2022 mencakup 78 kapanewon/kemantren yang disusun menggunakan
9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan pangan,
aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Situasi ketahanan pangan di DIY
Tahun 2022 menglamai perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah
kapanewon/kemantren rentan (prioritas 1-3) menurun dari 5 kapanewon/kemantren di
tahun 2021 menjadi 4 kapanewon/kemantren di tahun 2022. Terdapat pergeseran lokasi
rentan (prioritas 1-3) dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil peta komposit FSVA tahun
2022 menunjukkan kapanewon/kemantren rentan rawan pangan saat ini berada di
wilayah Kota Yogyakarta, yaitu: Kemantren Mergangsan, Kraton, Mantrijeron dan
Danurejan. Karakteristik kapanewon/kemantren rentan pangan ditandai dengan
persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya rumah tangga
tanpa akses air bersih dan angka kesakitan yang tinggi.

I1.3.2.3.3 Distribusi Pangan

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu
upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani
Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI)
menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi
harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai
harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan
market place online seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan
memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan
pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini
diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara
kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan
fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat
melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan
Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 164
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Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga
komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94
Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

I11.3.2.3.4 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY konstan namun cenderung menurun dari tahun
2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 konsumsi energi penduduk DIY sebesar
2.216,34 Kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2021 konsumsi energi penduduk DIY
menurun menurun menjadi 2.146,57 Kkal/kapita/hari Terjadi surplus ketersediaan
energi yang pada tahun 2021 berada pada angka 3.735 namun tingkat konsumsi energi
justru berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.
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Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-58 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY
Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 68,7
gram/kapita/hari dan sedikit naik menjadi 69,00 gram/kapita/hari pada tahun 2021.
Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang
dianjurkan 57 gr/kapita/hari.
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Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-59 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY
(Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok padi-padian tahun2021 sebesar 100,9 kg/kap/tahun lebih
rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 102,40 kg/kap/tahun. Konsumsi energi
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kelompok daging tahun 2021 sebesar 16,3 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun
2020 yang mencapai 17,9 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan
ditahun 2020 secara berturut turut adalah 8,5 kg /kap/tahun, 3,5 kg/kap/tahun, dan 12,4
kg/kap/tahun. Untuk konsumsi kelompok telur mengalami peningkatan dari tahun 2020
sebesar 7,90 kg/kap/tahun, sedangkan kelompok susu dan ikan sedikit mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2020 berturut turut 37 kg/kap/hari, 12,5 kg/kap/hari.

Tabel II-78 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY
Tahun 2018-2022

Kelompok Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)

Bahan Pangan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

I. Padi-padian 108,70 | 104,50 | 102,40 | 100,90 | 98,40
a. Beras 88,30 | 83,40 | 82,20 | 81,40 | 80,60
b. Jagung 0,70 0,80 1,40 0,70 0,70
c. Terigu 19,70 | 20,30 | 18,80 | 18,80 17,10

II. Umbi-umbian 11,80 | 11,70 | 1290 | 16,70 | 15.49
a. Singkong 7,90 7,20 830 | 11,40 10,90
b. Ubi jalar 1,80 1,80 1,90 2,40 2,20
c. Kentang 2,1 2,70 2,70 2,90 3,20

I1I. Pangan Hewani 40,80 | 42,40 | 42,00 | 3998 | 40.68
a. Daging ruminansia 6,10 7,80 6,90 5,50 5,48
b. Daging unggas 10,10 10,70 11,00 10,80 10,81
c. Telur 8,30 8,10 7,90 8,50 8,51
d. Susu 4,00 3,80 3,70 3,50 3,48
e. lkan 12,30 | 12,00 | 12,50 | 12,40 12,40

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada
tahun 2021 mengalami peningkatan daripada tahun 2020. Begitu juga untuk produksi
telur dan daging unggas, tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang
sebelumnya sempat mengalami penurunan dari tahun 2019.
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Gambar II-60 Produksi Daging di DIY Tahun 2017-2021 (Ton/Tahun)
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Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-61 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)
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Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-62 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)

I1.3.2.3.5 Pengawasan Pangan

Aspek keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan,
diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan
segar dan olahan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat
banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu mengandung bahan
berbahaya (cemaran kimia), cemaran mikroba (cemaran biologis) serta benda-benda
yang tidak diperbolehkan dalam pangan (cemaran fisik). Oleh karena itu pengawasan
keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui
Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif berdasarkan kewenangan
masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis pada pangan
segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan
Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP), pasca panen dengan
Good Handling Practices (GHP), pengolahan dengan Good Manufacturing Practices (GMP),
distribusi dengan Good Distribution Practices (GDP) dan Good Retailing Practices (GRP),
sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman
dikonsumsi.

Adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendukung terjaganya
keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat DIY
melalui pengawasan pre market dan post market. Pada tahun 2022 ini sudah ada 28
kelompok usaha yang memperoleh izin edar Produk Domestik (PD) untuk Pangan Segar
Asal Tumbuhan (PSAT) tersebar di Sleman 13 unit, Kulon Progo 3 Unit, Bantul 10 Unit
dan Kota Yogyakarta 2 unit. Selanjutnya sudah terbit 9 Sertifikat Penerapan Penanganan
yang Baik (SPPB) PSAT untuk unit penanganan PSAT. terakhir Perpanjangan Sertifikat
Packing House (PH) pada tahun 2022 diberikan kepada 1 unit usaha rumah kemas.

I.3.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom,
denganberlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY,
Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan
menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.
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Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada
masa Swapraja, Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan)
dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak
pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu)
dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindung, anganggo turun-
temurun, dan hanggayuh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan
istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan
tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang- undang
tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais)
DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Pasal
45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umumPemerintah
Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan
tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013
mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan
tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan:

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan
pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU Nomor 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan TanahKasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang
tanah kasultanan dan tanah kadipaten padadasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan
dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam
Pasal 3 Perdais DIY Nomor 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan
pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan
kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang
dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari
penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud
denganpemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan
dan tanah kadipaten.

Dalam rangka menjalankan urusan pertanahan Pemda DIY telah melakukan penerbitan
IPL sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan
untuk mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah. Izin
penggunaan lokasi (IPL) yang telah diterbitkan dari tahun 2015-2022 sebanyak 24 SK
IPL.

Pada tahun 2022 telah terbit Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran
tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta acuan dalam penyesuaian sertifikat pada
tanah kalurahan.

Capaian sasaran pemda bidang pertanahan diukur berdasarkan indikator bidang tanah
kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta
dimanfaatkan. Pada tahun 2022 capaian sebesar 22.242 bidang didapatkan dari
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realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.837 bidang
Tanah SG/ PAG ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 8.405
bidang. Capaian indikator tersebut dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-79 Capaian Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang
Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2018-2022

Tahun
Sasaran/

No Indikator

Satuan
2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,
Kadipaten dan tanah desa

1 Bidang tanah | Bidang 7.928 10.279 12.437 15.335 22.242
kasultanan,
kadipaten
dan tanah
desa yang
terfasilitasi
untuk
dikelola serta
dimanfaatkan

Sumber: DPTR DIY, 2022

Capaian program pemda fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah
kadipaten dan tanah desa dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Capaian ini
diukur melalui indikator persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan
tanah desa. Pada tahun 2022 capaian sebesar 98,12% dari target tahun 2022 sebesar
88,67% Capaian ini didukung melalui realisasi pengelolaan tanah kasultanan dan
kadipaten (bobot 60%) yaitu sebesar 50,05% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah,
pemeliharaan dokumen dan pengawasan ditambah realisasi pemanfaatan tanah
kasultanan dan tanah kadipaten (bobot 40%) sebesar 24,06% yang terdiri dari aspek
pendaftaran tanah desa, penetapan peraturan desa dan pengajuan kekancingan.

Tabel [I-80 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2018-2022

Tahun

Program/ Satuan

No :
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan Tanah Desa

1 Persentase % 31,57 46,51 61,25 74,11 98,12
tertib
administrasi
tanah
kasultanan,
kadipaten
dan tanah
desa

Sumber: DPTR DIY, 2022
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Pemenuhan alas hak terkait tanah/sertifikasi juga dilakukan pada tanah dengan status
tertentu seperti adanya tanah tutupan, tanah enclave dan tanah yang diperoleh dari
proses tukar menukar dengan tanah kas desa. Tanah dengan status tertentu sampai
dengan saat ini belum dapat dilakukan legalisasi atau diberikan alas hak yang
mengakibatkan pemanfaatan tanah belum dapat dilakukan secara optimal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel I[I-81 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY

Kapanewon/ .

No Kabupaten Kalurahan Bidang Luas Keterangan

1 Bantul Kap. Kretek 256 1.080.840 | Terletak di eks
Kal. Prangtritis bidang m2 Padukuhan Sono dan

Grogol

Kap. Sanden 21 80.207 m2 | Terletak di Padukuhan
Kal. bidang Karanganyar
Gadingharjo

2 Kulon Progo Kap.Kokap 1 bidang | 104.115 | Terletak di Padukuhan
Kal. m2 Tapen, Grindang dan
Hargomulyo Tlogolelo

Sumber : DPTR, 2022

Tabel II-82 Inventarisasi Tanah Enclave di DIY

No | Kabupaten Kapanewon Kalurahan Luas (m2)
Tanah Enclave Kasunanan
1 Bantul Karangtengah, Kebonagung,
Imogiri Girirejo, Karangtalun, Mangunan, | 21.909.603
Imogiri
Dlingo Ef;:;;j’;{g;gigmulyo' Muntuk, 48.308.074
Pleret Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran 14.890.068
Banguntapan Singosaren, Jagalan 1.007.301
Total 87.091.776
Tanah Enclave Mangkunegaran
2 | Gunungkidul | Gedang Sari Tegalrejo 10.086.716
Ngawen Sambireo, Tancep. Wam Sgar | 19896943
Total 58.983.659
Tanah enclave Kasunanan + Tanah enclave Mangkunegaran 94.725.707

Sumber : DPTR, 2022

Sesuai ketentuan yang ada, pemanfaatan SG dan PAG dilakukan melalui permohonan
pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan tata ruang, yang kemudian akan
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diterbitkan kekancingannya. Terkait dengan pemanfaatan SG/PAG secara umum
pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan meskipun masih terdapat
pelanggaran pemanfaatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Pada tahun 2019
permohonan kekancingan yang masuk sebanyak 282 permohonan dan telah terbit
rekomendasi sebanyak 106. Pada tahun 2020 permohonan kekancingan yang masuk
sebanyak 656 dan telah terbit rekomendasi sebanyak 417. Pada tahun 2021 terdapat 323
permohonan kekancingan yang masuk dan telah terbit rekomendasi sebanyak 585. Pada
tahun 2022, permohonan izin kekancingan yang sudah terbit rekomendasi sebanyak 102
permohonan.

I1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

I1.3.2.5.1 Kualitas Air Sungai

Pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara
periodik setiap tahun, yaitu pada Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan
dilakukan pada titik - titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut
adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau
belum yang menjadi salah satu langkah dalam upaya penentuan kebijakan program dan
kegiatan dalam pengendalian pencemaran air sungai. Hasil pemantauan digunakan
sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Air di DIY.

Tabel II-83  Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2022

No Nama Sungai Indeks Pencemaran keterangan
1 Bedog 5,45-10,33 cemar sedang - cemar berat
2 Belik 3,62-11,90 cemar ringan - cemar berat
3 Bulus 4,54 - 8,05 cemar ringan - cemar sedang
4 Code 3,06 -22,84 cemar ringan - cemar berat
5 Gajahwong 3,66-12,38 cemar ringan - cemar berat
6 Kuning 3,17 -9,37 cemar ringan - cemar sedang
7 Konteng 6,82-11,94 cemar sedang - cemar berat
8 Oyo 524-773 cemar sedang

9 Tambak Bayan 5,28 -16,08 cemar sedang - cemar berat
10 | Winongo 3,57-9,85 cemar ringan - cemar sedang

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Dari data indeks pencemaran air sungai di DIY tersebut, dengan jumlah data titik pantau
sebanyak 271 titik diperoleh nilai indeks kualitas air sungai (IKA) di DIY pada tahun 2022
sebesar 32,14. Nilai IKA di DIY merupakan nilai agregasi nilai IKA Provinsi dan nilai IKA
Kabupaten/Kota di DIY. Angka IKA tersebut, belum memenuhi target tahun 2022 yang
merupakan akhir periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sebesar 42,50.

a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah
tanggamaupun peternakan dan UMKM.

b. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif
mempertimbangkan daya tampung beban pencemar.
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c. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan
vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga
berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai
mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat
pencemar relatif tetap.

d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor
pertanian masih banyak.

e. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman,
kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan
peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.

f. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan
beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Dampak lain dengan tercemarnya air sungai di DIY adalah pemanfaatan untuk air baku
air minum PDAM menjadi tidak dapat dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya
harus mengambil air baku dari sumber mata air di lereng Gunung Api Merapi yang berada
di Kabupaten Sleman, sebab kualitas air yang masuk perkotaan Yogyakarta masih buruk.
Hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena
harus mengambil dari kabupaten lain.

Pemerintah DIY membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh
bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan
membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah
pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pecinta sungai
maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah
yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih
lemah.

I1.3.2.5.2 Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY.
Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian
dilakukan di 5 Kabupaten/Kota dengan total 472 sampel. Lokasi-lokasi tersebut telah
ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang
terdapat di wilayah DIY. Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-
sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan
industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit. Hasil pengujian kualitas air tanah di DIY
pada tahun 2022 (data masih sementara) masih menggunakan hasil tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

Tabel [1-84  Hasil Pengujian Kualitas Air Tanah Tahun 2021

Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana Sarana Sarana Tidak
diambil Sampel Memenuhi Memenuhi
Syarat Syarat
Bantul 221 167 54
Kulon Progo 18 6 12

[1-132



Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana Sarana Sarana Tidak
diambil Sampel Memenuhi Memenuhi
Syarat Syarat
Gunungkidul 16 16 0
Sleman 133 10 105
Yogyakarta 84 78 6
Total 472 277 177

Sumber: IKPLHD, 2022 (data masih bersifat sementara)

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kualitas air sumur yang tidak memenuhi syarat
sebanyak 177 sarana, dengan lokasi terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu
sebanyak 105 sarana dan untuk sarana di Kabupaten Gunungkidul semua memenubhi
persyaratan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air tanah Kabupaten Sleman layak
menjadi perhatian. Salah satu dampak pencemaran air tanah terhadap manusia adalah
penyakit diare. Pada tahun 2022 tercatat ada 15.602 kasus baru penyakit diare di DIY.
Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah antara lain:

o Perubahan penggunaan lahan yang belum sesuai tata ruang, sehingga resapan air
tanah berkurang karena semakin banyaknya lahan terbangun yang menghalangi
infiltrasi air bukan ke dalam tanah.

o Pengelolaan jamban terpadu yang belum optimal, khususnya bagi keluarga yang
memiliki jarak jamban dengan sumur yang masih di bawah 10 meter. Selain itu
beberapa IPAL komunal yang dibangun pemerintah, kurang dalam
pemeliharaannya, sehingga menjadi jenuh dan justru IPAL komunal ini menjadi
sumber pencemaran air yang baru.

o Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa di DIY yang masih menggunakan air
tanah untuk keperluan operasional sehari-hari tanpa didukung penggunaan
teknologi hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air tanah secara berlebih.

o Kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan
masih melakukan pembuangan limbah domestik sembarangan.

I1.3.2.5.3 Kondisi Kualitas Udara

Pemantauan udara di DIY pada tahun 2021 tidak lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY melainkan oleh Pemerintah Pusat dengan metode Manual
Passive. Lokasi pemantauan udara meliputi perwakilan daerah padat transportasi,
industri, permukiman dan perkantoran. Parameter kualitas udara yang digunakan adalah
NO_ dan SO dan tersaji pada tabel berikut:

Tabel II-85 Indeks Kualitas Udara (IKU) DIY Tahun 2022

Perhitungan Indeks
Rataan Per Parameter Indeks Dibagi Baku Mutu | Rataan
No | Kabupaten/ IKU
NOZ(Amg/mS) S0; (Amg/m3) NOZ(Amg/mS) S0- (Amg/m3)
(Nitrogen (Sulfur (Nitrogen (Sulfur Indeks
Dioksida) Dioksida) Dioksida) Dioksida)
1 |Bantul 14,35 6,66 0,36 0,33 0,35 86,34
2 |Sleman 12,91 9,07 0,32 0,45 0,39 83,99
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Perhitungan Indeks
Rataan Per Parameter |Indeks Dibagi Baku Mutu | Rataan
No Kabl‘(‘gf;e“/ IKU
NO2(Amg/m3) | SO, (Amg/m3) | NQ,(Amg/m3) | SO, (Amg/m3)
(Nitrogen (Sulfur (Nitrogen (Sulfur Indeks
Dioksida) Dioksida) Dioksida) Dioksida)
3  |Kota 12,79 4,27 0,32 0,21 0,27 90,74
Yogyakarta
4 |Kulon Progo 9,94 5,29 0,25 0,26 0,26 91,32
5  |Gunungkidul 10,26 3,75 0,26 0,19 0,22 93,21
6 |DIY 12,05 5,81 0,30 0,29 0,30 89,12

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Hasil pemantauan terhadap sampel udara pasif di DIY tahun 2022 menunjukkan kualitas
udara masih tergolong baik. Hasil perhitungan data kualitas udara dengan metode
passive sampler diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,12. Nilai IKU
tersebut masih di bawah target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 89,74 namun
mengalami peningkatan dibanding IKU tahun 2021 sebesar 88,57.

Upaya pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi
dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja agar masyarakat
menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan
mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar
memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti car free
day setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran
udara di DIY.

I1.3.2.5.4 Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan status hutan, luas hutan DIY mencapai 98.396,53 ha yang terdiri atas hutan
negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah seluas
19.133,95 ha dan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah (hutan rakyat) dengan luasan mencapai 79.262,58 ha. Data luasan hutan DIY
berdasarkan status dan fungsi hutan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel [I-86 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan Tahun
2018-2022
Luas (ha)
No Status/Fungsi
2018 2019 2020 2021 2022

A Berdasarkan status hutan

1 Hutan Negara 19.036,42 | 19.036,42 | 19.036,42 | 19.036,42 19.035,09
2 Hutan rakyat 78.400,27 | 78.400,27 | 79.262,58 | 79.262,58 | 65.874,36*
B Berdasarkan fungsi hutan

1 Hutan konservasi 3.455,42 3.455,42 3.455,42 3.455,42 3.454,09
2 Hutan lindung 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
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Luas (ha)

No Status/Fungsi
2018 2019 2020 2021 2022

3 Hutan produksi 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421

*) Sementara
Sumber : Dataku Bappeda DIY 2022

Berdasarkan kondisi hutan DIY yang luasnya mencapai 98.396,53 ha, masih terdapat
lahan kritis baik diluar maupun didalam kawasan hutan yang memerlukan penanganan.
Luas lahan kritis secara nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dimana surat keputusan tentang penetapan lahan kritis nasional
terakhir ditetapkan tahun 2018 dengan SK Nomor
SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, luas lahan kritis di DIY ditetapkan seluas
79,123,00 ha. Sampai dengan tahun 2022, DIY telah melakukan kegiatan reboisasi dan
penghijauan untuk mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan
(RHL) baik melalui sumber dana APBD/APBN maupun swasta yang dilakukan oleh DIY
periode 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel II-87 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2022

No Tahun Plgll_lall‘{sanaan Luas (ha) % rehazil!iigassi lahan
1 2018 311,04 0,39
2 2019 1.099,00 1,39
3 2020 985,42 1,25
4 2021 922,22 1,17
5 2022 1.162,50 1,47
TOTAL 4.480,18 5,66

Sumber : Dinas LHK 2022

Berdasarkan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai IKTL, kondisi tutupan
lahan sangat berpengaruh terhadap nilai IKTL sebagai komponen nilai IKLH. Kualitas
lahan dinilai melalui perhitungan IKTL dimana nilai IKTL menggambarkan kualitas
tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
Untuk menghitung IKTL, diperlukan data luas tutupan lahan (LTL) yang dihitung dari
penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan
lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan
tanaman.

2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan,

sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan
lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen),

3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman
hayati,

4. Rehabilitasi hutan dan lahan.
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Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2022, nilai IKTL DIY memiliki
kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi
58,82 di tahun 2022. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi
nilai IKTL tersebut maka upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan
rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY.
Data capaian IKTL DIY 2018-2022 sebagaimana grafik berikut ini.
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Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2018 2019 2020 2021 2022
WIKTL 555 60,86 58,18 59,7 60,86 58,32 63,05 58,34 66,2 58,82

Nilai IKTL

Gambar II-63 Data capaian IKTL DIY 2018-2022

I1.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di
sektor lain seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi. Administrasi kependudukan
merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang
merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya
yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari
pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan
penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan
penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2022, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.841.337 orang dari total
jumlah penduduk sebanyak 3.693.834 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP
yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.833.136 orang atau dengan kata lain
persentase angka perekaman KTP-el sebesar 99,71%
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Tabel II-88 Penduduk DIY yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik
Tahun 2022 (Orang)

Tahun Jumlah Jumlah Wajib | Jumlah Wajib KTP Angka
Penduduk KTP Telah Perekaman Perekaman
2017 3.587.921 2.736.850 2.695.705 98,50%
2018 3.631.015 2.778.157 2.728.559 98,21%
2019 3.656.108 2.801.298 2.781.908 99,31%
2020 3.671.189 2.817.907 2.809.057 99,69%
2021 3.677.446 2.827.301 2.812.568 99,48%
2022 3.693.834 2.841.337 2.833.136 99,71%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2023

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 98,28%, bisa diartikan bahwa dari
jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 895.931 orang,
ada sekitar 880.552 anak yang sudah memiliki akta kelahiran 1,72% dari jumlah anak
tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkan antara lain ketiadaan biaya
pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh
pemerintah.

Tabel II-89 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-

2022

umlah Anak Memiliki Akta Cakupan Kepemilikan

Tahun Jumlah Anak : Kelahiran AktapKelahil:'an Anak
2017 954.963 905.692 94,84%
2018 960.762 906.734 94,38%
2019 952.767 900.449 94,51%
2020 956.606 904.743 94,58%
2021 952.330 899.391 94,44%
2022 895.931 880.552 98,28%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2023

Selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY
total kepemilikan KIA sejumlah 847.783. Sampai dengan Desember 2022 terdapat
671.513 anak atau 79,12% yang telah memiliki KIA dari total 848.773 wajib KIA di DIY.
Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat
kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di
tingkat yang lebih lanjut. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan
akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Dibidang penerbitan akta
kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

Tabel II-90 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun
2017-2022

Tahun Jumlah KIA Wajib KIA Persentase Kepemilikan

2017 136.885 851.071 16,08%
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Tahun Jumlah KIA Wajib KIA Persentase Kepemilikan
2018 319.279 852.858 37,44%
2019 476.662 854.810 55,76%
2020 563.773 824.684 68,36%
2021 635.866 848.361 74,95%
2022 671.513 848.773 79,12%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir
2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361
wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan
cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses
Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta
kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

I1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang
harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya
untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan
masyarakat,setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang
akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas
pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif,
pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi
produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel [I-91  Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022

Status IDM
Tahun
Sangat Tertinggal | Tertinggal | Berkembang | Maju Mandiri
IDM 2018 0 5 175 183 29
IDM 2019 0 0 139 204 49
IDM 2020 0 0 99 226 67
IDM 2021 0 0 72 211 109
IDM 2022 0 0 11 197 184

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM pada Tahun
2022, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal.
Namun demikian, masih terdapat 11 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari
total 392 Desa/Kalurahan di DIY.
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Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat
baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain
sebagai berikut.

11.3.2.7.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi
masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana
peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses
pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap
kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel [1-92  Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun

2022
No Kabupaten/ Kota LPMD LPMK Jumlah

1 Kab. Bantul 75 - 75
2 Kota Yogyakarta - 46 46
3 Kab. Kulon Progo 87 - 87
4 Kab. Gunungkidul 144 - 144
5 Kab. Sleman 86 - 86

Total 392 46 438

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

11.3.2.7.2 Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan
dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai
strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu
diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel II-93  Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021

Kabupaten/ 2018 2019 2020 2021
Kota Total | Aktif Proporsij Total | Aktif |Proporsi| Total | Aktif Proporsi Total | Aktif Proporsi

Kulon Progo | 960 | 776 | 80,83 | 960 [ 792 82,50 | 960 | 827 | 86,14 | 959 | 698 | 728
Bantul 1.141 | 913 80,01 | 1.141 913 80,01 1.139 | 912 80,07 | 1.016 | 754 74,2
Gunungkidul | 1465 | 1245 | 84,98 | 1468 [ 1.299 | 8848 | 1469 | 1.345 | 9155 | 1.470 [ 1374 [ 935
Sleman 1.529 | 1197 78,28 | 1.530 | 1.233 80,58 418 158 37.79 1.534 | 1.035 67,5
Kota 623 379 60,83 623 366 58,74 623 393 63,08 623 445 71,4
Yogyakarta

DIY 5.718 | 4510 | 78,87 | 5.722 | 4.603 80,44 |4.609|3.635| 78,86 |5.602|4.306| 76,9

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Jumlah Posyandu yang aktif tercatat berkurang dari 4.510 tahun 2018, menjadi 4.306
tahun 2021. Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang paling berhasil mendorong
Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan
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masyarakat di bidang kesehatan, yangditunjukkan dengan data bahwa 93,5% posyandu
secara aktif memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2021.

11.3.2.7.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yangada
di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat
yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang
sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada
dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan
instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui
pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2022 disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel I1-94 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2022

No Kabupaten Kk all llll?;::ll;n > Tahun
018 2019 2020 2021 2022
1 Kab. Bantul 75 50 50 68 68 72
2 Kab. Kulon Progo 87 87 87 87 87 87
3 Kab. Gunungkidul 144 92 119 133 133 144
4 Kab. Sleman 86 50 50 55 61 63
Jumlah 392 279 306 343 349 366

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

I11.3.2.7.4 Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data
kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat
kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang
akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi
yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar
dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui
pelatihan entry profildesa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta
dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba kalurahan
sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

Tabel II-95 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa Tahun

2018-2021
Kalurahan Yang Telah
No Kabupaten/Kota kalurahan/ | Mempunyai Profil Kalurahan %
kelurahan
2018 2019 | 2020 2021
1 | Kabupaten Kulon Progo 88 88 88 88 88| 100,00
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Kalurahan Yang Telah
No Kabupaten/Kota kalurahan/ | Mempunyai Profil Kalurahan %
kelurahan
2018 2019 | 2020 2021

2 | Kabupaten Bantul 75 75 75 75 75 100,00
3 | Kabupaten Gunungkidul 144 144 144 144 144 | 100,00
4 | Kabupaten Sleman 86 86 86 86 86 100,00
5 | Kota Yogyakarta 45 45 45 45 45| 100,00
Jumlah 438 85 216 299 423 | 100,00

Sumber:DP3AP2 DIY

I1.3.2.7.5 Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan
partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel [I-96 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat
Sumber Dana
No Provinsi/ Kabupaten/ Swadaya
Kabupaten/Kota DIY P y
Kota Masyarakat
1 | Pemda DIY 875.000.000 - -
2 | Kota Yogyakarta 383.513.950 49.054.185
3 | Kab.Bantul 486.975.400 2.480.454.000
4 | Kab. Gunungkidul 295.242.900 32.922.362.166
5 | Kab. Kulon Progo 338.625.000 557.830.000
6 | Kab. Sleman 366.548.000 68.300.000
Jumlah 875.000.000 | 1.870.905.250 36.078.000.351
Total 2.745.905.250 36.078.000.351
Total Pem +Masy 38.823.905.601
% swadaya masyarakat 92,93

Sumber: BPPM DIY,2020

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai
92,93%.

I1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan
dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan
Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih
lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-
anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun)
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akan menciptakan jendela peluang (windows of opportunity) bagi pemerintah untuk
investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan
pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela
kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk
melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan
kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan
ini pun dapat membawa DIY pada kondisi demographic trap yangakan menghasilkan
persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif
yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa
indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini
terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang
menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasaan
mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu
strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian
dan unmet need.

I1.3.2.8.1 Angka Fertilitas atau Total Fertility Rate (TFR)

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan
secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, TFR DIY kembali mengalami
kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang
disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di
DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana
ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan Net
Reproduction Rate (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan
antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR
mencapai 2,0.

Data yang dirilis oleh BKKBN menunjukkan TFR DIY tahun 2021 di angka 1,91. Angka ini
meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,81. Namun demikian capaian ini berada
di bawah TFR ideal atau “Replacement level fertility” pada angka 2,1.

2,50 2,20 2,24

2,00 1,80 1,81 191
1,50

1,00

0,50

0,00

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : BKKBN Provinsi DIY, 2022

Gambar II-64 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI Tahun 2017-2021
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11.3.2.8.2 Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data BPS, proyeksi penduduk periode 2010-2035, khususnya dalam hal
komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum
produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010
jumlahnyatercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan
mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Jumlah
penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY
yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang
pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun
2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini
akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di
tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah
penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

Tabel II-97  Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2035

Penduduk 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Laki-laki 1.815.800 | 1.935.400 | 2.058.900 | 2.184.900 | 2.308.400 | 2.428.300 | 2.547.700
Perempuan 1.853.400 | 1.983.800 | 2.120.400 | 2.260.400 | 2.398.400 | 2.533.700 | 2.668.900
Total 3.669.200 | 3.919.200 | 4.179.300 | 4.445.300 | 4.706.800 | 4.962.000 | 5.216.600
Komposisi Umur

(%)

0-14 21,00 20,30 20,30 20,50 20,50 20,20 19,90
15-64 69,50 69,50 68,60 67,30 66,50 66,00 65,80
65+ 9,60 10,20 11,10 12,20 13,00 13,80 14,30
(Doe gg)" dency Ratio 44,00 43,90 45,80 48,50 50,40 51,60 52,00
Fertilitas

TFR 182 184 185 1,85 1,86 1,86 187
GRR 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
NRR 0,90 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92
CBR 14,20 14,40 14,20 13,70 13,30 13,40 13,60
I(‘Sron(l);h Kelahiran 52,20 56,60 59,40 60,80 62,60 66,30 70,90

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

Dependency Ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun
2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang
tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035.
Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang
sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.
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Gambar II-65 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka
Ketergantungan (DR), 2010-2034

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini
mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan
akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus
demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling
komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan
ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja
secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin
membesarnya jumlah lansia.

11.3.2.8.3 Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah
penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan
terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah
penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan
mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia
secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per
Km?2 atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010.
Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY
menggencarkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah
satunya adalah dengan melakukan penjaringan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan dan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor
merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu
alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam
periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu
wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya
pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY sejak tahun
2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-98 Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*

Jumlah Peserta KB 381.029 375.708 378.902 389.575 308.466
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Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
Jumlah  Pasangan  Usia | o000l 500930 | 429862 | 510169 | 525968
Subur
Rasio 7114 75,00 88,15 76,36 58,64

*) Data sementara

Sumber: BKKBN Provinsi DIY, 2021

11.3.2.8.4 Pernikahan Dini

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan
Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan melakukan

Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 Kapanewon pada tahun 2017.

Tabel II-99 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021
Tahun
No Kabupaten/Kota 2016 2021
P L P L
1. Yogyakarta 31 15 17 19
2. Bantul 8 37 31 81
3. Kulon Progo 11 23 17 24
4. Gunungkidul 51 72 16 56
5. Sleman 36 83 24 75
Jumlah 137 230 105 255
Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021 diolah
400 367360
350
300
250
200
150 112 104 5
100 72 68 61
e Ml aa 0 s
, Hm |
Yogyakarta Bantul Kulon Progo  Gunungkidul Sleman DIY

m2016 ®m2021

Gambar II-66 Pernikahan Dini (Perkawinan Usia <18 Tahun) Tahun 2016 dan

2021

I1.3.2.8.5 Perceraian

Angka perceraian di DIY tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun
2021. Pada tahun 2021, hampir seluruh wilayah di DIY mengalami penurunan angka
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perceraian kecuali Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul menjadi wilayah dengan angka
perceraian tertinggi pada tahun 2021, menggantikan Kabupaten Sleman pada tahun
sebelumnya. Kabupaten Sleman tercatat sebagai wilayah dengan penurunan angka
perceraian terbesar sepanjang tahun 2021. Data mengenai angka perceraian di DIY sejak
tahun 2017 hingga 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-100 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021

Tahun
No Kabupaten /Kota
2017 2018 2019 2020 2021

1 Kulon Progo 297 679 602 539 483
2 Bantul 1.416 1.393 1.357 947 1.436
3 Gunungkidul 1.281 1.490 1.456 1.387 1.051
4 Sleman 322 1.658 1.593 1.717 1.158
5 Yogyakarta 210 637 710 698 599
6 DIY 3.526 5.857 5.718 5.288 4.727

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Berdasarkan sumber permohonan, perceraian dibagi dalam kategori permohonan suami
serta gugatan istri. Data menunjukkan bahwa angka perceraian dari gugatan istri jauh
lebih tinggi atau meningkat dari 3.870 kasus di tahun 2019 menjadi 4.360 di tahun 2020.
Sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari 1.418

kasus di tahun 2019 bertambah menjadi 1.450 kasus.

Tabel [I-101 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber
Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020

2019 2020
. Sumber Permohonan Sumber Permohonan

No | WilayahPA | Jumlah Jumlah

Kasus | Permohonan | Gugatan Kasus | Permohonan | Gugatan
Suami Istri Suami Istri

1 PA Wates 525 148 377 590 134 456
2 PA Bantul 1.228 342 886 1.392 359 1.033
3 PA Wonosari 1.299 360 939 1.401 380 1.021
4 | PASleman 1.459 409 1.050 1.783 436 1.347
5 | PAYogyakarta 777 159 619 644 141 503
Jumlah 5.288 1.418 3.870 5.810 1.450 4.360

Sumber: Data Gender dan Anak 2021; DP3AP2 DIY

11.3.2.8.6 Unmet Need

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya
tidak terpenuhi. Hasil SDKI DIY 2017 menunjukkan bahwa 6,2% perempuan berstatus
menikah di DIY mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang belum terpenuhi dengan 2%
belum terpenuhi untuk menjarangkan kelahiran dan 4% belum terpenuhi untuk
membatasi kelahiran. Secara umum menurut SDKI DIY 2017, terjadi peningkatan
persentase wanita kawin umur 15-49 yang ingin ber KB dari 81% menjadi 82%.
Penurunan persentase jumlah wanita kawin umur 15-49 yang belum terpenuhi
kebutuhan ber KB dari 11% menjadi 6%.
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Capaian Unmet Need DIY di tiap wilayah kabupaten/kota menunjukkan hasil yang
fluktuatif dan cenderung menurun dari 2018 hingga 2021. Hal ini menandakan semakin
tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin
mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Namun demikian, masih dibutuhkan
upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena unmet need ini berkorelasi
dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat
mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik
aborsi yang tidak aman.

Tabel [I-102 Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota
Tahun 2018-2022

No Kabupaten /Kota Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

1 Kulon Progo 10,25 10,25 8,23 8,89 21,05

2 Bantul 9,76 10,55 9,99 9,20 23,12

3 Gunungkidul 8,80 9,48 8,82 8,87 19,48

4 Sleman 9,50 9,04 7,95 7,13 25,13

5 Yogyakarta 15,14 14,15 12,10 12,05 26,83
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023
I1.3.2.8.7 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana
Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi,

ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi.
Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses
yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan KB.
Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan
tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan,
pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

Tabel I[I-103 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2022

No Klinik KB Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 | PKBRS 39 40 50 45 49
2 | Pemerintah 144 146 149 147 169
3 | Swasta 206 150 193 221 570
4 | PPKBD 438 438 438 438 443
5 | Sub PPKBD 5.356 5.359 5.361 5.358 5.369
Keterangan :

a. PKBRS : Program KB Rumah Sakit
b.  PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
¢.  Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.
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I11.3.2.8.8 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan
KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40
dokter umum per 100.000 penduduk.

Tabel II-104 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2022

Petugas
Tahun Jumlah
Dokter Bidan PKB
2018 110 545 244 899
2019 106 514 221 841
2020 80 415 236 731
2021 18 405 217 640
2022 135 2.320 218 2.673

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya selalu
menurun dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2022 jumlah dokter dan petugas KB di DIY
diketahui meningkat 317,66% dibanding tahun sebelumnya.

11.3.2.8.9 Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan KB kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera.
Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga
menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga pernah dilakukan oleh BKKBN mengklasifikasikan keluarga
Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga
Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera IlI, dan Keluarga Sejahtera III Plus.
Namun saat ini secara nasional, untuk Pendataan Keluarga 2021 tidak lagi mengenal
pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga
Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu,
BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dalam
hal ini BKKBN DIY merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi Jogja Dataku
BAPPEDA DIY sebagai berikut:

Tabel [I-105 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun

2018-2022
Keluarga Menurut Tingkat Tahun
Kesejahteraan 2018 2019 2020 2021 | 2022
Jumlah Total 1.039.651,00 | 1.040.668,00 | 1.040.668,00 n/a n/a
Keluarga Prasejahtera 121.926,00 122.042,00 122.070,00 n/a n/a
Keluarga Sejahtera Tahap 1 619.065,00 606.271,00 606.243,00 n/a n/a
Keluarga Sejahtera Tahap 2 298.060,00 312.355,00 312.355,00 n/a n/a

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami
kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun
kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera II.

11.3.2.8.10 Program Bina Keluarga

Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga, yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan,
dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita,
mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga
dalam perawatan orang tua.

Tabel II-106 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun

2018-2022

Kabupaten BKB BKR BKL

/ Kota

Tahun |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |2018 [2019 |2020 |2021 [2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Kulon
Progo 387| 387| 291| 291| 290| 130| 130| 135| 135| 139| 115| 115| 137| 137| 149
Bantul 304| 299| 316| 317| 317| 89| 92| 107| 106| 122| 117| 117| 132| 124 143
Gunungkidul | 481| 369| 379| 379| 390| 98| 103| 110| 110| 131| 137| 135| 151| 151| 171
Sleman 213| 187| 186| 187| 212| 147| 138| 142| 143| 151| 180| 163| 166| 166| 182
Yogyakarta | 255 | 241 | 242 | 245 | 251 | 86| 84| 97| 101 | 115| 113 | 113 | 133 | 135 | 152
Jumlah 1.640 |1.483 |1.414 |1.419 |1.460 | 550 | 547 | 591 | 595 | 658| 662 | 643 | 719 | 713 | 797

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Pada rentang tahun 2018 - 2022 BKB, BKR, dan BKL justru berkecenderungan meningkat.
Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, peningkatan jumlah
BKR ini sudah semestinya diupayakan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari
anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu
dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan
pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga
dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

I1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu
tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya.
Pertumbuhan wilayah menuntut penyediaan ruang, sarana dan prasarana baru sehingga
sebagai implikasinya terjadi perubahan dan pertumbuhan kebutuhan aksesibilitas
transportasi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, transportasi direncanakan tidak hanya
sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah
pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya.
Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya yang
berkelanjutan.
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Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan
layanan transportasi secara menyeluruh, yang direncanakan berdasarkan pola
pergerakan. Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah mewadahi pola hubungan
kegiatan dan pergerakan yang diwujudkan dalam jalur jalan sehingga kegiatan dan
pergerakan saling terkait secara utuh dan terpadu. Sistem pergerakan meliputi
perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan mewadahi
keterkaitan fungsional antar kegiatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan wilayah
tetangganya dalam kerangka suatu sistem hirarki kota.

Tabel [I-107 Jumlah Pergerakan Terbesar Berdasarkan Zona Kecamatan di

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rank Kecamatan l?angkitan . .Tarikan .
(perjalanan/hari) (perjalanan/hari)
Kabupaten Kulon Progo
1 Wates 33.961 49.676
2 Sentolo 37.562 30.779
3 Pengasih 33.620 29.157
4 Lendah 32.960 26.222
5 Panjatan 25.815 21.408
Kabupaten Bantul
1 Kasihan 68.628 54.245
2 Banguntapan 68.121 51.843
3 Sewon 57.835 52.628
4 Bantul 39.131 60.472
5 Imogiri 37.676 30.763
Kabupaten Gunungkidul
1 Wonosari 53.440 64.766
2 Playen 40.816 35.718
3 Ponjong 32.615 28.381
4 Semanu 32.092 27.382
5 Karangmojo 30.780 27.430
Kabupaten Sleman
1 Depok 114.371 168.411
2 Mlati 77.381 78.533
3 Ngaglik 76.346 70.734
4 Gamping 76.057 63.162
5 Sleman 55.035 68.497
Kota Yogyakarta
1 Umbulharjo 48.808 76.739
2 Gondokusuman 28.668 52.851
3 Jetis 17.677 40.186
4 Mergangsan 22.157 31.110
5 Mantrijeron 26.155 25.455
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah pergerakan terbesar berada di Kabupaten
Sleman dengan zona berasal dari Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon
Ngaglik, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Sleman dan diikuti oleh Kota Yogyakarta.

Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai
jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau
orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan aksesibilitas terdiri dari prasarana
(sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan
pergerakannya (angkutan pribadi maupun angkutan umum).

Penyediaan prasarana/simpul transportasi di DIY terutama di wilayah perkotaan
yogyakarta meliputi Terminal, Park and Ride, Stasiun Kereta Api, dan Bandar Udara.

a. Terminal
Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 (dua) titik Terminal Tipe B, yaitu:
Terminal Jombor yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dan Terminal Wates yang
berlokasi di Wates, Kulon Progo.

b. Park and Ride

Sistem Park and Ride di DIY sebenarnya sudah diakomodasi di dalam titik-titik
simpul eksisting, seperti di Bandara, Stasiun KA, dan Terminal Bus (khususnya di
Terminal Tipe A, B dan sebagian Tipe C, karena sesuai dengan regulasi yang ada
maka setiap titik-titik simpul tersebut harus menyediakan lahan parkir. Namun
perlu dicatat bahwa wilayah DIY hanya memiliki 2 (dua) terminal Tipe A (yaitu
Terminal Giwangan dan Terminal Dhaksinarga) dan 2 (dua) terminal Tipe B (yaitu
Terminal Jombor dan Terminal Wates). Selain itu adalah terminal Tipe C yang
berada di tiap-tiap Kabupaten.

Selain Park and Ride yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di
DIY, Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 telah membangun 2 (duat) fasilitas
Park and Ride yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu Park
and Ride Gamping, Dongkelan, Adisutjipto dan Prambanan. Sedangkan untuk
kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah
dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu:

e tempat khusus parkir Abu Bakar Alj;

e tempat khusus parkir Ngabean;

e tempat khusus parkir Senopati; dan

e tempat khusus parkir XT Square.

C. Bandara
Daerah [stimewa Yogyakarta memiliki 2 Bandara yaitu Bandar Udara Internasional
Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta
International Airport (YIA) merupakan bandar udara baru di Yogyakarta yang
menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Per tanggal 29 Maret 2020.
Terdapat beberapa antarmoda pendukung pada Bandar Udara International
Yogyakarta, yaitu Damri, Satelqu, dan Kereta Api Bandara YIA.

d. Stasiun Kereta Api

Terdapat 3 stasiun yang melayani perjalanan melalui moda berbasis rel di DIY yaitu
Stasiun Yogyakarta (YK) yang dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun
kereta api kelas besar tipe A, Stasiun Lempuyangan (LPN) yang merupakan stasiun
kereta api kelas besar tipe B dan Stasiun Maguwo (MGW) yang merupakan stasiun
kereta api bandara kelas II. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan
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pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan
Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2022

A.

Kinerja Lalu Lintas

Degree of Saturation (DS) atau biasa disebut derajat kejenuhan merupakan salah
satu indikator dalam menilai kinerja lalu lintas yang sangat penting dikaji untuk
mengetahui kemampuan dari suatu ruas dalam melayani arus lalu lintas yang
terjadi pada ruas jalan tersebut. DS maksimum yang masih diperbolehkan ialah
DS < 0,75 yang diartikan ruas jalan tersebut masih dapat melayani kendaraan
yang lewat dengan baik, sedangkan apabila lebih dari itu maka jalan tersebut
sudah tidak mampu melayani kendaraan yang lewat dan memerlukan alternatif
penanganan. Nilai DS pada ruas-ruas jalan di KPY yang cukup penting disajikan
pada tabel berikut ini.

Tabel II-108 Tabel Derajat Kejenuhan di Jalan Perkotaan Tahun 2019 dan 2021

No . DS
Ruas Ruas Jalan Fungsi Jalan g{llg; Arah Arus
Jalan 2019 | 2021
1 J1. Abubakar Ali Kolektor Timur -
Sekunder 4/2D Barat 1,12 0,47
2 J1. Diponegoro Kolektor
Sekunder 4/2UD Dua Arah 0,9 0,75
3 JI. Mataram Kolektor
Sekunder 2/2UD Dua Arah 0,89 0,81
4 JI. KH. Ahmad Kolektor
Dahlan Sekunder 4/2UD Dua Arah 0,83 1,03
5 JL Jenderal
Sudirman Kolektor
(Tugu) Sekunder 4/2UD Dua Arah 0,81 1,40
6 JI. Kleringan Kolektor
Sekunder 2/1 Satu Arah 0,8 0,69
7 JL.Margo Utomo/ Kolektor
P. Mangkubumi Sekunder 2/1 Satu Arah 0,74 0,70
8 J1. Malioboro Kolektor
Sekunder 2/1 Satu Arah 0,58 0,56
9 JI. Panembahan Kolektor
Senopati Sekunder 4/2UD Dua Arah 0,54 0,40
10 JL.RE. Arteri
Martadinata Sekunder 4/2UD Dua Arah 0,79 1,29

Berdasarkan data V/C Ratio sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan
Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa
pada wilayah dengan ciri perkotaan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)
mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang
lain. Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada
jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada
pukul 16.15-17.15. Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa
sebagian besar ruas jalan provinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D
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dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan
kecepatan cenderung mulai melambat.

Kinerja Angkutan Umum

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk
mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya
bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan
angkutan umum yang mengusung Layanan Angkutan umum yang berada di
wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa
jenis yang meliputi Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Selain layanan
angkutan berbasis jalan terdapat juga layanan angkutan berbasis rel.

Layanan angkutan dalam trayek meliputi :

a.  Angkutan Perkotaan Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2020 Tentang
Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja yang dilayani sampai saat ini sejumlah 18
rute seperti dan untuk trayek tambahan (Teman Bus trayek 12, 13, 14) Layanan
angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus
Trans Jogja dan layanan Teman Bus (Buy The Service). Pada tahun 2022 angkutan
Umum Perkotaan dengan sistem Buy The Service telah melayani 18 jalur dan 95
armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB - 21.30
WIB dan selama pandemi mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul
06.00 WIB - 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan Buy The Service dengan Koridor
Ngaglik sejumlah 6 Bus, Godean sejumlah 10 Bus dan Ngemplak sejumlah 14 Bus
dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Tabel II-109 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017-2022

Penumpang Terangkut
No. Tahun Trans Jogja
penumpang/ hari | penumpang/ tahun

1. 2017 8.218 5.999.335

2. 2018 8.056 5.880.610

3. 2019 7.150 5.282.737

4, 2020 7.607 2.776.667

5. 2021 4.132 1.508.450

6. 2022 8.144 1.715.567

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

b.  Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah
armada untuk layanan AKDP cenderung stabil, namun pada tahun 2020 sampai
dengan 2021 banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga Perusahaan otobus
tidak dapat mengoperasionalkan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya
beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan Kkarena
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Tabel II-110 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2021

pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional

dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi
pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya
terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh

Damri melalui intervensi pemerintah pusat.

No Trayek Load Factor (%)
1 Jogja - Bantul - Brosot 21,25
2 Jogja - Wates 21,25
3 Jogja - Wonosari 21,25
4 Jogja - Parangtritis 30,3
5 Palbapang - YIA 14,6

c.  Angkutan Pedesaan Dalam Provinsi.

Berdasarkan hasil Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada
tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri

dari trayek:

1) Imogiri - Panggang - Parangtritis
2) Jogja - Imogiri

3) Jogja - Parangtritis
4) Gamping - Sentolo - Wates - YI
5) Godean - Terminal Kenteng - Dekso - Kalibawang - Samigaluh

Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek meliputi :

a.  Angkutan Sewa Khusus, Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan
dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam
wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul
transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasi

teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

b.  Taksi, Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan
menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan

dilengkapi dengan argometer

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2022 menunjukkan terjadinya
penurunan jumlah di semua jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada
Jumlah penumpang perkotaan terangkut
menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan ketiga tahun 2022 tercatat jumlah
penumpang sebanyak 8.144 penumpang per hari atau 2,223.441 penumpang per

jenis angkutan AKDP dan taksi.

tahun.
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Tabel [I-111 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2022

Tahun
No Jenis Angkutan
2018 2019 2020 2021 2022%*
1 | Angkutan AKDP 493 482 98 54 Sk
2 | Taksi 1025 505 503 503 164
3 Angkutan Perkotaan 315 184 149 172 172

*) data sampai dengan November 2022

**) data belum tersedia

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Angkutan berbasis Rel :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana induk
Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017 - 2036, strategi pengembangan perkeretaapian
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada pengembangan Jalur Utara -
Selatan dan Timur - Barat. Perngembangan jaringan perkeretaapian meliputi
jaringan kereta api penumpang dan Jaringan kereta Api barang.

Salah satu layanan angkutan umum berbasis rel saat ini adalah layanan kereta api
jarak jauh, perkotaan dan Bandara. Layanan tersebut masuk dalam koridor Bandara
Kulon Progo - Kedundang - Yogyakarta - Brambanan. Pada koridor tersebut terdapat
Layanan angkutan kereta api perkotaan dengan relasi perjalanan Yogyakarta - Solo
dan sebaliknya, untuk kereta api bandara relasi Stasiun Yogyakarta - Wates -
Bandara Internasional Yogyakarta.

Angkutan Tradisional

Dalam mengetahui dan membatasi jumlah angkutan becak dan andong di Yogyakarta
dengan melakukan pendataan transportasi tradisional. Sesuai dengan peraturan
daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah pada naungan Dinas Perhubungan DIY
melakukan pendataan, untuk mengetahui jenis dan jumlah transportasi tradisional.

Tabel [I-112 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil

Survei
Jenis Kendaraan Jumlah

Becak Wisata 63

Becak Non Wisata 52

Andong 32

Total 147
Sumber: Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Pentapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional,
2022
C. Kinerja Keselamatan Jalan

Data kecelakaan yang dipergunakan dalam analisis evaluasi kinerja keselamatan jalan di
DI Yogyakarta, diperoleh dari data yang tercatat dalam Integrated Road Safety
Management System (IRSMS) Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh Ditlantas
Polda DIY. Data tersebut merekam seluruh kejadian kecelakaan di DIY untuk seluruh



jenis ruas jalan dan status jalan dari Jalan Desa, Jalan Kota/Kabupaten, Jalan Provinsi
hingga Jalan Nasional pada tahun 2021-2022.

Tabel II-113 Jumlah Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2022

Jumlah Panjang | Kejadian

Kabupaten Kejadian MD LB LR (km) /km

Kabupaten Bantul 765 79 0 900 162,15 4,72

Kabupaten  Kulon | 377 47 0 643 | 17514 2,15

rogo

Kabupaten 306 30 0 410 | 306,84 1,00
Gunungkidul

Kabupaten Sleman 465 52 0 557 116,32 4,00

Jumlah 1913 208 0 2510 760,45 2,52

Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Tren kenaikan angka kejadian kecelakaan per km pada jalan provinsi terjadi di semua
kabupaten di DIY, dengan Kabupaten Bantul masih berada pada posisi tertinggi, disusul
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Angka
kejadian kecelakaan per km pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan
dengan 3 tahun sebelumnya. Rasio jumlah kecelakaan per km jalan provinsi sampai
dengan tahun 2022 adalah 2,52 dari target 0,9. Artinya dari data tersebut terlihat bahwa
angka kecelakaan per km jalan provinsi masih sangat tinggi dengan faktor dominan
terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor manusia seperti tidak menaati peraturan
lalu lintas, lengah, melebihi batas kecepatan maksimal dan beberapa faktor eksternal
diluar kewenangan Dinas Perhubungan DIY seperti kondisi jalan yang belum ideal seperti
lebar bahu, lebar lajur dan jarak pandang yang belum memadai dan genangan air hujan

Tabel II-114 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM

Panjang Ruas Jalan

Rank |No Ruas Nama Ruas Kabupaten | Panjang | Kasus | Kasus /km

1 021 Gedongkuning - | . ) 1,20 30 25,00
Wonocatur
Yogyakarta -

2 001 Bakulan Bantul 8,35 119 14,25
(Parangtritis)

3 005 Bantul - Bantul 8,95 120 13,41
Srandakan

4 008 Bakulan - Bantul 3,18 37 11,65
Barongan

5 002 Yogyakarta - Bantul 9,80 109 11,12
Barongan

Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022
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Sumber : Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022
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Gambar II-67 Jumlah Kasus DAN Kasus/Km Periode 2019-2022 Jalan Provinsi DIY

Dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana prasaranan perlengkapan jalan sebagai fungsi
untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan
pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan pada jalan

provinsi di DIY.
Tabel II-115 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY
Tahun 2022
Jenis
No | Perlengkapan | Satuan | Terpasang | Kebutuhan | Persentase | Kekurangan
Jalan
1 AP] Surya unit 298 3.044 10 2.746
2 AP] Listrik unit 3.023 12.164 25 9.141
Warning light unit 110 376 29 266
3 TS
4 Rambu unit 3.203 4.215 76 1.012
5 RPP] unit 427 722 59 295
6 Delineator buah 9.260 19.520 47 10.260
7 Pagar meter 5.780 19.520 30 13.740
8 Paku buah 14.252 20.527 70 6.005
9 | Cermin unit 563 1.003 56 440
Tikungan
Rata-rata terpasang 45

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Teknologi Transportasi

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu
lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu
lintas di persimpangan dengan konsep Area Traffic Control Systems (ATCS). Dalam
konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi.
Sampai dengan tahun 2021 telah terpasang 64 unit ATCS atau 56,14% dari 114 simpang
yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung
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dengan signal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat
untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga)
simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung signal bus priority. Integrasi
sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di
Control Room ATCS Dinas Perhubungan DIY. Sampai tahun 2022 sejumlah 22 simpang
ATCS sudah terpasang dari target yang direncanakan untuk pemasangan ATCS sebanyak
30 simpang.

Tabel II-116 Rekapitulasi jumlah ATCS di DIY Tahun 2022

No Kewenangan J l,;,I:tl:lh Terpasang ATCS TerpaBseall:llgl ATCS
1 BPTD X 39 33 6
2 DIY 65 31 34
3 Kota 37 21 16
4 Sleman 9 7 2
Total 150 92 58

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

[1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY
memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal http://jogjaprov.go.id. OPD DIY
juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY
menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam
pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain
pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem
informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk
penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai
informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan
diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah
memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan
masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk
mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan,
pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya,
pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi,
pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia.
Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi
dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai platform, seperti
videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan
penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas
Komunikasi dan Informatika DIY mendorong percepatan implementasi tanda tangan
elektronik dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hingga
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akhir tahun 2021 sudah ada 130 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang
menggunakan Sertifikat Elektronik. Dinas Kominfo DIY juga membangun aplikasi Sadewa
sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang di lingkungan
Pemda DIY. Disamping itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi
kenaikan pangkat dan paperless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan
elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada tahun 2021, untuk mendukung penerapan Perpres 95 Tahun 2019 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan pemerintah untuk banyak
menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas
Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
membangun Security Operation Center (SOC). SOC merupakan pusat operasi yang terdiri
dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi, dan
perangkat pendukung. Dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi di
Pemda DIY, khususnya terkait dengan pembangunan SOC, maka pada tahun 2021
dibentuk Tim JOGJAPROV CSIRT periode tahun 2021. Salah satu tugas utamanya adalah
penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi di Pemda DIY.

Selain itu, pada tahun 2021 melakukan Penetration Testing (pentest) untuk menguji
keamanan informasi pada 10 aplikasi yang digunakan oleh Pemda DIY. Pencapaian
kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100%. Selanjutnya, sesuai dengan program
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika melalui bidang Keamanan Informasi dan Persandian juga mengelola jaringan
telekomunikasi internal Pemda DIY dengan jumlah titik yang terkoneksi 600 titik,
kemudian juga dilakukan upgrade dan relokasi perangkat PABX untuk meningkatkan
kualitas layanan telekomunikasi. Dari kedua target tersebut, dapat terselenggara 100%
sesuai indikator yang ditentukan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemda DIY telah menggunakan teknologi informasi
sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai
masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki Instagram,
Facebook, dan Twitter. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY,
Pemda DIY telah membangun aplikasi “Jogja Istimewa” yang bisa diakses melalui telepon
pintar (smartphone) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (e-ticket)
pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi
pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi covid-19 telah dibangun
berbagai  sistem  informasi, di  antaranya  corona.jogjaprov.go.id  dan
ayovaksin.jogjaprov.go.id. Untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat
juga telah dibangun beberapa titik free WiFi. Demikian juga untuk dapat mengetahui
kondisi secara real time di berbagai objek wisata telah dibangun kamera pengawas yang
dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi “Jogja
Istimewa”.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan
akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data,
tersedia dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet Pemda DIY, saat ini mengampu 269
titik jaringan intranet Pemda DIY yang tersebar di seluruh DIY, dengan rincian sebagai
berikut:

a. 194 titik menggunakan jalur Fiber Optik;
b. 74 titik menggunakan jalur Wireless, 12 BTS;
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c. 1 titik menggunakan VPN.

Pembangunan jaringan fiber optik Pemda DIY dimulai pada tahun 2013 mengacu pada
blueprint pengembangan backbone fiber optik yang dibuat dalam 3 tahap yaitu dimulai
dari koridor timur, koridor tengah-utara-barat, dan koridor selatan berupa kabel tanam
dan kabel wudara. Selanjutnya pembangunan fiber optic diprioritaskan untuk
SMAN/SMKN dan optimalisasi jaringan instansi Pemda DIY dari jaringan wireless
menjadi fiber optic.

Tabel II-117 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY Tahun 2013-2022

Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)
Tahun

Kabel Tanam Kabel Udara Total
2013 12.227 - 12.227
2014 21.876 12.007 33.883
2015 3.140 13.154 16,294
2016 - 1.000 1.000
2017 - 702 702
2018 - 11.575 11.575
2019 - 4.450 4.450
2020 - 379.875 379.875
2021 - 5.350 5.350
2022 - 22.500 22.500
Total 37.243 455.613 492.856

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 118 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) bergabung ke dalam
jaringan intranet Pemda DIY dan pada tahun 2020 semua SMAN/SMKN di DIY sudah
terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY, baik menggunakan jalur kabel fiber optik
maupun wireless. Selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan
internet pada SMAN/SMKN, maka jaringan wireless harus ditingkatkan menjadi jaringan
fiber optik, karena kebutuhan bandwidth internet untuk kegiatan belajar di sekolah
SMAN/SMKN rata-rata membutuhkan 200 mbps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan
jaringan fiber optik.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk
meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi
informasi. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi
diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya, sedangkan dari sisi
pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan
untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di
antaranya pembinaan terhadap PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan
informasi, dan penyusunan SOP integrasi kehumasan OPD se-Pemda DIY.

11.3.2.10.1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di DIY dengan indikator persentase
penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi
Informasi DIY. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel [I-118 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018

No. Termohon No.Registrasi Objek Keterangan
Kades Caturtunggal, 001/1/KID DIY-
1. Depok, Sleman PS/2018 Pertanahan Putusan Sela
Camat Ngemplak, 002/V/KID DIY- .
2. Sleman PS/2018 Pertanahan Kesepakatan Damai
Kades Tirtoadi, Mlati, 003/VIII/KID Lo
3. Sleman DIY-PS/2018 Pertanahan Putusan Ajudikasi
004/1X/KID DIY- Lo
4. | Kantah Kota Yogyakarta PS/2018 Pertanahan Putusan Ajudikasi
005/IX/KID DIY- o
5. | Kantah Kab. Bantul PS/2018 Pertanahan Putusan Ajudikasi
006/1X/KID DIY- o
6. | PPID Utama Pemda DIY PS/2018 Anggaran Putusan Ajudikasi
Kepala Desa
7. | Wonokromo, Pleret, 007/X/KID DIY Pertanahan Kesepakatan Damai
PS/2018
Bantul
PPID Utama Kab. 008/X/KID DIY- )
8. Sleman PS/2018 Anggaran Damai
Kades Sidomoyo, 009/X/KIDDIY- Coe
9. Godean PS/2018 Pertanahan Putusan Ajudikasi
Kepala Desa
10. | Caturtunggal, 010/XI/KID DIY- Pertanahan Kesepakatan Damai
PS/2018
Kabupaten Sleman
Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-119 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019

No. Termohon No.Registrasi Objek Keterangan
Kepala Desa Wedomartani,
1. | Kec. Ngemplak, Kab. 001/11/KID DIY Pertanahan Putusan Ajudikasi
PS/2019
Sleman, DIY
Kepala Desa Wedomartani,
2. | Kec. Ngemplak, Kab. 002/1V/KID DIY- Pertanahan Putusan Ajudikasi
PS/2019
Sleman, DIY
Kepala Desa Condongcatur,
3. Kec. Depok, Kab. Sleman, 003/V/KID DIY- Pertanahan Putusan Ajudikasi
DIY PS/2019
Kantor Pertanahan Bantul, 004/V / KIDDIY- Co
4. DIY PS/2019 Pertanahan Putusan Ajudikasi
Kantor Pertanahan Kota 005/vil/ Co
5. Yogyakarta KIDDIY-PS/2019 Pertanahan Putusan Ajudikasi
Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel [I-120 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No. Termohon No.Registrasi Objek Keterangan
Kepala Desa Wonokromo
1. Kec. Pleret, Kab. Bantul, 001/11/KID DIY- Pertanahan Penetapan
DIY PS/2020 Pencabutan
Kesepakatan
2 Pemerintah Kabupaten 002/1/KID DIY- Aneearan Mediasi Damai
" | Sleman PS/2020 &8 dan Putusan
Ajudikasi
Kantor Pertanahan Kota 003/1I/KID DIY- S
3. Yogyakarta PS/2020 Pertanahan Putusan Ajudikasi
. 004/111/KIDDIY- o
4. | Pemerintah Daerah DIY PS/2020 Anggaran Putusan Mediasi
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No. Termohon No.Registrasi Objek Keterangan
Kades Wedomartani, Kec.

5. Ngemplak, Kab. Sleman, 005/1V/KIDDIY- Pertanahan Putusan Ajudikasi
DIY PS/2020

6 Eagfr? ‘i\;(le{dg:barstﬁer;;;ec' 006/VIl/KIDDIY- Pertanahan Penetapan

’ DigY plak, ' ’ PS/2020 Pencabutan

Kades Segoroyoso, Kec.

7. | Pleret, Kab. Bantul, D.I. 007/VIIl/RIDDIY Pertanahan Putusan Mediasi

PS/2020

Yogyakarta
Kepala Desa
Sendangagung, Kec. 008/X/KIDDIY- C

8. Minggir, Kab, Sleman, D.1. PS/2020 Pertanahan Putusan Ajudikasi
Yogyakarta
Kepala Desa Sinduadi Kec.

9. Mlati, Kab. Sleman, D.I. 009/XI/KIDDIY- Anggaran Putusan Mediasi

PS/2020

Yogyakarta
Kepala Desa Caturtunggal, X

10. | Kec. Depok, Kab.Sleman 010/XI/KIDDIY Pertanahan Putusan Ajudikasi
DIY PS/2020

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-121 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No. Termohon No.Registrasi Objek Keterangan
Lurah Lumbungrejo,
1. | Kec. Ngaglik, Kab. 001/1/KID DIY Pertanahan Putusan Mediasi
PS/2021
Sleman
Lurah Widodomartani,
2. | Kec. Ngemplak Kab. 002/VI/KIDDIY- Pertanahan Putusan Mediasi
PS2021
Sleman
Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-122 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022

No Termohon No. Registrasi Objek Keterangan
1. Lurah Kalurahan 001/11/KIDDIY- Pertanahan Putusan Mediasi
Girisuko, Kapanewon PS/2022
Panggang,  Kabupaten
Gunungkidul
2. Lurah Depok, Panjatan, 002/11/KIDDIY- Pertanahan Putusan Mediasi
Kulon Progo PS/2022
3. Lurah Maguwoharjo, 003/11/KIDDIY- Pertanahan Putusan Ajudikasi
Depok, Sleman PS/2022
4, Pemerintah Daerah DIY 004/1V/KIDDIY- | LHKPN Putusan Ajudikasi
PS/2022
5. Pemkab Sleman 005/V/KIDDIY- Data informasi | Putusan Ajudikasi
PS/2022 diri Bupati dan
wakil bupati
6. Pengadilan Negeri 006/V/KIDDIY- Salinan Putusan Mediasi
Yogyakarta PS/2022 eksekusi
7. Pemkot Yogyakarta 007/V/KIDDIY- Data informasi | Putusan Ajudikasi
PS/2022 diri Bupati dan
wakil bupati
8. Pemkab.Kulon Progo 008/v/KIDDIY- Data informasi | Putusan Ajudikasi
PS/2022 diri Bupati dan
wakil bupati
9. Komisi Informasi | 009/VI/KIDDIY- | Data informasi | Putusan Ajudikasi
Provinsi Jawa tengah PS/2022 diri Komisioner
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No Termohon No. Registrasi Objek Keterangan
10. | Perkumpulan Simponi 010/VII/KIDDIY- | Aggaran Putusan Ajudikasi
PS/2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

11.3.2.10.2 Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di
Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website
pemerintah daerah di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah
menggunakan domain resmi jogjaprov.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi
berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441
domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi.

I1.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selama kurun waktu 2018-2022, jumlah koperasi di DIY cenderung mengalami
pertumbuhan negatif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 berkurang
sejumlah 19 unit (1,1%) dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 1.717 unit.
Jumlah koperasi aktif di DIY pada tahun 2022 mencapai rasio 84,56% dari total koperasi di
DIY, menurun dari tahun 2021 yang mencapai 86,36%. Jumlah koperasi pasif di DIY
mengalami peningkatan dari semula 271 unit pada tahun 2021 menjadi 310 unit pada
tahun 2022. Volume usaha koperasi di DIY pada tahun 2022 sebesar Rp4.404.185 juta,
naik lebih banyak dibanding pada tahun 2021 yang mencapai Rp4.272.359 juta.
Sedangkan aset koperasi di DIY pada selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung
mengalami penurunan, pada tahun 2021 aset koperasi sebesar Rp4.003.885 juta, lebih
sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.422.833 juta. Namun pada
tahun 2022 aset koperasi kembali meningkat menjadi Rp4.394.943.

Tabel [I-123 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022

. Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022

1 | Jumlah Koperasi 1.989 1918 1.938 1.988 2.008
11 | Koperasi Aktif 1.926 1.722 1.758 1.717 1.698
1.2 | Koperasi Pasif 63 196 180 271 310
o | VolumeUsahaKoperasi |, 5o, 30 | 4395718 | 4142871 | 4272359 | 4.404.185

(juta rupiah)

Aset K i (jut
3 rsgiah‘;pera“ (uta 5302476 | 4.562.978 | 4.422.833 | 4.003.885 | 4.394.943

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Banyaknya koperasi di DIY jika dilihat berdasarkan jenis usaha, yang paling dominan
adalah koperasi konsumen sebanyak 1014 (51%). Koperasi konsumen merupakan
koperasi yang anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli. Sedangkan koperasi
penghasil barang/jasa atau koperasi produsen hanya 202 (10%) terhadap total jumlah
koperasi di DIY.
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Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 (diolah)

Gambar II-68 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2022
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Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY tahun 2022 mengalami
pertumbuhan sebesar 22.669 unit usaha (7,08%) dari semula 320.255 unit usaha pada
tahun 2021 menjadi 342.924 unit usaha pada tahun 2022. Dilihat dari aspek jenis usaha,
mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berasal dari sektor Industri Pengolahan
dengan jumlah 255.788 unit usaha atau sebesar 74,59% dari total UMKM di DIY, diikuti
oleh sektor Perdagangan dengan jumlah 54.750 unit usaha atau 15,97% dari total UMKM
di DIY. Sementara itu sektor kehutanan memiliki jumlah UMKM paling sedikit dibanding

sektor lainnya yang hanya mencapai 14 unit usaha pada tahun 2022.

Tabel [I-124 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020-2022

No Jumlah UMKM berdasarkan Tahun
Jenis Usaha 2020 2021 2022

1 Sektor Pertanian 30.262 1.590 1.652
2 Sektor Perdagangan 46.482 49.893 54.750
3 | Sektor Kelautan dan Perikanan 1.039 444 462
4 | Sektor Kehutanan 24 14 14
5 ;ﬁl:lt:rg 1Energl dan Sumber Daya 76 97 97
6 | Sektor Transportasi 6.686 6.668 6.664
7 | Sektor Komunikasi 82 115 116
8 | Sektor Pariwisata 502 144 148
9 | Sektor Jasa Kesehatan 136 126 201
10 | Sektor Konstruksi 670 698 699
11 Is)il;';(e)iv aaI:lezll Estate, Usaha 511 872 872
12 | Sektor Jasa Pendidikan 184 209 212
13 Sektor Industri Pengo]ahan 171.539 238.577 255.788
14 | Ekonomi Kreatif 16.994 9.660 10.098
15 E‘jfnapsrgsggjn yang Melayani 2.490 11.073 11.151
Jumlah Total 277.677 320.255 342.924

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023
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Gambar II-69 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2022

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY,
mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM.
Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat
mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan
daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan,
fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan
meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha UMKM, berbagai skema pembiayaan telah digulirkan
baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena pembiayaan ini
merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Saat ini, berbagai
alternatif sumber pinjaman untuk kegiatan usaha telah tersedia, salah satunya
pembiayaan bunga rendah dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui tambahan
modal, UMKM dapat melakukan pembelian aset produktif atau sebagai sarana untuk
memperlancar aliran kasus kas untuk kegiatan produksi. Untuk itu, Pemda DIY
memberikan pelatihan pendampingan agar pelaku usaha khususnya UMKM memiliki tata
kelola usaha yang layak. Sampai dengan November 2022, total plafon pinjaman yang
telah disalurkan di DIY mencapai 6,2 Triliun Rupiah. Dalam kurun waktu 2018-2022
penyaluran kredit menjadi salah satu indikasi pertumbuhan kegiatan daerah khususnya
UMKM.

Tabel II-125 Perkembangan KUR, 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Plafon (Triliun) 2,84 3,00 3,94 5,87 6,22
Outstanding (Triliun) 0,15 0,39 0,97 3,12 4,76
Debitur 104.676 109.464 130.259 165.550 140.039

Sumber: S